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ABSTRAK 

Skripsi yang berjudul “Analisis terhadap Perbedaan Batas Usia Minimal 

Perkawinan dalam Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Perspektif Teori 

Maṣlaḥah Sa’īd Ramaḍān al-Būṭi” adalah hasil penelitian pustaka untuk 

menjawab pertanyaan tentang, 1) Bagaimana substansi yang terkandung dalam 

Pasal 15 KHI mengenai perbedaan batas usia minimal perkawinan bagi laki-laki 

dan perempuan,  2) Bagaimana analisis terhadap perbedaan batas usia minimal 

perkawinan bagi laki-laki dan perempuan dalam Pasal 15 KHI perspektif teori 

maṣlaḥah Sa’īd Ramaḍān al-Būṭi. 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (library research), 

yaitu penelitian yang menggunakan data-data dari buku maupun kitab yang 

sesuai dengan pokok masalah yang dikaji. Penelitian ini bersifat kualitatif 

deskriptif, disebut kualitatif karena datanya bersifat verbal, dan disebut 

deskriptif karena menggambarkan atau menjelaskan secara sistematis fakta dan 

karakteristik objek yang diteliti secara cermat. Dalam penelitian ini, 

menggunakan pola pikir deduktif yaitu memaparkan teori maṣlaḥah Sa’īd 

Ramaḍān al-Būṭi untuk menganalisis terhadap perbedaan batas usia minimal 

perkawinan bagi laki-laki dan perempuan menurut Pasal 15 KHI. 

Data yang dihasilkan, bahwa ketentuan perbedaan batas usia minimal 

perkawinan bagi laki-laki dan perempuan ini didasarkan kepada pertimbangan 

kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan. Hal ini sejalan dengan 

Pasal 7 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yang mempunyai prinsip 

bahwa calon suami istri harus telah masak jiwa raganya agar dapat mewujudkan 

tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir dengan perceraian dan mendapat 

keturunan yang baik dan sehat. 

Hasil penelitian menyimpulkan, bahwa substansi yang terkandung dalam 

Pasal 15 KHI tentang perbedaan batas usia minimal perkawinan bagi laki-laki 

dan perempuan yakni kemaslahatan parenting (mental, spiritual, finansial dan 

fisikal), keseimbangan sosial, serta tanggung jawab perkawinan. Adanya 

perbedaan batas usia minimal perkawinan dalam Pasal 15 KHI tersebut 

merupakan suatu kemaslahatan bila ditinjau dengan menggunakan teori maṣlaḥah 

Sa’īd Ramaḍān al-Būṭi, karena telah memenuhi lima syarat, yakni maṣlaḥah 
harus berada dalam ruang lingkup tujuan syariat, tidak bertentangan dengan Al-

Qur’an, tidak bertentangan dengan Sunnah, tidak bertentangan dengan Qiyas, 

serta tidak bertentangan dengan maṣlaḥah yang lebih urgen. 

Perbedaan batas usia minimal perkawinan ini bukanlah alasan untuk 

selalu membeda-bedakan antara laki-laki dengan perempuan, akan tetapi 

menunjukkan bahwa ada komitmen begitu tinggi dari pemerintah terhadap nasib 

dan masa depan kaum perempuan, kaum laki-laki beserta keturunannya nanti. 

Sehingga pemerintah harus semakin giat untuk mensosialisasikan dan 

memberikan edukasi kepada masyarakat Indonesia terkait aspek kemaslahatan 

yang terkandung di dalamnya. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkawinan adalah kontrak suci antara seorang pria dengan seorang 

wanita dan merupakan tiang utama dalam membentuk keluarga yang sakinah 

mawaddah dan rahmah. Karena teramat penting dan sucinya ikatan ini, Islam 

menentukan sejumlah aturan dan tindakan yang dapat mengokohkan ikatan 

rumah tangga. 

Sebagian aturan dan tindakan itu wajib dilaksanakan, bahkan sebelum 

ikatan dimulai (pra-nikah). Sementara sebagian yang lain, mesti dijaga 

setelah akad nikah dilaksanakan. Hal ini dimaksudkan agar memudahkan 

jalan bagi pasangan suami-istri untuk membina rumah tangga.
1
 

Perkawinan merupakan sunnatullāh yang umum dan berlaku pada 

semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-

tumbuhan.
2
 Nikah menurut bahasa adalah al-jam’u dan al-ḍammu yang 

artinya kumpul. Menurut terminologi, pernikahan berarti akad serah terima 

antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu 

sama lainnya dan untuk membentuk sebuah rumah tangga yang sakinah serta 

masyarakat yang sejahtera.
3
 

                                                           
1
 Chuzaimah T. Yanggo, Problematika Hukum Islam Kontemporer, (Jakarta: Pustaka Firdus, t.t.), 

67. 
2
 Sohari Sahrani, Fikih Munakahat, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), 10. 

3
 Rahmat Sudirman, Konstruksi Seksualitas Islam, (Yogyakarta: CV. Adipura, 1999), 76. 
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Perkawinan merupakan fitrah insaniah. Karena Islam adalah agama 

fitrah, jelas menolak segala yang bertentangan dengan fitrah insani. Oleh 

karena itu, Islam sangat menganjurkan manusia untuk merajut tali kasih 

melalui sebuah ikatan perkawinan. Hal ini juga sesuai dengan Firman Allah 

Swt dalam Surat An-Nur ayat 32 yang berbunyi: 

 

‚Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara 

kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-

hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka 

miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan 

karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya), lagi Maha 

Mengetahui.‛ (QS. An-Nur; 32)
4
 

 

Perkawinan dihukumi sah bilamana telah memenuhi rukun dan syarat-

syaratnya
5
. Dalam hal hukum perkawinan, dalam menempatkan mana yang 

rukun dan mana yang syarat terdapat perbedaan di kalangan para ulama. 

Namun perbedaan ini tidak bersifat substansial. Semua ulama sependapat 

bahwa hal-hal yang harus ada dalam suatu perkawinan adalah: akad 

perkawinan, laki-laki yang akan kawin, perempuan yang akan kawin, wali 

dari mempelai perempuan, saksi yang menyaksikan akad perkawinan, dan 

mahar atau mas kawin.
6
 

                                                           
4
 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Bandung: Diponegoro, 2006), 354. 

5
 Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada, yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan 

(ibadah) dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu. Sedangkan syarat adalah 

sesuatu yang mesti ada, yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi 

sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu. 
6
 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana Prenada Media 

Group, 2009), 59. 
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Mewujudkan rumah tangga yang bahagia merupakan cita-cita setiap 

pasangan suami-istri. Oleh sebab itu, banyak hal yang harus 

dipertimbangkan terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk menikah. 

Dalam sebuah perkawinan, usia adalah salah satu hal yang perlu untuk 

dicermati. Karena kemampuan menikah dari segi usia akan berpengaruh 

besar terhadap keberhasilan berumah tangga. 

Ketentuan usia perkawinan dalam Islam memang tidak diatur secara 

tegas, baik bagi laki-laki maupun perempuan, akan tetapi Islam mengenal 

konsep bā’ah (kemampuan) sebagai patokan bagi seseorang yang akan 

melakukan perkawinan.
7
 Konsep bā’ah dalam perkawinan yaitu kemampuan 

dalam segala hal, baik kemampuan memberi nafkah lahir bathin kepada istri 

maupun kemampuan mengendalikan gejolak emosi yang menguasai dirinya. 

Jika kemampuan dalam hal tersebut ada, maka ajaran Islam mempersilahkan 

seseorang untuk menikah. Namun jika belum maka dianjurkan untuk 

berpuasa terlebih dahulu.
8
 Hal ini seperti yang dijelaskan dalam hadīth Nabi 

Saw: 

. 

‚Dari Abdullah bin Mas’ud berkata : Rasulullah Saw telah 

bersabda kepada kami : Wahai kaula muda! Barang siapa di antara 

kamu sekalian ada yang mampu kawin, maka kawinlah. Maka 

sesungguhnya kawin itu lebih memejamkan mata (menundukkan 

                                                           
7
 Asni, Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2012), 78-79. 

8
 A. Zuhdi Mihdlor, Memahami Hukum Perkawinan, cet. Ke-2 (Bandung: al-Bayan, 1995), 23. 

9
 Abū ‘Abdillah Muḥammad ibn Ismā’īl ibn Ibrāhīm bin Mughīrah bin Bardizbah al-Bukhāri, 

Ṣahīh al-Bukhāri Juz VI, (Riyadh: Dār al-Salam, 2008), 438. 
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pandangan) dan lebih memelihara farji, barang siapa yang belum 

mampu melaksanakannya, hendaklah ia berpuasa karena puasa itu 

akan meredakan gejolak hasrat seksual." 

 

Di Indonesia sendiri, salah satu peraturan perundang-undangan yang 

mengatur tentang perkawinan adalah Kompilasi Hukum Islam (KHI). KHI 

merupakan sebuah refleksi dari Hukum Islam Indonesia masa kini. Hukum 

Islam Indonesia artinya merupakan sebuah label yang diberikan pada 

ketentuan-ketentuan Hukum Islam yang berlaku di Indonesia. 

Ditambahkannya kata-kata ‚masa kini‛ adalah dimaksudkan untuk 

menggambarkan Hukum Islam yang muncul di babakan terakhir dari 

rangkaian periodesasi perkembangannya dari abad ke abad.
10

 

KHI merupakan suatu bentuk keberhasilan besar umat Islam di 

Indonesia yang walaupun belum final, namun menjadi awal yang membawa 

keberhasilan tersendiri bagi kita. Melalui Keputusan Bersama Ketua 

Mahkamah Agung dan Menteri Agama tanggal 21 Maret 1985 No. 

07/KMA/1985 dan No. 25 Tahun 1985, maka legalitas KHI sebagai 

yurisprudensi yang dapat dijadikan dasar pedoman pada setiap permasalahan 

dalam lingkungan Peradilan Agama. Landasan KHI selanjutnya yakni 

Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991.
11

 

Rukun perkawinan juga diatur dalam KHI. Pasal 14 KHI 

menyebutkan bahwa untuk melaksanakan perkawinan maka harus ada Calon 

suami, Calon istri, Wali nikah, Dua orang saksi, serta Ijab dan Kabul. Bila 

                                                           
10

 Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, cet. Ke-4 (Jakarta: Akademika Pressindo, 

2010), 5. 
11

 Ibid., 53. 
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kelima unsur tersebut terpenuhi, maka perkawinannya berhukum sah. 

Begitupun sebaliknya, bila salah satu dari unsurnya tidak terpenuhi, maka 

perkawinan berhukum tidak sah. 

Terkait dengan usia perkawinan, Pasal 15 ayat (1) KHI menyebutkan 

bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya 

boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan 

dalam pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yakni calon suami 

sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya 

berumur 16 tahun. 

Bila melihat Pasal 15 KHI di atas, maka tujuan dari pengaturan 

tentang perbedaan batas usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan 

perempuan adalah untuk mencapai kemaslahatan keluarga dan rumah tangga. 

Namun apakah benar bahwa pengaturan tersebut merupakan maṣlaḥah? Atau 

justru jauh dari kategori maṣlaḥah? Mengingat usia perkawinan adalah hal 

yang harus dipertimbangkan terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk 

menikah. 

Batas usia minimal perkawinan memang menimbulkan pro-kontra di 

kalangan masyarakat. Dalam dunia medis, pada usia 16 tahun seorang wanita 

sedang mengalami masa pubertas, yaitu masa peralihan dari anak-anak 

menjadi dewasa. Pada usia 16 tahun seorang wanita sebenarnya belum siap 

fisik dan mentalnya untuk menjadi ibu rumah tangga. Kawin usia muda 

berarti memberi peluang untuk menjadi hamil dengan resiko tinggi. Pada 

kehamilan wanita usia belasan tahun, komplikasi-komplikasi pada ibu dan 
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anak seperti anemia, pre-eklampsi, abostus, kematian, pendarahan dan 

operasi obstetric lebih sering dibandingkan dengan golongan umur 20 tahun 

ke atas.
12

 

Berdasarkan ilmu pengetahuan, setiap daerah dan zaman memiliki 

perbedaan kondisi dengan daerah dan zaman yang lainnya, yang mana sangat 

berpengaruh terhadap cepat lambatnya kedewasaan.
13

 Di Indonesia sendiri, 

seiring dengan mudahnya akses internet dan komunikasi, usia kematangan 

biologis anak sudah dimulai saat berusia 10 tahun. Sebagian dari mereka 

kecanduan marstubasi, sexting, oral seks bahkan melakukan seks atas dasar 

suka sama suka. Imbasnya, angka married by accident (MBA) pun turut 

meningkat.
14

 

Salah satu tujuan dari diaturnya batas usia minimal perkawinan 

adalah untuk mengurangi angka perkawinan usia dini. Namun hal ini 

berbanding terbalik dengan realitas yang terjadi di lapangan. Data di 

Pengadilan Agama (PA) Kabupaten Malang mencatat angka dispensasi 

kawin sejak tahun 2010 meningkat terus menerus sampai 40 kali lipat dan 

ada yang tidak terlapor di PA. Tak hanya itu, kenaikan angka perceraian 

mencapai 16-20 persen. Sepertiga penggugat berusia di bawah 35 tahun. 

                                                           
12

 Shanty Dellyana, Wanita dan Anak di Mata Hukum, (Yogyakarta: Liberty, 1998), 174. 
13

 Chuzaimah, Problematika…,  65. 
14

 Elly Risman. 2017. ‚Dimana Peran Ayah dalam Pengasuhan Anak di Era Digital‛, Makalah 

disampaikan pada Seminar di Masjid Al-Falah, Surabaya. 30 September. 
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Maraknya nikah muda ternyata berbanding lurus dengan tingginya 

perceraian.
15

 

Selain mengatur tentang batas usia minimal perkawinan, KHI juga 

membedakan batas usia minimal bagi laki-laki dan perempuan yang hendak 

menikah. Bila merujuk pada ketentuan hukum Islam, yang menjadi patokan 

antara laki-laki dan perempuan yang akan melaksanakan perkawinan adalah 

hanya ketentuan ‘āqil bāligh yang dikenal dengan istilah Alāmatul Bulūgh16
, 

yaitu bagi perempuan didasarkan pada menstruasi (haid)
17

 dan bagi laki-laki 

didasarkan saat ia mulai mengalami mimpi jima’ (coitus)
18

. 

Dilihat secara lahiriah, baligh merupakan suatu konsepsi yang berisi 

pengetahuan tentang proses biologis tertentu yang dialami seseorang sebagai 

tanda kedewasaan biologisnya. Bila melihat perbedaan batas usia 

perkawinan dalam Pasal 15 KHI, maka dapat diasumsikan bahwa laki-laki 

dinilai lebih lambat sedang perempuan lebih cepat dewasanya pada saat akan 

menikah. Karena laki-laki diperbolehkan menikah saat ia berumur 19 tahun 

sedangkan bagi perempuan adalah 16 tahun. Padahal hal itu tidaklah 

menjamin, bisa jadi justru sebaliknya. 

                                                           
15

Muchlisa Choiriah, ‚Indonesia Darurat Perceraian‛, https://m.merdeka.com/khas/indonesia-

darurat-perceraian-tren-perceraian-meningkat-1.html ‚diakses pada tanggal 28 Oktober 2017‛. 
16

 Rahmat Hakim, Hukum Perkawinan Islam, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 142. 
17

 Haid adalah darah yang dikeluarkan dari rahim seorang wanita setelah ia sampai pada waktu 

tertentu. Peristiwa ini biasanya dialami wanita pada usia antara 9-15 tahun. Wanita yang sudah 

memasuki usia baligh juga akan mengalami pertumbuhan organ-organ seksual sekunder seperti 

pembesaran payudara, pembesaran daerah pinggul dan tumbuhnya rambut di sekitar alat 

kemaluan. Lihat Rahmat Sudirman, Konstruksi Seksualitas Islam dalam Wacana Sosial, 
(Yogyakarta: Media Pressindo, 1999), 34. 
18

 Yaitu mimpi yang disertai keluarnya air mani dari alat kemaluannya. Peristiwa ini juga disebut 

dengan istilah iḥtilām., yang biasanya terjadi pada laki-laki usia antara 12-15 tahun. Selain itu, 

laki-laki baligh juga akan mengalami tumbuhnya alat-alat seksual sekunder di sekitar alat 

kelamin, yakni rambut kemaluan dan adanya pembesaran suara. Lihat Rahmat, Konstruksi…, 34. 

https://m.merdeka.com/khas/indonesia-darurat-perceraian-tren-perceraian-meningkat-1.html
https://m.merdeka.com/khas/indonesia-darurat-perceraian-tren-perceraian-meningkat-1.html
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Dalam Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Nasional Republik 

Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 dijelaskan bahwa setiap anak berhak atas 

kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas 

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hal ini tentunya tak sejalan 

dengan perbedaan batas usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan 

perempuan. Karena kawin pada usia muda (16 tahun) berarti bahwa 

perempuan tersebut paling tinggi baru memperoleh pendidikan 9 tahun 

(belum masuk SMA) dan sebagian besar putus sekolah setelah berumah 

tangga. Padahal pendidikan bagi seorang ibu merupakan bekal terpenting 

untuk mendidik anak-anak dan membina rumah tangganya. 

Berkaitan dengan batas usia minimal perkawinan bagi perempuan, 

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PP-PA), 

Yohana Susana Yambise, bersiap untuk mengajukan revisi terhadap batas 

usia nikah bagi perempuan. Niat Menteri PP-PA tersebut juga telah 

mendapat dukungan dari Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin. Yohana 

menyebutkan bahwa usia 16 tahun masih terlalu kecil, karena itu dalam 

revisi Undang-undang, usia minimal menikah ditambah menjadi lebih dari 18 

tahun. Usia minimal harus direvisi dengan alasan bahwa banyak sekali 

potensi persoalan yang muncul akibat nikah di usia anak-anak, seperti anak 

perempuan yang ikut bekerja dan membantu keuangan keluarga.
19

 

Sebelumnya pada tahun 2015, Mahkamah Konstitusi (MK) telah 

mengeluarkan Putusan yang pada intinya menolak untuk menaikkan batas 

                                                           
19

 Wan, ‚Naikkan Batas Usia Nikah Perempuan‛, Jawa Pos, (4 November 2017), 12. 
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usia minimal perkawinan. Alasan permohonan agar usia nikah dinaikkan di 

antaranya adalah bahwa perkawinan anak justru menjauhkan tujuan dari 

perkawinan itu sendiri. Tingginya angka perceraian juga disebabkan dari 

masih terlalu mudanya usia pasangan suami istri ketika memutuskan untuk 

menikah. Perselingkuhan, psikologis yang belum matang, sehingga 

cenderung labil dan emosional serta kurang mampu untuk bersosialisasi 

merupakan akar dari tidak keharmonisan yang berujung pada perceraian 

keluarga muda. MK berpendapat bahwa tidak ada jaminan yang dapat 

memastikan dengan ditingkatkannya batas usia kawin, maka akan semakin 

mengurangi angka perceraian, menanggulangi permasalahan kesehatan, 

maupun meminimalisir permasalahan sosial lainnya.
20

 

Seiring berubahnya paradigma dan pengaruh modernisasi, teori 

maṣlaḥah menjadi diskursus menarik yang diusung oleh musuh Islam dalam 

upaya menghancurkan Islam. Mereka menyadari betul bahwa maṣlaḥah 

sangat berpengaruh terhadap kehidupan manusia. Mereka berupaya 

memasukkan pemikiran-pemikiran liberal dalam Islam dengan pendekatan-

pendekatan paradigma modern, termasuk dalam pemahaman mengenai 

maṣlaḥah.
21

 

Dengan alasan reaktualisasi dan reinterpretasi, mereka meragukan 

ajaran-ajaran syari’at Islam. Mereka berlomba-lomba mengedepankan 

argumen mereka sendiri tentang eksistensi Tuhan dengan kelembutan dan 

                                                           
20

 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 30-74/PUU-XIII/2014. 
21

Muḥammad Sa’īd Ramaḍān al-Būṭi, Ḍawābiṭ al-Maṣlaḥah fi al-Sharī’ah al-Islāmiyyah 

(Damaskus: Muassasah al-Risālah, 2000), 5. 
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kebesaran syariat-Nya.
22

 Mereka berdalih bahwasannya ajaran tersebut sudah 

tidak relevan dengan zaman modern dan tidak sesuai dengan semangat ajaran 

Islam yang bertujuan untuk menjaga kemaslahatan umat manusia. 

Muḥammad Sa’īd Ramaḍān al-Būṭi melalui disertasi doktoralnya, 

Ḍawābiṭ al-Maṣlaḥah fi al-Sharī’ah al-Islāmiyyah, berupaya membatasi 

kembali cara penggunaan teori maṣlaḥah dalam syari’at Islam. Banyak orang 

yang kemudian dianggap memanfaatkan maṣlaḥah untuk berpaling dari 

syari’at Islam. Padahal maṣlaḥah yang menyalahi batasan-batasan tersebut 

dinilai bukanlah maṣlaḥah hakiki yang layak dijadikan pertimbangan dalam 

penetapan suatu hukum. 

Dalam pengantar kitabnya, beliau mengatakan, sesungguhnya 

maṣlaḥah dalam syari’at Islam dari segala sisinya memiliki batas-batas nalar 

yang jelas dan tidak meninggalkan sedikitpun kesulitan dalam 

memahaminya. Kemaslahatan dalam Islam tidak memungkinkan terjadi 

kontradiksi di antara bagian-bagiannya, serta terbangun di atas dasar yang 

sangat kuat dan terlihat jelas maksud dan sumber asalnya. Dengan demikian, 

tidak mungkin ada yang bisa mencoba memanipulasi dalam masalah ini.
23

 

Dari uraian di atas, penulis menilai bahwa al-Būṭi adalah ulama yang 

memegang erat prinsip syari’at Islam. Adanya maṣlaḥah tidak boleh keluar 

dari koridor naṣ. Berbeda dengan pemikir liberal yang cenderung 

mengedepankan akal daripada naṣ, yaitu memahami masalah-masalah hukum 

                                                           
22

 Muḥammad Sa’īd Ramaḍān al-Būṭi, al-Mar’ah Baina Tughyān al-Niẓām al-Gharbi wa Laṭā’if 
al-Tashīi’ al-Rabbaniy, (Damaskus: Dār al-Fikr, 2007), 267. 
23

 Al-Būṭi, Ḍawābiṭ…, 5. 
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Islam dengan mengacu pada kemaslahatan umum di era modern. Mereka 

menilai bahwa seluruh macam bentuk kemaslahatan tidak perlu memperoleh 

konfirmasi dari naṣ. 

Salah satu dalil perhatian syari’at kepada maṣlaḥah menurut al-Būṭi 

yakni ‘urf yang ada di masyarakat bisa dikategorikan sebagai ketentuan 

syari’at Islam dengan syarat tidak menarik kerusakan dan tidak 

menghilangkan kemaslahatan.
24

 Oleh sebab itu, mengingat tujuan 

pengaturan mengenai perbedaan batas usia minimal perkawinan dalam Pasal 

15 KHI adalah untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, lantas 

apakah benar sudah mengandung sebuah kemaslahatan? 

Karakteristik al-Būṭi yang berusaha untuk membatasi antara maṣlaḥah 

dengan hawa nafsu, juga banyak dijumpai dalam berbagai fatwanya. Di 

antaranya, beliau berpendapat bahwa qawwāmah dan wilāyah harus 

ditempatkan dalam artikulasi masing-masing, sehingga laki-laki dan 

perempuan memiliki hak masing-masing.
25

 

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis merasa tertarik dan 

menganggap perlu untuk melakukan penelitian atas wacana tersebut dengan 

judul penelitian skripsi ‚Analisis terhadap Perbedaan Batas Usia Minimal 

Perkawinan dalam Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Perspektif Teori 

Maṣlaḥah Sa’īd Ramaḍān al-Būṭi‛. 

 

 

                                                           
24

 Ibid., 76. 
25

 Muhammad Sa’id Ramaḍan al-Būṭi, La Ya’tīhi al-Bāṭil, (Damaskus: Dār al-Fikr, 2007), 148. 
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B. Identifikasi dan Batasan Masalah 

Dari paparan latar belakang di atas, penulis mengidentifikasi inti 

permasalahan yang terkandung di dalamnya adalah sebagai berikut: 

1. Deskripsi tentang usia perkawinan menurut hukum Islam dan positif. 

2. Substansi yang terkandung dalam Pasal 15 KHI tentang perbedaan batas 

usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan perempuan. 

3. Perbedaan batas usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan perempuan 

perspektif hukum Islam dan empat imam madzhab. 

4. Faktor-faktor yang melatarbelakangi KHI mengatur tentang perbedaan 

batas usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan perempuan. 

5. Letak kemaslahahatan dalam perbedaan batas usia minimal perkawinan 

bagi laki-laki dan perempuan. 

6. Deskripsi larangan menikah di bawah ketentuan umur perspektif hukum 

positif. 

7. Pendapat Sa’īd Ramaḍān al-Būṭi mengenai perkawinan. 

8. Teori maṣlaḥah Sa’īd Ramaḍān al-Būṭi. 

9. Perbedaan batas usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan perempuan 

dalam Pasal 15 KHI perspektif teori maṣlaḥah Sa’īd Ramaḍān al-Būṭi. 

Dengan adanya banyak permasalahan tersebut di atas, agar sebuah 

penelitian bisa fokus dan sistematis, maka disusunlah batasan masalah yang 

merupakan batasan terhadap masalah yang akan diteliti. Adapun batasan 

masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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1. Deskripsi tentang substansi yang terkandung dalam Pasal 15 KHI 

mengenai perbedaan batas usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan 

perempuan. 

2. Perbedaan batas usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan perempuan 

dalam Pasal 15 KHI perspektif teori maṣlaḥah Sa’īd Ramaḍān al-Būṭi. 

 

C. Rumusan Masalah 

Agar lebih praktis, maka permasalahan-permasalahan ini akan penulis 

rumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut: 

1. Bagaimana substansi yang terkandung dalam Pasal 15 KHI tentang 

perbedaan batas usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan perempuan? 

2. Bagaimana analisis terhadap perbedaan batas usia minimal perkawinan 

bagi laki-laki dan perempuan dalam Pasal 15 KHI perspektif teori 

maṣlaḥah Sa’īd Ramaḍān al-Būṭi? 

 

D. Kajian Pustaka 

Kajian pustaka penelitian ini pada dasarnya adalah untuk 

mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian 

sejenis yang mungkin pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya, 

sehingga diharapkan tidak ada pengulangan materi penelitian secara mutlak. 

Untuk mengetahui originalitas penelitian ini, penulis perlu 

mengemukakan penelitian terdahulu tentang tema Analisis terhadap 

Perbedaan Batas Usia Minimal Perkawinan dalam Pasal 15 Kompilasi Hukum 
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Islam (KHI) Perspektif Teori Maṣlaḥah Sa’īd Ramaḍān al-Būṭi. Ada beberapa 

penelitian terdahulu yang pembahasannya tidak jauh berbeda dengan penulis, 

antara lain: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa Universitas Islam Nahdlatul 

Ulama’ bernama Dian Yusuf Efendi dengan judul ‚Batasan Minimal Umur 

Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam (Studi Tinjauan UU No. 1 

Tahun 1974)‛. Dari rumusan masalah dan jawaban tulisan tersebut, dapat 

diketahui bahwa penelitian tersebut lebih fokus kepada kebijakan 

mengenai batasan minimal umur perkawinan menurut KHI dan menelaah 

tinjauan Undang-Undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang batasan 

umur perkawinan menurut KHI.
26

  

2. Penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa Universitas Islam Negeri 

Maulana Malik Ibrahim bernama Habibi dengan judul ‚Tinjauan Hukum 

Islam dan Psikologi terhadap Batas Usia Minimal Perkawinan‛. Peneliti 

tersebut lebih fokus terhadap batasan usia minimal perkawinan menurut 

Fiqih Shāfi’iyyah dan psikologi. Selain itu, peneliti juga menambahkan 

relevansi antara Fiqih Shāfi’iyyah dan psikologi dengan kemampuan 

tanggung jawab dalam perkawinan.
27

 

3. Penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan 

Kalijaga bernama Elly Surya Indah dengan judul ‛Batas Minimal Usia 

                                                           
26

 Dian Yusuf Efendi, Batasan Minimal Umur Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam 
(Studi Tinjauan UU No. 1 Tahun 1974), (Skripsi—Universitas Islam Nahdlatul Ulama’, Jepara, 

2015), vi. 
27

 Habibi, Tinjauan Hukum Islam dan Psikologi terhadap Batas Usia Minimal Perkawinan, 
(Skripsi--UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2010), xiii. 
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Perkawinan Menurut Fiqih Empat Mazhab dan UU No. 1 Tahun 1974‛. 

Peneliti tersebut lebih fokus terhadap perbedaan pendapat antara Imam 

Empat Mazhab dengan UU No. 1 Tahun 1974 tentang batas minimal 

seseorang diperbolehkan melakukan perkawinan.
28

 

4. Penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa Universitas Muhammadiyah 

Surakarta bernama Rini Puji Astuti dengan judul ‚Tinjauan Yuridis 

terhadap Perkawinan Orang Dewasa dengan Anak di Bawah Umur (Studi 

Kasus di Pengadilan Agama Boyolali)‛. Dalam penelitian ini, dapat 

diketahui bahwa peneliti lebih fokus kepada pertimbangan hakim dalam 

memberikan izin dispensasi nikah sebab hamil terlebih dahulu.
29

 

Dengan demikian, dapat diketahui dengan jelas bahwa skripsi ini 

bukan merupakan pengulangan atau duplikasi skripsi dari penelitian 

sebelumnya. Pada penelitian ini, lebih fokus membahas mengapa KHI 

mengatur tentang perbedaan batas usia minimal bagi laki-laki dan perempuan 

yang hendak menikah. Selain itu, senada dengan tujuan diaturnya hal tersebut 

yakni untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, maka dalam penelitian 

ini penulis juga akan menganalisisnya dengan menggunakan teori maṣlaḥah 

Sa’īd Ramaḍān al-Būṭi. 

 

 

                                                           
28

 Elly Surya Indah, Batas Minimal Usia Perkawinan Menurut Fiqih Empat Mazhab dan UU No. 
1 Tahun 1974,  (Skripsi--UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2008), vi. 
29

 Rini Puji Astuti, Tinjauan Yuridis terhadap Perkawinan Orang Dewasa dengan Anak di Bawah 
Umur (Studi Kasus di Pengadilan Agama Boyolali), (Skripsi—Universitas Muhammadiyah, 

Surakarta, 2012), vi. 
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E. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian penulisan masalah ini antara lain: 

1. Untuk mengetahui substansi yang terkandung dalam Pasal 15 KHI 

tentang perbedaan batas usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan 

perempuan. 

2. Untuk mengetahui analisis terhadap perbedaan batas usia minimal 

perkawinan bagi laki-laki dan perempuan dalam Pasal 15 KHI perspektif 

teori maṣlaḥah Sa’īd Ramaḍān al-Būṭi. 

 

F. Kegunaan Hasil Penelitian 

Penelitian ini mempunyai banyak kegunaan dan manfaat, baik untuk 

kalangan akademisi maupun non akademisi. Kegunaan hasil penelitian yang 

dimaksud dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu ditinjau dari segi 

teoritis dan segi praktis.
30

 

1. Secara teoritis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu 

pengetahuan dan menambah wawasan serta memperkuat ilmu 

pembaca pada umumnya, dan khususnya bagi mahasiswa/i yang 

berkaitan dengan masalah hukum keluarga Islam. 

b. Sebagai sumbangsih pemikiran dalam diskursus uṣūl al-fiqh, 

khususnya yang berkaitan dengan maṣlaḥah. 

                                                           
30

 Wiratna Sujarweni, Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014), 56. 
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c. Menyumbang ilmu pengetahuan tentang perbedaan batas usia 

minimal perkawinan bagi laki-laki dan perempuan dalam Pasal 15 

KHI perspektif teori maṣlaḥah Sa’īd Ramaḍān al-Būṭi. 

2. Secara praktis 

a. Dapat digunakan sebagai bahan acuan atau pertimbangan bagi 

mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum apabila terdapat masalah 

dalam pertimbangan kemaslahatan terhadap perbedaan batas usia 

minimal perkawinan bagi laki-laki dan perempuan dalam Pasal 15 

KHI. 

b. Dapat memberikan sumbangsih ilmu dan bekal pengabdian kepada 

masyarakat tentang pertimbangan kemaslahatan terhadap perbedaan 

batas usia minimal bagi laki-laki dan perempuan perkawinan dalam 

Pasal 15 KHI. 

c. Diharapkan agar dapat mengungkap penemuan teori-teori baru serta 

mengembangkan teori-teori yang sudah ada. 

 

G. Definisi Operasional 

Penelitian ini berjudul Analisis terhadap Perbedaan Batas Usia 

Minimal Perkawinan dalam Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam (KHI) 

Perspektif Teori Maṣlaḥah Sa’īd Ramaḍān al-Būṭi. Permasalahan dalam judul 

di atas tidak hanya diselesaikan dengan pemikiran saja, melainkan harus 

dianalisis dengan landasan teori, sehingga dapat terwujud sebuah karya 

ilmiah yang memiliki bobot keilmuan. 
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Definisi operasional diperlukan untuk mempertegas dan memperjelas 

arah pembahasan masalah yang diangkat. Agar dapat mengurangi 

kesalahpahaman atau multi-interpretasi dalam memahami pembahasan dalam 

penelitian ini, maka penulis perlu memberikan definisi dari pengertian judul 

tersebut, yakni dengan menguraikannya sebagai berikut: 

Perbedaan Batas Usia 

Minimal Perkawinan 

dalam Pasal 15 

Kompilasi Hukum 

Islam 

: Yang dimaksud dengan perbedaan batas usia 

minimal perkawinan dalam Pasal 15 KHI ialah 

calon mempelai yang hendak melaksanakan 

perkawinan, maka syarat usia yang harus 

dipenuhi bagi laki-laki adalah berbeda dengan 

perempuan, yakni 19 tahun bagi laki-laki dan 16 

tahun bagi perempuan. 

Perspektif Teori 

Maṣlaḥah Sa’īd 

Ramaḍān al-Būṭi 

: Yakni menggunakan sudut pandang teori 

maṣlaḥah Sa’īd Ramaḍān al-Būṭi. Beliau adalah 

seorang ilmuwan Suriah di bidang ilmu-ilmu 

agama Islam, dan merupakan salah satu ulama 

rujukan tingkat dunia, dan dihormati oleh 

banyak ulama besar di dunia Islam.
31

 Dalam 

disertasinya, beliau mengeluarkan teori tentang 

maṣlaḥah. Beliau berpendapat bahwa maṣlaḥah 

bisa diakomodir sebagai dalil hukum jika 

                                                           
31

 Rachmat, ‚Muhammad Said Ramadhan al-Buthi‛ 

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Muhammad_Said_Ramadhan_al-Buthi ‚diakses pada tanggal 29 

Oktober 2017‛. 

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Muhammad_Said_Ramadhan_al-Buthi
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memenuhi lima kriteria, yakni: maṣlaḥah harus 

berada dalam ruang lingkup tujuan syariat, tidak 

bertentangan dengan al-Qur’an, tidak 

bertentangan dengan Sunnah, tidak bertentangan 

dengan Qiyas, serta tidak bertentangan dengan 

maṣlaḥah yang lebih urgen. 

 

H. Metode Penelitian 

Metode penelitian adalah suatu cara atau tahapan-tahapan yang dapat 

memudahkan seorang penulis dalam melakukan sebuah penelitian, dengan 

tujuan dapat menghasilkan penelitian yang berbobot dan berkualitas. Metode 

penelitian berhubungan erat dengan prosedur, teknik, alat, serta desain 

penelitian yang digunakan.
32

 

Dalam metode penelitian menggambarkan rancangan penelitian yang 

meliputi prosedur atau langkah-langkah yang harus ditempuh, waktu 

penelitian, sumber data, serta dengan cara apa data tersebut diperoleh dan 

diolah atau dianalisis. Metode penelitian yang dimaksud haruslah memuat: 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah 

berjenis penelitian kepustakaan (library research). Yang dimaksud dengan 

penelitian kepustakaan adalah penelitian yang menggunakan data-data 

dari buku maupun kitab yang sesuai dengan judul skripsi sebagai sumber 

                                                           
32

 Wiratna Sujarweni, Metodologi Penelitian…, 5. 
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kajian.
33

 Untuk memperoleh validitas data, maka teknik pengumpulan 

data yang relevan menjadi satu hal yang sangat penting. 

Adapun metode penelitiannya adalah kualitatif deskriptif. Disebut 

kualitatif karena datanya bersifat verbal (secara sentence), meneliti pada 

kondisi objek yang alamiah. Analisis kualitatif tidak menggunakan rumus 

statistik.
34

 Disebut deskriptif karena menggambarkan atau menjelaskan 

secara sistematis fakta dan karakteristik objek yang diteliti secara 

cermat.
35

 Setelah data mengenai pendapat al-Būṭi terkait teori maṣlaḥah 

terkumpul, maka akan dianalisa sehingga mencapai sebuah kesimpulan. 

2. Data yang Dikumpulkan 

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah yang diangkat 

penulis, maka data yang diperlukan untuk menjawab rumusan masalah 

tersebut meliputi: 

a. Data tentang substansi yang terkandung dalam Pasal 15 KHI 

mengenai perbedaan batas usia minimal perkawinan bagi laki-laki 

dan perempuan, serta pertimbangan kemaslahatannya. 

b. Data tentang analisis terhadap perbedaan batas usia minimal 

perkawinan bagi laki-laki dan perempuan dalam Pasal 15 KHI 

perspektif teori maṣlaḥah Sa’īd Ramaḍān al-Būṭi. 

 

 

                                                           
33

 Mestika Zed, Metode Penelitian Kepustakaan, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), 2. 
34

 Kusaeri, Metodologi Penelitian, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 208. 
35

 Masruhan, Metodologi Penelitian (Hukum), (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 48. 
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3. Sumber Data 

Data yang dikumpulkan haruslah selengkap mungkin, agar 

penelitian ini mempunyai bobot keilmuan yang tinggi sehingga 

bermanfaat untuk dikaji dan dijadikan referensi. Berdasarkan jenis 

penelitian yang telah ditentukan sebelumnya, maka dalam penelitian ini 

sumber data berasal dari sumber data primer dan sekunder. 

a. Data primer adalah data pokok yang menjadi acuan dalam sebuah 

penelitian dan diperoleh langsung dari sumbernya.
36

 Penelitian ini 

menggunakan sumber data primer berupa: 

1) Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam (KHI). 

2) Pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. 

3) Muḥammad Sa’īd Ramaḍān al-Būṭi, Ḍawābiṭ al-Maṣlaḥah fi al-

Sharī’ah al-Islāmiyyah. 

b. Data sekunder adalah data yang digunakan dalam penelitian untuk 

mendukung dan memperjelas data primer.
37

 Penelitian ini 

menggunakan data sekunder berupa buku-buku, serta segala bentuk 

referensi baik jurnal, artikel maupun karya tulis lainnya yang relevan 

dan kredibel untuk menunjang kelengkapan data pada penelitian ini. 

Sumber data sekunder dalam penelitian ini antara lain: 

1) Muḥammad Sa’īd Ramaḍān al-Būṭi, al-Mar’ah Baina Tugyān al-

Niẓām al-Garbi wa Laṭā’if at-Tasyri’ al-Rabbaniy. 

                                                           
36

 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2008), 

9. 
37

 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 106. 
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2) Muḥammad Sa’īd Ramaḍān al-Būṭi, al-Ḥubb fī al-Qur’an wa Dawr 

al-Ḥubb fī Ḥayāt al-Insān. 

3) Tim Akademi Intelektual Muda. Imam Mohamed Said Ramadan 

al-Bouti dalam Kenangan. 

4) Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia. 

5) Mohd. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam. 

6) Zainuddin Ali, Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum di 

Indonesia. 

7) Asni. Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia. 

8) Ahmad Tholabie Kharlie. Hukum Keluarga Indonesia. 

9) Warkum Sumitro. Perkembangan Hukum Islam di Tengah 

Dinamika Sosial Politik di Indonesia. 

10) Ratna Batara Munti dan Hindun Anisah. Posisi Perempuan dalam 

Hukum Islam di Indonesia. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data ialah cara yang dilakukan penulis untuk 

mengungkap atau menjaring informasi data penelitian sesuai dengan 

lingkup penelitian itu sendiri.
38

 

Teknik pengumpulan data merupakan proses yang sangat 

menentukan baik tidaknya sebuah penelitian. Maka kegiatan 

pengumpulan data harus dirancang dengan baik dan sistematis, agar data 

                                                           
38

 Masruhan, Metodologi…, 74. 
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yang dikumpulkan sesuai dengan permasalahan penelitian. Teknik 

pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

a. Studi dokumen 

Studi dokumen adalah suatu teknik untuk menghimpun data 

melalui data tertulis dengan menggunakan konten analisis.
39

 Data 

yang akan diteliti meliputi beberapa literature terkait usia 

perkawinan, baik buku-buku maupun kitab-kitab, serta kitab Ḍawābiṭ 

al-Maṣlaḥah fi al-Sharī’ah al-Islāmiyyah karya Muḥammad Sa’īd 

Ramaḍān al-Būṭi. Selain itu, peneliti tetap merujuk terhadap naṣ-naṣ 

yang terdapat di dalam Al-Qur’an dan Hadis sebagai rujukan wajib 

dalam penelitian ini. 

5. Teknis Pengolahan Data 

Data yang telah dikumpulkan kemudian diolah melalui tahapan-

tahapan sebagai berikut: 

a. Editing, yaitu memeriksa kembali semua data yang diperoleh dengan 

memilih dan menyeleksi data tersebut dari berbagai segi yang 

meliputi kesesuaian, keselarasan satu dengan yang lainnya, keaslian, 

kejelasan serta relevansinya dengan permasalahan.
40

 

b. Organizing, yaitu mengatur dan menyusun data sedemikian rupa 

sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesuai dengan rumusan 

masalah. 

                                                           
39

 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Universitas Indonesia UI-Press, 

2010), 21. 
40

 Abdul Kadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 

91. 
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6. Teknis Analisis Data 

Setelah data yang diperoleh dalam penelitian terkumpul, langkah 

selanjutnya adalah menganalisis data. Peneliti akan menganalisisnya 

dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif, yaitu dikatakan 

sebagai kualitatif karena bersifat verbal atau kata dan dikatakan sebagai 

deskriptif karena menggambarkan dan menguraikan terhadap segala 

sesuatu yang berhubungan dengan perbedaan batas usia minimal 

perkawinan bagi laki-laki dan perempuan dalam Pasal 15 KHI. 

Dalam penelitian ini, menggunakan pola pikir deduktif yaitu 

memaparkan teori maṣlaḥah Sa’īd Ramaḍān al-Būṭi untuk menganalisis 

terhadap perbedaan batas usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan 

perempuan menurut Pasal 15 KHI. 

 

I. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan dipaparkan dengan tujuan untuk 

memudahkan pembahasan masalah-masalah dalam penelitian ini. Agar dapat 

dipahami permasalahannya lebih sistematis dan kronologis, maka 

pembahasan ini akan disusun oleh penulis sebagai berikut: 

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang 

masalah, identifikasi dan pembatasan masalah, rumusan masalah, kajian 

pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, 

metode penelitian, dan sistematika pembahasan. 
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Bab kedua, menjelaskan mengenai teori maṣlaḥah menurut Sa’īd 

Ramaḍān al-Būṭi. Namun sebelumnya penulis akan memaparkan terkait 

dengan pengertian maṣlaḥah dan sejarah perkembangannya, kehujjahan 

maṣlaḥah, serta pembagian maṣlaḥah. Selanjutnya, penulis akan memaparkan 

secara lengkap terkait sejarah kehidupan Sa’īd Ramaḍān al-Būṭi, latar 

belakang pendidikannya, karya-karyanya dan terakhir tentang teori maṣlaḥah 

Sa’īd Ramaḍān al-Būṭi. 

Bab ketiga, yakni perbedaan batas usia minimal perkawinan bagi laki-

laki dan perempuan dalam Pasal 15 KHI. Pada bab ini, berisi data penelitian 

yang terdiri atas latar belakang penyusunan KHI, proses penyusunannya, 

landasan dan kedudukannya, isi dari KHI, serta deskripsi tentang substansi 

yang terkandung dalam Pasal 15 KHI terkait perbedaan batas usia minimal 

perkawinan bagi laki-laki dan perempuan, serta pertimbangan 

kemaslahatannya. 

Bab keempat, merupakan bab analisis terhadap data penelitian yang 

penulis sajikan dalam karya tulis ini, yang mana di dalamnya dijelaskan 

secara detail terkait substansi yang terkandung dalam Pasal 15 KHI tentang 

perbedaan batas usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan perempuan, serta 

bagaimana perbedaan dalam Pasal 15 KHI tersebut perpektif teori maṣlaḥah 

Sa’īd Ramaḍān al-Būṭi yang dianalisis secara tajam dan mendalam. 

Bab kelima, adalah bab penutup yang berisi kesimpulan yang dapat 

penulis ambil dari penelitian ini, dan diakhiri dengan saran serta rekomendasi 

yang penulis berikan sesuai dengan permasalahan yang ada. 
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BAB II 

TEORI MAṢLAḤAH SA’ĪD RAMAḌĀN AL-BŪṬI 

 

A. Pengertian Maṣlaḥah dan Sejarah Perkembangannya 

Kata maṣlaḥah berakar pada al-aṣlu, yang mana merupakan bentuk 

maṣdar dari kata kerja ṣalaḥa dan ṣaluḥa. Secara bahasa, maṣlaḥah bermakna 

manfaat, bagus, baik, faedah, patut, sesuai atau layak. Dari sudut pandang 

ilmu ṣaraf (morfologi), kata maṣlaḥah menjadi satu pola dan semakna dengan 

kata manfa’ah. Kata maṣlaḥah dan manfa’ah telah diubah ke dalam bahasa 

Indonesia menjadi maslahat dan manfaat.
1
 Menurut istilah, manfa’ah berarti 

sifat menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan hartanya untuk mencapai 

ketertiban nyata antara Pencipta dan makhluk-Nya. Ulama lain 

mendefinisikan manfa’ah sebagai sesuatu yang dapat mengantarkan kepada 

kenikmatan.
2
 

Yūsuf Ḥāmid mengatakan bahwa kata maṣlaḥah mutlak kembali 

kepada dua hal. Yang pertama, bahwa kata maṣlaḥah sama dengan kata 

manfaat (dalam bahasa arab) dari sisi wazan dan makna. Ini adalah makna 

hakiki. Kedua secara majazi, dalam kausalitas berarti perbuatan yang 

mengandung kebaikan dan manfaat. Seperti halnya perniagaan yang 

                                                           
1
 Asnawi, Perbandingan Ushul Fiqh, (Jakarta: Amzah, 2011), 127. 

2
 Muḥammad bin ‘Ali al-Shaukāni, Irshād al-Fuḥūl ilā Taḥqīq al-Haq min ‘Ilmi al-Uṣūl Jilid II, 

(Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1999), 269. 
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mengandung manfaat materi, dan menuntut ilmu yang mengandung manfaat 

maknawi.
3
 

Penggunaan maṣlaḥah sebagai salah satu metode penggalian hukum, 

menurut al-Būṭi sudah dilakukan sejak masa shahabat, kemudian tābi’īn 

hingga masa sekarang. Pada masa shahabat sebagaimana Abu Bakar 

mengkodifikasi al-Qur’an setelah wafatnya Nabi Muhammad Saw 

dikarenakan banyaknya penghafal al-Qur’an yang meninggal dunia. Hal ini 

dilakukan sebagai bentuk dari baiknya maṣlaḥah untuk Islam dan muslimīn.
4
 

Kemudian pada masa tābi’īn sebagaimana dilakukannya pengumpulan 

hadīth, serta meletakkan urutan perowinya. Selain itu pada masa ini juga 

mulai dikenal ilmu al-Jarḥ wa al-Ta’dīl. Hal ini dilakukan juga dengan tujuan 

kemaslahatan.
5
 

Gagasan ini kemudian dikembangkan oleh Imam Ḥaramain al-Juwaini 

(w. 478 H). Beliau membagi maṣlaḥah dalam tiga tingkatan, yaitu 

ḍarūriyyah, ḥājiyyah dan taḥsīniyyah. Kemudian dikembangkan oleh 

muridnya, al-Ghazāli (w. 505 H). Maṣlaḥah menurutnya adalah menarik 

kemanfaatan atau menolak kerugian. Adapun kemaslahatan makhluk terletak 

pada tercapainya tujuan syara’ yang ada lima, yakni pemeliharaan makhluk 

atas agama mereka, jiwa mereka, akal mereka, keturunan mereka dan harta 

mereka. Semua yang mengandung pemeliharaan tujuan syara’ tersebut 

                                                           
3
 Yūsuf Ḥāmid ‘Ālim, al-Maqāṣid al-‘Ammah li al-Sharī’ah al-Islamiyyah, (Riyadh: Ma’had ‘Ali 

al-Fikr al-Islamy, 1994), 133-134. 
4

Muḥammad Sa’īd Ramaḍān al-Būṭi, Ḍawābiṭ al-Maṣlaḥah fi al-Shāri’ah al-Islamiyyah 

(Damaskus: Muassasah al-Risalah, 2000), 308. 
5
 Ibid., 315. 
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merupakan maṣlaḥah, sedang semua yang mengabaikan tujuan ini merupakan 

mafsadah.
6
 Kelima tujuan syara’ di atas sering dikenal dengan maqāṣid al-

sharī’ah. 

Tujuan utama hukum Islam adalah mewujudkan maṣlaḥah untuk 

kehidupan manusia, maka dapat dilihat bahwa penetapan hukum Islam 

sangat berkaitan dengan dinamika kemaslahatan yang berkembang dalam 

masyarakat. Maṣlaḥah atau maqāṣid al-sharī’ah seperti halnya ilmu-ilmu 

syariah yang lain, membutuhkan proses dalam kurun waktu yang tak 

sebentar untuk menjadi sebuah disiplin ilmu yang mandiri.
7
 

Buah karya Imam Shāfi’i yang berjudul al-Risālah, bisa dikatakan 

sebagai lahirnya teori fiqih atau sebuah kreasi besar umat Islam yang masih 

tetap autentik sampai berabad-abad lamanya. Perhatian para ulama terhadap 

maqāṣid al-sharī’ah mulai lebih serius ketika lahirnya al-Risālah dan terus 

berkembang selama kira-kira dua abad lamanya. Hanya saja sangat 

disesalkan bahwa hasil-hasil karya ulama tersebut yang membahas maqāṣid 

al-sharī’ah dari abad III sampai IV itu dinyatakan banyak yang hilang.
8
 

Pemikir dan ahli teori hukum Islam berikutnya yang secara khusus 

membahas maqāṣid al-sharī’ah ialah ‘Izz al-Dīn ibn ‘Abd al-salām (w. 660 

H), penulis kitab al-Qawā’id al-Kubrā dari kalangan Shāfi’iyyah. Ia lebih 

menekankan dan mengelaborasi konsep maṣlaḥah secara hakiki dalam bentuk 

                                                           
6
 Abū Ḥāmid Muḥammad ibn Muḥammad al-Ghazāli, al-Mustaṣfā min ‘Ilmi al-Uṣūl, (Damaskus: 

Mu’assasah al-Risālah, 2007),  416. 
7
 Muḥammad Sa’īd bin Aḥmad bin Mas’ūd al-Ayyūbi, Maqāṣid al-Sharī’ah wa ‘Alāqatuhā bi al-

Adillah al-Shar’iyyah, (Riyadh: Dār al-Hijrah, 1998), 41-45. 
8
 Aḥmad al-Raysūni, Naẓariyāt al-Maqāṣid ‘Inda al-Imam al-Shātibi, (Amerika: al-Ma’had al-

‘Alami li al-Fikr al-Islami, 1995), 40-47. 
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menolak mafsadah dan menarik manfaat. Utamanya ialah bahwa konsep 

maṣlaḥah merupakan titik sentral maqāṣid al-sharī’ah.9 

Selanjutnya adalah masa Najm al-Dīn al-Tūfi (w. 761 H), yang mana 

dimulainya gebrakan-gebrakan pemikiran yang sangat liberal. Beliau 

berpendapat bahwa sumber-sumber hukum tradisional yang paling kuat 

adalah Ijma’ dan teks-teks keagamaan (al-Qur’an dan Sunnah). Jika kedua 

sumber ini sejalan dengan kemaslahatan manusia, maka tidak ada lagi yang 

perlu dipermasalahkan. Namun jika tidak sejalan, maka perlindungan 

kemaslahatan lebih diprioritaskan dari kedua sumber tersebut. Hal ini 

dikarenakan bahwa kemaslahatan merupakan tujuan utama agama dan pokok 

dari maqāṣid al-sharī’ah.
10

 

Munculnya al-Shāṭibi (w. 790 H/ 1161 M) setelah al-Tūfi pada abad 

ke delapan hijriyah, menandakan babak baru dalam pembahasan maqāṣid al-

sharī’ah yang lebih terstruktur. Dalam hal pembagian maṣlaḥah, ia sejalan 

dengan al-Juwaini dan al-Ghazāli yang membagi maqāṣid al-sharī’ah menjadi 

tiga, yakni ḍarūriyyah, ḥājiyyah dan taḥsīniyyah.
11

 

Kemudian pada akhir abad ke-20 M, muncul ulama kontemporer 

seperti Aḥmad bin Abdul Salām bin Muḥammad al-Raysūni (w. 1925 M). Al-

Raysūni membagi maqāṣid al-sharī’ah menjadi tiga, yaitu maqāṣid umum, 

maqāṣid khusus dan maqāṣid parsial, hal ini ditujukan untuk mengetahui 

                                                           
9
 Ibid., 47-71. 

10
 Harun, ‚Pemikiran Najmuddin al-Tūfi tentang Konsep Maṣlaḥah sebagai Teori Istinbaṭ Hukum 

Islam‛, Jurnal Ishraqi, Vol. 1, No. 1, (2009), 30. 
11

 Al-Raysūni, Naẓariyāt…, 317-321. 
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tingkat maṣlaḥah dan mafsadah. Mengingat tujuan-tujuan yang diletakkan 

oleh syari’at adalah untuk merealisasikan kemaslahatan manusia.
12

 

Selanjutnya adalah periode Muḥammad Ṭāhir Ibn ‘Āshūr (w. 1973 

M). Ibn ‘Āshūr membagi maṣlaḥah menjadi dua bagian, yakni maṣlaḥah al-

‘ammah dan maṣlaḥah al-khāṣṣah. Apabila terjadi pertentangan antara 

keduanya, maka yang diunggulkan adalah maṣlaḥah al-‘ammah karena 

maṣlaḥah ini menyentuh kepentingan orang banyak.
13

 

Di zaman yang modern ini, banyak orang yang kemudian dianggap 

memanfaatkan maṣlaḥah untuk berpaling dari syari’at. Ditambah lagi kaum 

modernis yang mulai memanaskan bahwa sistem peradaban modern (barat) 

lebih mampu merespons kebutuhan-kebutuhan zaman sekarang daripada 

sistem peradaban yang dimiliki oleh Islam.
14

 Oleh karenanya, di tengah-

tengah suasana yang demikian itu, Sa’īd Ramaḍān al-Būṭi pada tahun 1965 

berusaha membatasi kembali cara penggunaan konsep maṣlaḥah. Beliau 

mengeluarkan teori maṣlaḥah dalam kitabnya yang berjudul Ḍawābiṭ al-

Maṣlaḥah fi al-Sharī’ah al-Islāmiyyah. 

Dalam disertasinya tersebut, al-Būṭi mendefinisikan maṣlaḥah ialah 

sesuatu yang bermanfaat yang dimaksud al-Shāri’ untuk kepentingan hamba-

Nya, baik dalam menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta mereka, 

                                                           
12

 Ibid., 15. 
13

 Muḥammad Ṭāhir Ibn ‘Āshūr, Maqāṣid al-Sharī’ah al-Islāmiyyah, (Yordan: Dār al-Nafāis, 

2001), 279-280. 
14

 Al-Būṭi, Ḍawābiṭ…, 6. 
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sesuai dengan urutan tertentu yang terdapat dalam kategori pemeliharaan 

tersebut.
15

 

 

B. Kehujjahan Maṣlaḥah 

Dilihat dari sudut kerasulan Nabi Muḥammad Saw dapat diketahui 

bahwa syariat Islam diturunkan oleh Allah Swt adalah untuk mewujudkan 

kesejahteraan manusia secara keseluruhan.
16

 Hal ini disebut secara jelas 

dalam Firman Allah Swt: 

 

 ‚Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan 

untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam.‛ (QS. Al-Anbiya’; 

107)
17

 

 

Inti utama hukum Islam adalah kemaslahatan manusia. Oleh sebab 

itu, apapun bentuknya, semua hal yang maḍārāt harus dicegah atau dihindari 

terjadinya dari manusia. Hal ini sebagaimana sabda Nabi Saw yang berbunyi: 

 

‚Tidak boleh melakukan sesuatu yang membahayakan diri sendiri 

ataupun orang lain‛.
18

 

 

Adapun pengetahuan pada kemaslahatan dan kemafsadatan di dunia, 

sebagian besarnya dapat diketahui dengan akal dan sebagian yang lain 

diketahui dengan berpedoman pada dalil atau naṣ. Sedangkan nilai 

                                                           
15

 Ibid., 27. 
16

 Alaiddin Koto, Filsafat Hukum Islam, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2012), 49. 
17

 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Bandung: Diponegoro, 2006), 331. 
18

 Abū ‘Abdullah Muḥammad bin Yazīd, Sunan Ibnu Majah Juz VII, (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), 

144. 
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kemaslahatan dan kemafsadatan di akhirat, tidak dapat dianalisis melainkan 

dengan menggunakan naṣ.19
 

Kata kerja maṣlaḥah kadang-kadang digunakan secara metaforis. 

Dikatakan berdagang adalah maṣlaḥah, mencari ilmu adalah maṣlaḥah, ini 

mengingat berdagang dan mencari ilmu dapat menciptakan kemaslahatan 

bagi pelakunya, baik kemaslahatan secara materiil atau non materiil.
20

 

Dalam hal maṣlaḥah, al-Būṭi mendasarkan argumentasinya dengan 

Firman Allah Swt: 

  

"Dan carilah (pahala) negeri akhirat dengan apa yang telah 

dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan 

bagianmu di dunia dan berbuat baiklah (kepada orang lain) 

sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah 

kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh, Allah tidak menyukai 

orang-orang yang berbuat kerusakan." (QS. Al-Qaṣaṣ; 77)
21

 

 

Terkait dengan ayat di atas, kebanyakan para ahli tafsir sepakat 

bahwa yang dimaksud dengan kebahagiaan manusia dari dunia ialah sesuatu 

yang berfaedah untuk akhiratnya.
22

 

Al-Qur’an juga mensinyalir bahwa mafsadah adalah kebalikan dari 

maṣlaḥah. Sejauh mana maṣlaḥah dianjurkan, maka sejauh itu pula mafsadah 

dilarang. Begitulah kata maṣlaḥah selalu diperkuat dengan lafal manfa’ah 

dalam al-Qur’an, sebagaimana Firman Allah Swt: 

                                                           
19

 Alaiddin, Filsafat…, 148. 
20

 Muḥammad Sa’īd ‘Ali ‘Abdurrabbuh, Buḥūth fi al-Adillah al-Mukhtalaf fīhā ‘Inda al-
Uṣūliyyīn, (Kairo: Maṭba’ah al-Sa’ādah, 1997), 78. 
21

 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an…, 394. 
22

 Abū Muḥammad al-Ḥusain bin Mas’ūd al-Farrā’ al-Baghāwi, Tafsīr al-Baghāwi al-Musamma 
Ma’ālim al-Tanzīl, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1993), 394. 
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‚Dan mereka menyembah selain Allah apa yang tidak memberi 

manfaat kepada mereka dan tidak (pula) mendatangkan bencana 

kepada mereka. Orang-orang kafir adalah penolong (setan untuk 

berbuat durhaka) terhadap Tuhannya.‛ (QS. Al-Furqon; 55)
23

 

 

Dalil maṣlaḥah juga didasarkan pada hadīth Nabi Saw yang berbunyi: 

  

‚Semua makhluk adalah hamba-hamba Allah Yang Maha Esa, dan 

yang paling dicintai oleh Allah di antara mereka adalah yang 

paling bermanfaat bagi hamba-hamba-Nya.‛
24

 

 

Dari hadīth di atas dapat dipahami bahwa Nabi Saw menjelaskan 

tentang suatu hal yang dapat mendekatkan manusia dengan Allah Swt yaitu 

mereka yang mendahulukan untuk melakukan hal yang bermanfaat dan 

membantu hamba-hamba-Nya yang lain. Dari situlah pemeliharaan 

kemaslahatan manusia dan membuat kebahagiaan yang sebenarnya.
25

 

Dalam mengkaji konsep maṣlaḥah, para ulama fiqih terbagi ke dalam 

tiga bagian. Pertama, kalangan tekstualis yang hanya melihat maṣlaḥah 

sesuai yang tampak dalam teks. Kelompok pertama ini tidak menelusuri 

kemaslahatan yang mungkin berada di kedalaman teks.
26

 

Kedua, mereka yang tidak menghargai maṣlaḥah kecuali ada shāhid 

tertentu, yang dipakai hanya yang ada di dalam naṣ. Dengan analogi, mereka 

dapat memastikan keberadaan maṣlaḥah di kedalaman teks, walaupun bagi 

mereka adalah kemaslahatan berteks. Sementara maṣlaḥah yang tidak 

                                                           
23

 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an…, 364. 
24

 Al-Baihāqi, al-Sunan al-Kubrā li al-Baihāqi Juz 15, (Makkah: Maktabah Dār al-Bāz, 1994), 

496. 
25

 Al-Būṭi, Ḍawābiṭ…, 73. 
26

 Jamāl al-Banna, Naḥwa Fiqh Jadīd Jilid III, (Kairo: Dār  al-Fikr  al-Islamy, 1997), 63. 
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berteks tidak diperhitungkan. Mereka melakukan semua itu untuk 

membedakan antara maṣlaḥah yang hakiki dengan maṣlaḥah yang berbau 

hawa nafsu.
27

 

Ketiga, mereka yang berkeyakinan bahwa maṣlaḥah, apapun 

bentuknya, merupakan bagian dari maṣlaḥah yang disebutkan oleh syariat, 

yaitu pertama ḥifẓ al-dīn, kedua ḥifẓ al-nafs, ketiga ḥifẓ al-‘aql, keempat ḥifẓ 

al-nasl, dan kelima ḥifẓ al-māl. Namun maṣlaḥah ini tidak berteks. Maṣlaḥah 

ini biasanya dikenal dalam fiqih dengan maṣlaḥah mursalah.
28

 

Imam Abū Ḥanīfah merupakan pemimpin aṣḥāb al-Ra’yi dan lebih 

memprioritaskan pendapat ahli ra’yi, sehingga beliau tidak memandang 

maṣlaḥah mursalah ini sebagai dalil hukum.
29

 Pun demikian dengan Imam 

Shāfi’i, beliau merupakan imam yang paling menjauhi untuk mengambil 

maṣlaḥah mursalah ini sebagai suatu sumber hukum yang berdiri sendiri. 

Hanya qiyas-lah yang digunakan dalam menetapkan hukum yang tidak ada 

dalam naṣ.30
 Berbeda dengan Imam Mālik, beliau adalah pemimpin dalam 

membawa bendera maṣlaḥah mursalah. Beliau berpendapat bahwasannya 

maṣlaḥah mursalah harus dihargai selama cukup syaratnya, karena dia 

mewujudkan maksud syara’.
31

 Senada dengan Imam Mālik, Imam Aḥmad bin 

                                                           
27

 Abū Isḥāq al-Shāṭibi, al-I’tiṣām, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.t.t.), 354.  
28

 Al-Banna,  Naḥwa…, 64. 
29

 Al-Būṭi, Ḍawābiṭ…, 330. 
30

 Ibid., 322. 
31

 Ibid., 319-320. 
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Ḥanbal merupakan imam kedua yang mengambil maṣlaḥah mursalah sebagai 

dalil hukum.
32

 

Mayoritas ulama sepakat bahwa ḍarūriyyat al-khams meliputi 

pertama ḥifẓ al-dīn, kedua ḥifẓ al-nafs, ketiga ḥifẓ al-‘aql, keempat ḥifẓ al-

nasl, dan kelima ḥifẓ al-māl.33
 Adapun dalil untuk menjaga ḍarūriyyat al-

khams adalah Firman Allah Swt: 

 

‚Katakanlah (Muhammad), "Marilah aku bacakan apa yang 

diharamkan Tuhan kepadamu. Jangan mempersekutukan-Nya 

dengan apa pun, berbuat baik kepada ibu bapak, janganlah 

membunuh anak-anakmu karena miskin, Kamilah yang memberi 

rezeki kepadamu dan kepada mereka; janganlah kamu mendekati 

perbuatan yang keji, baik yang terlihat ataupun yang tersembunyi, 

janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali 

dengan alasan yang benar. Demikianlah Dia memerintahkan 

kepadamu agar kamu mengerti. Dan janganlah kamu mendekati 

harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, 

sampai dia mencapai (usia) dewasa. Dan sempurnakanlah takaran 

dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani sesorang 

melainkan menurut kesanggupannya. Apabila kamu berbicara, 

bicaralah sejujurnya, sekalipun dia kerabat (mu), dan penuhilah 

janji Allah. Demikianlah Allah memerintahkan kepadamu agar 

kamu ingat.‛ (QS. Al-An’am; 151-152)
34

 

 

 

                                                           
32

 Ibid., 320. 
33

 Al-Ghazāli, al-Mustaṣfā…, 14. 
34

 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an…, 148-149. 
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C. Pembagian Maṣlaḥah 

Menurut teori ushul fiqh, bila ditinjau dari pengakuan syara’, 

maṣlaḥah terbagi menjadi tiga macam: 

1. Maṣlaḥah al-Mu’tabarah 

Yakni maṣlaḥah yang diakui secara tegas oleh syara’ dan telah 

ditetapkan ketentuan-ketentuan naṣ untuk merealisasikannya. Maṣlaḥah 

jenis ini merupakan maṣlaḥah hakiki yang kembali kepada lima prinsip 

syariah yaitu pertama ḥifẓ al-dīn, kedua ḥifẓ al-nafs, ketiga ḥifẓ al-‘aql, 

keempat ḥifẓ al-nasl, dan kelima ḥifẓ al-māl. Kategori ini merupakan 

maṣlaḥah yang shahih dan dapat menjadi dasar qiyas.
35

 Seperti contoh 

narkoba dan sesuatu yang memabukkan lainnya dihukumi haram, dengan 

cara mengqiyaskan kepada khamr yang diharamkan oleh naṣ. Dalam 

pengharaman ini terdapat kemaslahatan yaitu untuk menjaga akal. 

2. Maṣlaḥah al-Mulghāh 

Yakni maṣlaḥah yang tidak diakui oleh syara’, bahkan ditolak dan 

dianggap batil oleh syara’. Dalam hal ini dianggap maṣlaḥah oleh akal 

pikiran, akan tetapi ditolak karena pada kenyataannya bertentangan 

dengan naṣ.36
 Misalnya, penyamarataan bagian warisan antara laki-laki 

dengan perempuan atau lebih besarnya bagian perempuan daripada laki-

laki. Mereka yang beranggapan demikian meski menggunakan semangat 

kesetaraan gender, tetap tidak dapat dikategorikan maṣlaḥah. Karena hal 

yang seperti ini jelas bertentangan dengan naṣ. 

                                                           
35

 Al-Ghazāli, al-Mustaṣfā…, 298-299. 
36

 Sapiudin Shidiq, Ushul Fiqih, (Jakarta: Kencana, 2011), 92. 
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3. Maṣlaḥah al-Mursalah 

Yakni maṣlaḥah yang tidak diakui secara eksplisit oleh syara’ dan 

tidak pula ditolak dan dianggap batil oleh syara’, akan tetapi masih 

sejalan secara substantif dengan kaidah-kaidah yang universal. 

Sebagaimana contoh, kebijakan hukum perpajakan yang ditetapkan oleh 

pemerintah. Hal ini didasarkan pada kewajiban kepala Negara ialah untuk 

memenuhi kemaslahatan rakyatnya. Kepala Negara tidak boleh bertindak 

dengan tindakan-tindakan yang merugikan rakyatnya.
37

 

Latar belakang perbedaan penyebutan tersebut, menurut al-Būṭi 

karena adanya tiga faktor perbedaan sudut pandang
38

: 

a. Dilihat dari sisi maṣlaḥah yang akan dihasilkan. 

b. Dilihat dari sisi kesesuaian sifat yang nantinya akan menimbulkan 

adanya hukum untuk menyatakan sebuah maṣlaḥah. 

c. Dilihat dari proses pembentukan hukum atas maṣlaḥah atau kesesuaian 

sifat tersebut. 

Kehujjahan maṣlaḥah mursalah harus memenuhi empat syarat, 

yaitu
39

: 

a. Maṣlaḥah mursalah harus berkisar dalam lingkup ḍarūriyyat al-khams. 

b. Maṣlaḥah mursalah harus ‘ām dan kulli yang berfaedah untuk seluruh 

umat Islam. 

c. Maṣlaḥah mursalah harus sesuai dengan maqāṣid al-sharī’ah. 

                                                           
37

 M. Hasbi Ash-Shiddieqy, Falsafah Hukum Islam, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1993), 152. 
38

 Al-Būṭi, Ḍawābiṭ…, 287. 
39

 ‘Abdul Karīm al-Namlah, al-Jāmi’ li Masāil Uṣūl al-Fiqh, (Riyadh: Maktabah al-Rushd, 2000), 

389. 
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d. Maṣlaḥah mursalah harus berupa maṣlaḥah qaṭ’iyyah. 

Kemudian maṣlaḥah ditinjau dari segi kekuatannya terbagi menjadi 

tiga macam, yaitu: 

1. Maṣlaḥah Ḍarūriyyah 

Yaitu segala hal yang menjadi sendi eksistensi kehidupan manusia 

yang harus ada demi kemaslahatan mereka. Hal-hal itu tersimpul kepada 

lima prinsip syariat di atas. Kelima prinsip inilah, menurut al-Ghazāli 

yang menjadi inti pokok dari apa yang dimaksud dengan maṣlaḥah. 

Dengan kata lain, maṣlaḥah itu adalah segala bentuk perbuatan yang 

mengacu kepada terpeliharanya lima kebutuhan paling mendasar bagi 

manusia.
40

 Hal ini bisa dipahami sebagai sarana perenungan bahwa 

apabila maṣlaḥah ini tidak dimilikinya, maka pada hakikatnya manusia 

tidak bisa hidup dengan tenang. Sehingga kemaslahatan ini menduduki 

taraf kebutuhan primer. 

Kewajiban iman, membaca dua syahadat, membayar zakat, berpuasa 

Ramadhan, haji adalah disyariatkan dengan tujuan untuk menjaga agama. 

Kehalalan makanan pokok, hukuman qiṣāṣ, hukuman diyāt disyariatkan 

dengan tujuan untuk menjaga jiwa. Nikah, hukum-hukum yang berkaitan 

dengan nafkah dan perawatan anak, keharaman zina disyariatkan dengan 

tujuan untuk menjaga keturunan. Perintah mengkonsumsi makanan dan 

minuman bergizi dan menyehatkan, keharaman makanan dan minuman 

yang memabukkan disyariatkan dengan tujuan untuk menjaga akal. 

                                                           
40

 Al-Ghazāli, al-Mustaṣfā…, 286-287. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

39 
 

 

Transaksi pokok dan larangan mencuri dan hukuman bagi pelakunya 

disyariatkan dengan tujuan untuk menjaga harta.
41

 

2. Maṣlaḥah Ḥājiyyah 

Segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk menghilangkan 

kesulitan dan menolak segala halangan. Artinya, ketiadaan aspek ḥājiyyah 

ini tidak sampai mengancam eksistensi kehidupan manusia menjadi rusak, 

melainkan hanya sekedar menimbulkan kesulitan dan kesukaran saja. 

Prinsip utama dalam aspek ini adalah untuk menghilangkan kesulitan, 

meringankan beban taklif dan memudahkan urusan mereka.
42

 

Kemaslahatan jenis ini menduduki taraf kebutuhan sekunder. Misalnya, 

wewenang bagi wali untuk menikahkan anak gadisnya yang masih kecil, 

serta pemberian mahar. 

3. Maṣlaḥah Taḥsīniyyah 

Artinya, seandainya aspek ini tidak terwujud, maka kehidupan 

manusia tidak akan terancam kacau dan berbahaya seperti kalau tidak 

terwujud aspek ḍarūriyyah, dan juga tidak akan membawa kesusahan 

seperti tidak terpenuhinya aspek ḥājiyyah. Namun ketiadaan aspek ini, 

akan menimbulkan suatu kondisi yang kurang harmonis dalam pandangan 

akal sehat dan adat kebiasaan, menyalahi kepatutan, sopan santun dan 

menyebabkan kesulitan yang berarti dalam kehidupan manusia.
43

 

Kemaslahatan jenis ini menduduki taraf kebutuhan tersier. Seperti contoh 
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 Al-Būṭi, Ḍawābiṭ…, 110-111. 
42

 Alaiddin, Filsafat…, 53. 
43

 Muḥammad bin Ḥusain bin Ḥasan al-Jīzāni, Mu’ālim Uṣūl al-Fiqh, (Riyadh: Dār Ibnu al-Jauzi, 

2008), 237. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

40 
 

 

pensyariatan ṭahārah (bersuci) sebelum shalat, perintah menutup aurat 

dan tata krama dalam makan dan minum, pensyariatan kafā’ah (sepadan) 

dan etika hubungan suami istri. 

Maṣlaḥah ditinjau dari segi kandungannya terbagi menjadi dua 

macam: 

1. Maṣlaḥah al-‘Ammah 

Yaitu maṣlaḥah yang berkaitan dengan kepentingan orang banyak. 

Kemaslahatan umum itu tidak berarti untuk kepentingan semua orang, 

akan tetapi bisa berbentuk kepentingan mayoritas umat atau kebanyakan 

umat.
44

 Seperti menyerahkan lahan kosong kepada Negara. 

2. Maṣlaḥah al-Khāṣṣah 

Yaitu maṣlaḥah yang berkaitan dengan kepentingan orang-orang 

tertentu. Seperti adanya kemaslahatan bagi seorang istri agar hakim 

menetapkan keputusan fasakh karena suami dinyatakan hilang.
45

 

 

D. Biografi Sa’īd Ramaḍān al-Būṭi 

Nama lengkap al-Būṭi adalah Muḥammad Sa’īd bin Ramaḍān bin 

‘Umar bin Murād. Al-Būṭi lahir pada tahun 1929 di sebuah perkampungan 

kecil di Turki bernama Jilka. Perkampungan itu terletak di sebuah Pulau 

bernama Semenanjung Buthan. Gelar al-Būṭi merupakan nisbah kepada 
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 Narun Haroen, Ushul Fiqh I, (Jakarta: Logos, 1996), 116. 
45

Asnawi, Teori Maslahat dan Relevansi dengan Perundang-Undangan Pidana Khusus di 
Indonesia, (Jakarta: Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2010), 54-55. 
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tempat kelahiran beliau. Ayah al-Būṭi adalah seorang ulama Kurdi
46

 yang 

lahir pada tahun 1888, yang terkenal di masyarakat dengan nama Syaikh 

Mulla Ramaḍān.
47

 Al-Būṭi dilahirkan dari seorang ibu yang bernama Manji, 

yaitu seorang yang shalihah dan bertaqwa
48

 

Hasil perkawinan kedua orang tuanya dikaruniai empat orang anak, 

yang diberi nama Zainab, Muḥammad Sa’īd, Rokiah dan Naimah. Al-Būṭi 

anak kedua dan anak laki-laki tunggal dalam keluarganya. Pada asalnya, 

Syaikh Mulla ingin menamakan al-Būṭi dengan nama Muḥammad Faḍīl, 

tetapi beliau berubah fikiran dan memberi nama Muḥammad Sa’īd seperti 

nama ulama di tempatnya, yaitu Sa’īd al-Mashhūr. Pada hari ketujuh 

kelahirannya, nama kecil al-Būṭi ialah Fuzaīl. Nama itu diberikan ayahnya, 

sebagai bentuk tabarruk kepada Fuzaīl bin ‘Iyadh karena kecintaannya. 
49

 

Sejak tahun 1933, ketika al-Būṭi baru berusia empat tahun, mereka 

sekeluarga melarikan diri dari pemerintahan sekuler Kamal Attaturk di Turki 

ke beberapa tempat hingga sampai ke Damaskus, Suriah. Semasa di Suriah, 

ketiga saudara perempuannya itu meninggal dunia ketika mereka masih 

kecil. Setelah itu, pada tahun 1942, ibunya juga meninggal dunia 

                                                           
46

 Bangsa kurdi merupakan golongan orang-orang yang masuk Islam sejak awal penaklukan Islam. 

Mereka dikenal sebagai muslim yang kuat dalam memegang teguh akidah Islam dan ajaran al-

Qur’an. Harta dan nyawa mereka pertaruhkan demi agama. 
47

 Tim Akademi Intelektual Muda, Imam Mohamed Said Ramadan al-Bouti dalam Kenangan, 

(Sabah: Publishing House, 2015), 18. 
48

 Muḥammad Sa’īd Ramaḍān al-Būṭi, Hādhā Wālidial-Qiṣṣah al-Kāmilah li Ḥayāh al-Shaikh 
Mulla al-Būṭi min Wilādatihi ila Wafātihi, (Lebanon: Dār al-Fikr, t.t), 23. 
49

 Muḥammad Sa’īd Ramaḍān al-Būṭi, Shakhṣiyyāt Istauqafatnī, (Lebanon: Dār al-Fikr, 1999), 
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dikarenakan sakit. Pada saat usia al-Būṭi menginjak 13 tahun, ayahnya 

menikah lagi dengan seorang wanita Suriah.
50

 

Ketika usia al-Būṭi 18 tahun, ayahnya ingin menjodohkan beliau 

dengan saudara perempuan istri keduanya. Pada awalnya al-Būṭi tidak setuju 

untuk menikah di usia muda, namun ayahnya menjelaskan kepentingan dan 

kelebihan menikah di usia muda sebagaimana keterangan al-Ghazāli dalam 

karyanya, Ihyā’ ‘Ulūm al-dīn. Bahkan ayahnya turut menjelaskan 

tanggungjawabnya sebagai seorang ayah selepas anaknya baligh, yaitu 

mencari pasangan hidup yang sesuai untuk anaknya. Akhirnya al-Būṭi setuju 

untuk menikah karena tidak ingin dianggap durhaka kepada orang tuanya.
51

 

Hasil dari perkawinannya itu, al-Būṭi dikaruniai tujuh orang anak 

yang terdiri dari enam orang laki-laki dan seorang perempuan. Ayahnya 

meninggal di Damaskus pada hari Selasa, 15 Mei 1990 bertepatan dengan 

tanggal 20 Shawwāl 1410 H, ketika berusia 102 tahun. Al-Būṭi terus 

menjalani kehidupan sehari-harinya bersama dengan keluarganya di 

Damaskus, sampai beliau meninggal dunia pada hari Kamis, 21 Maret 2013 

bertepatan dengan tanggal 9 Jumādil Awwal 1434 H, yaitu akibat letusan 

bom bunuh diri ketika beliau sedang menyampaikan kajian rutin malam 

Jum’at di Masjid Jami’ al-Īmān. Beliau meninggal dunia pada umur 84 tahun 

dan dishalatkan pada tanggal 23 Maret 2013 di Masjid ‘Umayyah. Beliau 
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 Tim, Imam, 18. 
51

 Ibid., 20. 
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dimakamkan di dekat masjid tersebut, di samping makam Sultan Ṣalāḥ al-

Dīn al-Ayyūbi.
52

 

Al-Būṭi bukan hanya diakui ‘alim dalam bidang syariah dan bahasa, 

beliau juga dikenal sebagai ulama sunni yang multidisipliner. Nama al-Būṭi 

selalu disebut-sebut sekelompok orang di belahan sudut Kota Damaskus.
53

 

Beliau adalah sosok ulama fenomenal yang karya-karyanya sangat 

mencerahkan pemikiran dan jiwa masyarakat muslim. Pesan-pesannya yang 

amat dalam dan bersifat universal. 

Al-Būṭi sanggup menggabungkan kepemimpinan spiritual (spiritual 

leadership) dan aspek kesarjanaan Islam (Islamic scholarship) menjadi 

kekuatan yang unik. Sebagai seorang sarjana, otoritas keilmuannya tidak 

diragukan. Sementara itu, sebagai seorang pemimpin spiritual, 

keteladanannya sangat membumi. Bila dilihat dari aspek kesarjanaan Islam, 

al-Būṭi berusaha menjadikan Islam sebagai kekuatan nilai-nilai sosial praktis 

yang dapat menjawab krisis spiritual masyarakat modern. Dengan 

mensintesakan kedua aspek tersebut, al-Būṭi mencoba merespons tantangan 

kehidupan modern dunia Islam.
54

 

Al-Būṭi juga aktif untuk mengisi kajian agama di masjid-masjid kota 

Damaskus. Ia mampu mengundang ribuan jamaah untuk datang dalam 
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 Ibid. 
53

 Muḥammad Sa’īd Ramaḍān al-Būṭi, Al-Ḥubb fī al-Qur’an wa Dawr al-Ḥubb fī Ḥayāt al-Insān, 

(Damaskus: Dār al-Fikr, 2009), 195. 
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 Ibid., 204-205. 
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pengajiannya. Mereka mampu duduk berlama-lama dengan tanpa sedikit pun 

keinginan untuk segera beranjak.
55

 

Kepiawaiannya dalam bidang keilmuan Islam, turut menjadikannya 

sebagai anggota The Royal Society of The Islamic Civilization Researches, 

Amman Jordania, dan anggota The High Council of Oxford Academy, 

England. Bahkan al-Būṭi dilantik menjadi Presiden Kesatuan Ulama Suriah, 

yang digantikan oleh anaknya, Muḥammad Taufīq pada saat beliau 

meninggal dunia. Menurut Taufīq, al-Būṭi pernah menerima Anugerah 

Tokoh Dunia Islam (Islamic Personality of The Year - Dubai International 

Holy Qur’an Award) dari Yayasan Diraja Muḥammad bin Rashīd di Dubai 

pada tahun 2004, Anugerah Buku Terbaik: Fiqih al-Sīrah al-Nabawiyyah dari 

Kerajaan Mesir, dan Anugerah Tokoh Tahunan dari Kerajaan Jordan dan 

Suriah pada tahun 2007.
56

 

 

E. Latar Belakang Pendidikan Sa’īd Ramaḍān al-Būṭi 

Pada tahun 1935, saat al-Būṭi berumur enam tahun, Syaikh Mulla 

menyerahkan putranya kepada seorang wanita shalihah untuk mengajarkan 

al-Qur’an. Al-Būṭi mengkhatamkan al-Qur’an dihadapannya dalam waktu 

sekitar enam bulan saat ia baru berumur enam tahun. Selepas itu, al-Būṭi 

diantarkan belajar agama, bahasa arab, matematika, dan ilmu-ilmu lainnya di 

sekolah yang dibangun oleh Zaqaq al-Qarmani. Menurut al-Būṭi, perjalanan 

untuk sampai ke sekolahnya tidaklah mudah, karena ia harus berjalan dengan 
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jarak yang cukup jauh dan harus melalui dua buah kebun terlebih dahulu.
57

 

Kemudian pada tahun 1942, beliau belajar ‘ulūm al-shar’iyyah kepada 

seorang guru yang sangat menginspirasinya, yaitu Syaikh Ḥasan 

Habannakah al-Maydāni.
58

 

Selain pembelajaran formal di sekolah, Al-Būṭi banyak terpengaruh 

oleh ayahnya, Syaikh Mulla Ramaḍan, yang pada masanya beliau adalah 

seorang ulama bermadzhab Shāfi’i dan salah satu dari seorang ulama sufi. 

Ayahnya menjadi guru yang pertama kali mengajarkan pengetahuan tentang 

dasar-dasar akidah, sejarah Rasulullah Saw, selanjutnya baru mengajarkan 

dasar-dasar ilmu ālāt seperti nahwu dan sharaf. Al-Būṭi menghafalkan 

Alfiyyah ibn Mālik dalam waktu kurang dari satu tahun, padahal saat itu ia 

belum baligh. Ayahnya akan menjelaskan kandungan Alfiyyah kepadanya 

pada setiap hari kamis atau sabtu. Jelasnya, al-Būṭi mendapat semua asas 

didikan keagamaan, serta ilmu akidah, fiqih atau tasawuf dari ayahnya 

sendiri.
59

 

Tidak cukup dengan aspek keilmuan saja, al-Būṭi juga dididik dalam 

hal kerohanian dan akhlak. Seperti saat makan, ayahnya turut mengajarkan 

kepada semua anaknya supaya beradab dalam menikmati rizqi dari Allah 

Swt. Selain itu, sudah menjadi rutinitas setiap hari senin dan kamis bagi al-

Būṭi dan keluarganya untuk berdzikir Lā Ilāha Illa Allah sebanyak 100 kali 

dan kalimah Allah 100 kali. Menurut anaknya, Muḥammad Taufīq, al-Būṭi  
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 Ibid., 20-21. 
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 Hisyām’Alywani dan Fadi al-Gausy, al-Būṭi: al-Da’wah wa al-Jihad wa al-Islam al-Siyāsi, 
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dilihat senantiasa bangun pada tiap malam untuk menunaikan shalat sunnah 

tahajud dan shalat-shalat sunnah lainnya. Al-Būṭi juga selalu membaca al-

Qur’an sebelum shalat shubuh dan sering menangis saat menghayati isi 

kandungan al-Qur’an yang ia baca itu.
60

 

Ketika usia al-Būṭi memasuki 18 sampai 23 tahun, beliau dilihat 

terpengaruh dengan kebanyakan tulisan dari Musṭafa Ṣādiq al-Rafā’i, Ali al-

Tanṭāwi, Aḥmad Ḥasan al-Ziyād, dan Ibrāhīm ‘Abdul Qādir al-Mazani. 

Menurut al-Būṭi, beliau meminati tulisan-tulisan mereka karena dapat 

meningkatkan penguasaan bahasanya di samping mempunyai kesan 

psikologi yang mendalam. Keadaan ini mampu menjadikan beliau sebagai 

seorang yang mahir dalam bahasa arab dan mempunyai jati diri yang kuat.
61

 

Tak hanya itu, al-Būṭi juga dilihat terpengaruh dengan pemikiran al-

Ghazāli, sehingga kebanyakan ulama dan umat muslim Suriah menjulukinya 

Imam al-Ghazāli Kontemporer. Namun al-Būṭi tetap rendah diri dengan gelar 

itu karena ia merasa banyak kekurangan bila disandingkan dengan luasnya 

pengetahuan yang dimiliki al-Ghazāli dan besarnya pengorbanan beliau 

dalam menegakkan agama Islam. Sekiranya dapat diperhatikan bahwa gelar 

tersebut diberikan berkat peranan dan sumbangan al-Būṭi demi 

mengukuhkan akidah Ahl al-Sunnah wa al-Jamā’ah sejalan dengan tuntutan 

zaman kontemporer saat ini.
62
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Pada tahun 1953, al-Būṭi menyelesaikan pendidikan menengahnya di 

Ma’had al-Taujih al-Islami, Damaskus. Disana al-Būṭi menyerap ilmu dari 

seorang ulama besar bernama al-‘Allāmah Ḥasan Habannakah al-Maydāni. 

Al-Maydāni dikenal sebagai guru utama al-Būṭi selepas ayahnya sendiri, 

beliau mengajarkan berbagai ilmu keagamaan termasuk ilmu akidah, fiqih 

dan tasawuf. Al-Maydāni dilihat memiliki peranan penting terhadap 

perkembangan pemikiran dalam kehidupan pribadi al-Būṭi. Setelah lulus dari 

Ma’had tersebut, al-Būṭi diharuskan menjalani latihan ketentaraan oleh 

Kerajaan Suriah. Namun al-Būṭi memohon untuk bisa kuliah di Universitas 

al-Azhar, Kairo. Dengan alasan tersebut, al-Būṭi dibolehkan untuk tidak 

menjalani latihan ketentaraan.
63

  

Selanjutnya beliau menuju Kairo untuk meneruskan studinya. Dalam 

tempo dua tahun, al-Būṭi berhasil menyelesaikan pendidikan sarjana S1 dan 

S2. Gelar sarjana S1 ia peroleh pada tahun 1955 dari Fakultas Syariah 

Universitas al-Azhar. Tahun berikutnya, beliau meraih gelar S2 dari Fakultas 

Bahasa Arab Universitas al-Azhar. Kemudian pada tahun 1960, al-Būṭi 

mendapatkan mandat untuk menjadi dosen Fakultas Syariah di Universitas 

Damaskus. 

Berkat wawasan keilmuan yang luas dan prestasi akademik yang baik, 

al-Būṭi mendapatkan beasiswa dari Universitas Damaskus untuk 

melanjutkan studinya. Pada tahun 1965, al-Būṭi menyelesaikan S3 di 

Universitas al-Azhar dan menyandang gelar doktor dalam bidang 
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Epistemologi Hukum Islam dengan predikat  Mumtāz Ṣaf Ūlā. Disertasi 

yang ia tulis berjudul Ḍawābiṭ al-Maṣlaḥah fi al-Shāri’ah al-Islamiyyah, 

mendapatkan rekomendasi dari Universitas al-Azhar sebagai karya tulis yang 

layak dipublikasikan. Pada tahun yang sama, beliau diangkat menjadi Dekan 

Fakultas Syariah di Universitas Damaskus. 

 

F. Karya-Karya Sa’īd Ramaḍān al-Būṭi 

Aktifitas al-Būṭi tak hanya dihabiskan di belakang panggung lewat 

ceramah-ceramah yang menggugah atau debat-debat terbuka yang rasional 

dan argumentatif, ia pun juga mencurahkan perhatian yang sama untuk 

menuangkan gagasan dan pemikirannya lewat tulisan. Karya-karyanya 

banyak menjadi rujukan bagi para pemikir Islam dan civitas akademika di 

hampir seluruh Negara Timur Tengah. Bahkan, buku-bukunya sudah banyak 

dibaca dan dikaji umat Islam di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. 

Al-Būṭi termasuk ulama yang produktif dalam memberikan 

sumbangsih keilmuannya, yang mana beliau tuliskan dalam kitab-kitabnya. 

Karyanya mencapai lebih dari 70 buah, meliputi bidang filsafat, sastra, 

sosiologi, masalah-masalah kultural, sharī’ah, uṣūl al-fiqh, dan lain-lain. 

Beliau dikenal sebagai salah seorang pemikir Islam yang mempertahankan 

manhaj Ahl al-sunnah wa al-Jamā’ah. Karena kegigihan dalam 

pembelaannya, beliau mendapat tantangan keras dari aliran-aliran Islam 

lainnya. Dengan karyanya al-Salāfiyyah dan al-Lā Madhhabiyyah, mulai 
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melambungkan namanya, ia terlibat diskusi dengan Naṣīruddīn Albāni, 

seorang tokoh Salafi Wahabi, pada tahun 1970-an. 

Perdebatan sengit yang disiarkan televisi dalam rangka menggugat 

filsafat materialism pada tahun 1980 kian membuat nama al-Būṭi dikenal 

banyak orang. Ia berdebat melawan intelektual marxis, Albāni. Tiga buah 

karyanya, Lā Ya’tihi al-Bātil, Kubrā al-Yaqīniyyah dan Fiqh al-Sīrah, dipuji 

oleh banyak ulama sebagai karya fenomenal untuk menentang para orientalis 

yang banyak meragukan keautentikan al-Qur’an, akidah Islam dan kisah 

Nabi Muḥammad Saw. Selanjutnya al-Būṭi sering dihadirkan dalam berbagai 

dialog, dari situlah dapat dibuktikan bahwa al-Būṭi adalah tipikal ulama 

pemikir yang tenang, memiliki ketajaman analisis dan kedalaman 

pandangan. 

Hingga akhir hayatnya, al-Būṭi sering diundang untuk menyampaikan 

ceramahnya melalui media massa seperti radio maupun televisi. Pada setiap 

hari Jum’at, beliau menyampaikan khutbah di Masjid Jami’ Maulana al-

Rifā’i dan mengisi kuliah seminggu dua kali di Masjid Jami’ Tinjik. Di 

samping itu, beliau turut menulis artikel di surat kabar dan majalah-majalah, 

serta aktif menjawab berbagai persoalan yang ditanyakan melalui blog 

pribadinya ataupun portal yang dikelola khusus oleh pengikutnya untuk 

mengumpulkan pandangan-pandangan serta ucapan-ucapan beliau.
64

 

Al-Būṭi berpandangan bahwa hukum Islam seperti rajam, qiṣāṣ, 

potong tangan, dan lain sebagainya tetap relevan digunakan dalam konteks 
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 Ibid., 25. 
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saat ini dan juga seterusnya. Pemikirannya dalam hukum pidana ini, secara 

spesifik ia tuangkan dalam tulisannya yang berjudul al-uqūbat al-Islāmiyyah 

wa ‘uqdat al-tanāquḍ bainahā wa baina mā yusamma biṭabi’at al-‘asyri. 

Dalam kitab tersebut, al-Būṭi menjawab penilaian orang-orang yang 

mengatakan bahwa hukum pidana Islam adalah hukum yang kejam dan 

bengis. 

Al-ḥubb fi al-Qur’an merupakan karya terbaru al-Būṭi. dalam buku 

tersebut, al-Būṭi mengajak kita untuk menggali al-Qur’an dalam menemukan 

rahasia mendapatkan cinta Illahi. Tidak mudah memang, tetapi al-Būṭi 

meyakinkan kita bahwa cinta-Nya bisa digapai dengan kekuatan nalar dan 

hati sekaligus. Lewat karya terbarunya ini, al-Būṭi sebagai sosok ulama yang 

shalih dan sufi semakin tampak. 

Al-Būṭi mendapat tempat di hati masyarakat muslim, terutama di 

Timur Tengah sebagai ulama yang memiliki keilmuan agama yang luas. 

Tidak heran, bila kemudian ia menjadi salah satu mufti berpengaruh di 

Timur Tengah. Sebagai seorang mufti, ia memainkan peran untuk 

mewartakan Islam sebagai agama yang fleksibel dan toleran, namun tetap 

tegas memihak kebenaran.
65

 

Adapun karya-karya al-Būṭi yang lain, yaitu: 

a. Ḍawābiṭ al-Maṣlaḥah fi al-Sharī’ah al-Islāmiyyah 

b. Al-Mar’ah Baina Tugyān an-Niẓām al-Garbi wa Laṭā’if at-Tasyri’ ar-

Rabbaniy 

                                                           
65

 Al-Būṭi, Al-Ḥubb…, 206-207. 
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c. Al-Insān Musayyarah am Mukhayyarah 

d. Mabāhith al-Kitab wa al-Sunnah min ‘Ilmi Uṣūl al-Fiqh 

e. Hādhihi Mushkilatuhum 

f. Wa Hādhihi Mushkilatunā 

g. Al-Islam wa al-‘Aṣr 

h. Ma’a al-Naṣṣ Mushāwarat wa Fatāwa 

i. Naqdu al-Auhami al-Māḍiyah al-Jadaliyyah 

j. Shakhṣiyyāt Istauqafatnī 

k. Min al-Fikr wa al-Qalb 

 

G. Teori Maṣlaḥah Sa’īd Ramaḍān al-Būṭi 

Menurut al-Būṭi, bahwasannya maṣlaḥah dengan sendirinya bukanlah 

dalil yang mandiri sebagaimana dalil-dalil syara’ lainnya seperti al-Qur’an, 

Sunnah, Ijma’ dan Qiyas. Sehingga ia hanyalah merupakan hukum juz’i66
. 

Tujuan maṣlaḥah ialah untuk memelihara kemaslahatan masyarakat baik di 

dunia maupun di akhirat. Oleh sebab itu, di dalam pensyariatan maṣlaḥah 

diperlukan batas-batas yang sesuai dengan ukuran hukum kulli dari beberapa 

aspek, sehingga tingkatan antara kulli dan juz’i menjadi sempurna.
67

 

                                                           
66

 Yaitu hukum yang harus disandarkan terlebih dahulu kepada sumber-sumber syariat lainnya 

seperti al-Qur’an, Sunnah, Ijma’ dan Qiyas. Lihat Alaiddin Koto, Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh, 

(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 160. 
67

 Al-Būṭi, Ḍawābiṭ…, 107-108. 
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Adanya perubahan hukum adalah karena perubahan maṣlaḥah dalam 

masyarakat.
68

 Pentingnya memperhatikan maṣlaḥah dilihat dari sisi 

pemeliharaan berdasarkan kesesuaian situasinya adalah dikarenakan
69

: 

1. Bahwa para modernis mengukur kemaslahatan dan kemafsadatan hanya 

berdasarkan kepada urusan dunia saja. Mereka tidak melihat bahwa 

sebenarnya ada hubungan dari kehidupan dunia ke kehidupan akhirat 

dengan cara melihat cita-cita yang diinginkannya. 

2. Bahwa unsur maṣlaḥah menurut mereka adalah seberapa besar 

kenikmatan materialnya, serta tidak menjaganya agar dapat berbuah 

untuk masyarakat umum. 

3. Bahwa pertimbangan agama menurut mereka merupakan cabang dari 

maṣlaḥah itu sendiri. 

Bentuk pemeliharaan terhadap tiga hal tersebut di atas menurut al-

Būṭi ialah dengan cara
70

: 

1. Bahwa maṣlaḥah harus mengarah kepada substansi agama
71

 yang 

dijelaskan dalam naṣ dan hukum ijma’. 

                                                           
68

Adanya naskh dan tadarruj fi al-tashrī’ merupakan dalil yang jelas menunjukkan bahwa 

perubahan hukum mengikuti perubahan maṣlaḥah. Lihat Muḥammad Muṣṭafā Shalabi, Ta’līl al-
Aḥkām, (Beirut: Dār al-Naḥḍah al-‘Arabiyyah, 1981), 307. 
69

 Al-Būṭi, Ḍawābiṭ…, 33-41. 
70

 Ibid., 58-62. 
71

 Al-Būṭi berpendapat bahwa apabila kita berpegang teguh pada substansi Islam, maka semua 

tantangan yang dihadapi oleh Kaum Muslimin pada zaman manapun, terlebih pada zaman kita 

sekarang, tidak lebih dari sekedar ‚ilusi tentang adanya berbagai tantangan yang belum terbukti 

sampai sekarang, bahwa ia (syari’at Islam) mampu untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan, serta 

menyelesaikan beragam persoalan yang tidak bisa dicarikan solusinya oleh pesan-pesan dan 

perintah-perintah Allah Swt.‛ Lihat Muḥammad Sa’īd Ramaḍān al-Būṭi, al-Islam wa al-‘aṣr, 
(Damaskus: Dār al-Fikr, 1998), 44. 
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2. Bahwa adanya hukum-hukum syara’ berupa pengharaman, pembolehan 

dan pewajiban itu mengandung buah kemaslahatan dan menolak 

kerusakan. 

3. Bahwa maṣlaḥah adalah bentuk penghambaan, maka tidak sah bila diukur 

dengan akal dan metode pembelajaran saja. Seperti contoh bahwa 

melakukan riba dibolehkan dengan alasan untuk menggiatkan gerakan 

perdagangan dan bentuk mempromosikan. 

Maṣlaḥah hakiki haruslah didukung dengan dalil-dalil syara’ lainnya 

atau minimal tidak berlawanan dengan dalil syara’. Bila tidak seperti itu, 

maka tidak bisa disebut dengan maṣlaḥah, karena nilai maṣlaḥah akan hilang 

dengan sendirinya. Al-Būṭi berpendapat bahwa akal secara independen tidak 

akan mampu untuk memandang kemaslahatan manusia di dalam masalah-

masalah partikular.
72

 

Untuk bisa dinilai sebagai maṣlaḥah hakiki, maka al-Būṭi 

membatasinya dengan lima syarat, yang pertama berkaitan dengan 

penyingkapan makna universal maṣlaḥah, sedang empat yang lain 

membatasinya dengan cara menghubungkannya dengan dalil-dalil hukum 

yang terperinci.
73

 Adapun lima syarat tersebut adalah sebagai berikut: 

 

 

 

                                                           
72

 Mohammad Mufid, Nalar Ijtihad Fiqh Muhammad Sa’īd Ramadhān al-Būthi, (Banjarmasin: 

Antasari Press, 2013), 114. 
73

 Al-Būṭi, Ḍawābiṭ…, 109. 
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1. Maṣlaḥah harus berada dalam ruang lingkup tujuan syariat 

Maqāṣid al-Sharī’ah74  berkisar pada lima perkara yaitu, menjaga 

agama (ḥifẓ al-dīn), menjaga jiwa (ḥifẓ al-nafs), menjaga akal (ḥifẓ al-

‘aql), menjaga keturunan (ḥifẓ al-nasl) dan menjaga harta (ḥifẓ al-māl)75
. 

Segala sesuatu yang mengandung upaya penjagaan kelima tujuan syari’ 

ini, maka bisa disebut sebagai maṣlaḥah.  Demikian sebaliknya, segala 

sesuatu yang mengabaikan kelima tujuan syara’ atau sebagian darinya, 

maka disebut mafsadah. 

Bahwa untuk mencapai maqāṣid al-sharī’ah di atas, maka terbagi 

menjadi tiga tingkatan sesuai dengan kepentingannya. Pertama, 

ḍarūriyyah, kedua ḥājiyyah dan ketiga taḥsīniyyah. Tiga tingkatan 

tersebut telah peneliti paparkan pada sub bab sebelumnya. Maqāṣid al-

Sharī’ah merupakan alat untuk mencapai satu tujuan, yakni alat bagi 

orang-orang mukallaf dalam penghambaan kepada Allah Swt atas 

penciptaan dan pemilihannya. 

Terkait hal-hal yang tidak sesuai dengan maqāṣid al-sharī’ah, 

menurut al-Būṭi terbagi menjadi dua macam yaitu
76

: 

a. Suatu perbuatan yang esensinya bertentangan dengan tujuan syara’, 

seperti melakukan zina dan mengkonsumsi hal-hal yang memabukkan. 

Perbuatan-perbuatan tersebut mungkin menyerupai maṣlaḥah di dalam 

                                                           
74

 Atau dalam istilah al-Būṭi lebih cenderung disebut Maqāṣid al-Shāri’. 
75

Urutan maqāṣid al-sharī’ah tersebut adalah versi al-Būṭi. Al-Rāzi mengawali dengan 

pemeliharaan terhadap jiwa, akal, agama, harta kemudian keturunan. Sedang al-Qarāfi 

mengawalinya dengan mendahulukan jiwa, agama, keturunan, akal kemudian harta. Dan 

penambahan ‘irḍ (harga diri) yang dilakukan oleh al-Subki menjadikan jumlah maqāṣid al-
sharī’ah menjadi enam. Lihat Al-Raysūni, Naẓariyāt…, 57-62. 
76

 Al-Būṭi, Ḍawābiṭ…, 114. 
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kandungannya bila dilihat dari sisi kenikmatan pelaku. Akan tetapi 

pada hakikatnya justru termasuk dalam cakupan mafsadah. 

b. Suatu perbuatan yang esensinya tidak bertentangan dengan tujuan 

syara’, namun karena niat yang buruk maka ia berubah menjadi 

instrument yang dapat menciderai dan merusak ruh tujuan-tujuan 

syara’ tersebut. 

Pernikahan dan hal-hal yang menyertainya merupakan alat untuk 

menjaga keturunan. Hal ini bertujuan agar manusia dapat mengambil 

kesimpulan dan alasan mengapa Allah Swt mengaturnya sedemikian rupa. 

Adanya maqāṣid al-sharī’ah juga untuk menertibkan kehidupan manusia 

dan mereka dapat mensyukuri atas kenikmatan yang diberi oleh Allah 

Swt. 

2. Maṣlaḥah tidak bertentangan dengan Al-Qur’an 

Maṣlaḥah yang dinilai bertentangan dengan al-Qur’an, menurut al-

Būṭi terbagi menjadi dua bagian: Pertama, maṣlaḥah yang tidak memiliki 

sandaran hukum aṣl sama sekali (maṣlaḥah mawhumah). Secara rinci, 

maṣlaḥah jenis ini bertentangan dengan naṣ al-Qur’an yang qaṭ’i atau 

ẓāhir77
, baik jāly atau ghairu jāly.

78
 Di sini, dalālah naṣ bersifat qaṭ’i 

                                                           
77

 Dalālah al-Qur’an (kandungan makna al-Qur’an) yang berkaitan dengan hukum, dapat 

dibedakan menajdi dua macam, yaitu qaṭ’i dan  ẓāhir. Qaṭ’i al-Dalālah ialah naṣ yang 

menunjukkan pada makna tertentu yang tidak mengandung kemungkinan untuk di-ta’wil 
(dipalingkan dari makna asalnya) dan tidak ada celah atau peluang untuk memahaminya selain 

makna asalnya tersebut. Contohnya, seperti ayat yang menjelaskan bagian waris untuk seorang 

anak laki-laki. Sedangkan Ẓāhir al-Dalālah adalah naṣ yang masih mengandung dua atau lebih 

kemungkinan untuk di-ta’wil dan memahami selain makna asalnya. Dengan begitu, Ẓāhir al-
Dalālah bersifat ẓanni (dugaan kuat). Contohnya, ayat yang menjelaskan ‘iddah bagi wanita yang 

ditalak ialah tiga kali quru’. Kata quru’ dalam ayat tersebut dapat bermakna suci dan juga dapat 

bermakna haid. Lihat ‘Abdul Wahhab Khallaf, ‘Ilm Uṣūl al-Fiqh, (Kuwait: Dār al-Fikr, t.t.), 35. 
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karena naṣ adalah suatu dalil yang sudah jelas dan tidak ada majaz, 

takhṣīṣ, naskh dan iḍmār setelah wafatnya Nabi Muḥammad Saw. Jika 

dalalah naṣ bersifat qaṭ’i, maka secara otomatis gugur kemungkinan 

maṣlaḥah yang masih dalam dugaan meskipun ia mempunyai shāhid 

untuk dijadikan aṣl qiyas.
79

 

Kedua, maṣlaḥah yang disandarkan pada aṣl dengan proses analogi 

atau qiyas, pertentangan-pertentangan itu bersifat parsial seperti khāṣ dan 

‘ām, mutlaq dan muqayyad. Adapun pertentangan ini pada hakikatnya 

antara dua dalil syara’ yaitu ẓāhir al-Qur’an dengan qiyas shahih, bukan 

antara naṣ dengan maṣlaḥah yang bersifat dugaan
80

. Di sinilah peran 

ijtihad ‘uṣūlliyyin sangat dibutuhkan dan diuji dalam hal ta’wil dan tarjīḥ 

sesuai dengan pemahaman dan keilmuan mereka.
 81

 

3. Maṣlaḥah tidak bertentangan dengan Sunnah 

Sunnah adalah segala sesuatu yang sanadnya bersambung kepada 

Rasulullah Saw, berupa perkataan (qowli) atau perbuatan (fi’li) atau 

                                                                                                                                                               
78

 Jāly ialah lafadh yang dari segi kejelasan maknanya terbagi menjadi dua macam. Pertama, 

lafadh yang telah jelas penunjukan terhadap makna yang dimaksud, tanpa memerlukan penjelasan 

dari luar. Kedua, lafadh yang belum jelas penunjukan maknanya kecuali penjelasan dari luar 

lafadh itu. Sedangkan Ghairu Jāly ialah lafadh yang tidak jelas. Maksudnya lafadh tersebut 

dengan sendirinya tidak bisa menunjukkan kepada arti yang dimaksud, bahkan untuk memahami 

maksudnya memerlukan faktor dari luar. Lihat Effendi Satria, Pengantar Ushul Fiqh, (Jakarta: 

Kencana Prenada Media Group, 2008), 26. 
79

 Al-Būṭi, Ḍawābiṭ…, 120. 
80

 Misalnya QS. Al-Baqarah: 188 ‚dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang 
lain di antara kamu dengan jalan yang bathil…‛ Ayat tersebut, secara ẓāhir mengandung larangan 

mengambil harta bukan miliknya, termasuk seluruh jenis harta dalam segala kondisi. Pemahaman 

ẓāhir ini, bertentangan dengan hukum bolehnya orang mengambil harta orang lain dalam keadaan 

darurat berdasarkan qiyas pada bolehnya memakan bangkai bagi orang yang terpaksa. Lihat 

Mufid, Nalar, 119. 
81

 Al-Būṭi, Ḍawābiṭ…, 126. 
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ketetapan (taqrīri), baik periwayatannya mutawātir atau aḥad.
82

 Adapun 

untuk hadīth qowli, maka tidak ada pertentangan karena madlūl-nya jelas. 

Sedangkan untuk hadīth fi’li, yang menceritakan ialah shahabat 

Nabi Saw sehingga madlūl-nya belum jelas. Pengertian tersebut 

mengandung dua qarīnah yakni perbuatan yang bersifat khusus bagi Nabi 

Saw dan perbuatan yang bersifat kemanusiaan Nabi Saw. Ketika hadīth 

fi’li tidak mengandung dua qarīnah tersebut, namun perbuatan Nabi Saw 

menunjukkan kepada dalil untuk tujuan pendekatan, maka ia merupakan 

dalil mushtarak (mengandung multi tafsir) antara wajib dan nadb. 

Sedangkan yang tidak ada dalil untuk tujuan pendekatan, maka ia 

menunjukkan ibāḥah, nadb dan wajib. Dan ketentuan hukumnya 

ditentukan oleh dalil-dalil yang me-rājiḥ-kan.
83

 

Menurut al-Būṭi, pertentangan maṣlaḥah dengan Sunnah yang 

dimaksud di sini ialah apabila bertentangan dengan tiga hukum di atas 

yaitu ibāḥah, nadb dan wajib yang ditunjukkan oleh Sunnah. Adapun 

penentuan salah satu dari ukuran tersebut adalah termasuk dalam ruang 

ijtihad dan tarjīḥ. Dalam hal hadīth taqrīri, selama tidak mengandung 

unsur bahaya maka dianggap tidak bertentangan dengan Sunnah.
84

 

Terkait dengan periwayatannya, maṣlaḥah tidak boleh bertentangan 

dengan hadīth mutawātir, hal ini jelas karena ia merupakan qaṭ’i al-

wurūd. Adapun untuk hadīth aḥad, ia merupakan ẓan al-wurūd. Sehingga 

                                                           
82

 Mannā’ al-Qaṭṭān, Mabāhith fi ‘Ulūm al-Qur’an, (Beirut: Mu’assasah al-Risālah, 1990), 21-22. 
83

 Al-Būṭi, Ḍawābiṭ…, 144. 
84

 Ibid., 145. 
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untuk pengamalannya, maka harus melihat kepada konsensus para 

shahabat dan banyaknya riwayat lain yang semakna. Dalam hal ini, bukan 

berarti men- tarjīḥ maṣlaḥah tersebut atas naṣ.85
 

Suatu maṣlaḥah adakalanya ditetapkan hanya berdasarkan logika 

(akal) semata, tanpa didukung dari hukum yang diakui dalam al-Qur’an 

atau Sunnah. Selain itu, adakalanya maṣlaḥah ditetapkan berdasarkan 

salah satu dari al-Qur’an dan Sunnah tanpa adanya keikutsertaan logika 

(akal). Al-Būṭi berusaha untuk mengingatkan bahwa seberapa pun besar 

ukuran kebenaran logika menilai maṣlaḥah, maka ia tetap tidak boleh 

bertentangan dengan al-Qur’an dan Sunnah.
86

 Bila terjadi pertentangan, 

maṣlaḥah tersebut tidak bisa dinilai sebagai maṣlaḥah hakiki. 

4. Maṣlaḥah tidak bertentangan dengan Qiyas 

Ijtihad terhadap masalah-masalah baru yang secara tersurat tidak 

disebutkan dalam naṣ, metode yang sering digunakan al-Shāfi’i adalah 

qiyas, karena dengan qiyas akan didapatkan alasan (‘illah) hukum, baik 

yang tersurat dalam teks ataupun tidak.
87

 Qiyas merupakan upaya 

pemeliharaan maṣlaḥah pada far’ (kasus baru yang sedang dicari 

hukumnya) yang didasarkan pada persamaan ‘illah yang terkandung 

dalam aṣl (kasus lama yang sudah ada ketetapan hukumnya, baik dari naṣ 

al-Qur’an atau Sunnah). ‘Illah tersebut yang akan menjadi pertimbangan 

syara’. Setiap qiyas pasti akan mempertimbangkan maṣlaḥah, namun 
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 Mufid, Nalar, 121. 
86

 Al-Būṭi, Ḍawābiṭ…, 154. 
87

 Mufid, Nalar, 121-122. 
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tidak setiap pemeliharaan maṣlaḥah itu disebut qiyas.
88

 Oleh sebab itu, 

maṣlaḥah tidak boleh bertentangan dengan qiyas. 

Adapun hakikat qiyas terdiri dari empat rukun, yaitu
89

: 

a. Aṣl, yaitu suatu perkara yang telah disebutkan hukumnya dalam naṣ, 

baik al-Qur’an atau Sunnah. 

b. Far’, yaitu suatu perkara yang belum disebutkan hukumnya dalam al-

Qur’an maupun Sunnah. 

c. Hukum al-aṣl yang telah ditetapkan berdasarkan dalil naṣ. 

d. ‘Illah hukum, yaitu suatu kesesuaian sifat yang ada dalam aṣl dan far’ 

yang menjadi pertimbangan oleh syara’. 

Adapun dari keempat rukun tersebut, yang menjadi perhatian oleh 

para ulama adalah ‘illah. Al-Būṭi menetapkan syarat-syarat ‘illah, yakni
90

: 

a. ‘Illah harus diakui dalam aṣl dan syara’. 

b. ‘Illah harus wujud dalam far’. 

c. Pertimbangan ‘illah tersebut tidak menyebabkan batalnya hukum aṣl. 

d. ‘Illah tersebut merupakan sifat yang jelas dan cermat, serta terbatas 

pada tujuan syara’. 

Ketika terjadi pertentangan antara maṣlaḥah dengan qiyas, maka 

menurut al-Būṭi harus melihat derajat pada kesesuaian sifat yang diakui 

atau tidaknya
91

: 

                                                           
88

 Al-Būṭi, Ḍawābiṭ…, 190. 
89

 Rachmat Syafe’i, Ilmu Ushul Fiqih, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2010), 87-88. 
90

Al-Būṭi, Ḍawābiṭ…, 193. 
91

 Ibid., 194-202. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

60 
 

 

a. Al-munāṣib al-mulgha, bahwa syara’ tidak mengakuinya dan ketentuan 

hukumnya adalah berlawanan. Sehingga sifatnya menjadi gugur dan 

tidak sah. Kategori ini ditolak dan tidak dapat dijadikan ‘illah hukum. 

b. Al-munāṣib al-mursal, bahwa syara’ tidak menetapkan hukumnya, baik 

yang mengakui atau menolaknya. Kategori ini di kalangan ulama 

disebut sebagai maṣlaḥah mursalah. 

c. Al-munāṣib al-mulā’im, bahwa syara’ tidak menetapkan ‘illah 

hukumnya, baik naṣ maupun ijma’. Namun ada hukum lain 

(berdasarkan naṣ atau ijma’) yang menetapkannya berdasarkan 

kesesuaian sifatnya. Jumhūr al-‘Ulamā’ menerima kategori ini. 

d. Al-munāṣib al-muaththir, bahwa kesesuaian sifat tersebut ditetapkan 

sebagai ‘illah hukum oleh naṣ atau ijma’, serta kedudukannya 

disepakati oleh ulama. 

5. Tidak bertentangan dengan maṣlaḥah yang lebih urgen 

Bahwa syariat Allah Swt itu dibangun atas dasar kemaslahatan bagi 

hamba-hamba-Nya. Ketika beberapa bentuk maṣlaḥah tersebut dilematis, 

maka harus ada salah satu bentuk maṣlaḥah yang diprioritaskan.
92

 Oleh 

sebab itu, maksud dari pemeliharaan maṣlaḥah ialah agar maṣlaḥah yang 

lebih urgen harus didahulukan daripada maṣlaḥah yang di bawahnya. 

Misalnya mencegah mafsadah duniawi untuk melindungi hal-hal yang 

lebih besar (maṣlaḥah ukhrowi), bilamana keduanya dalam satu objek 

kajian hukum, atau memenuhi salah satunya karena ada sebab tertentu. 

                                                           
92

 Mufid, Nalar, 123. 
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Ukuran yang dipakai syariat di sini ialah merekatkan antara pemeliharaan 

maṣlaḥah dan hasilnya, serta memahami derajatnya dengan pandangan 

syara’ itu sendiri.
93

 

Dalam hal menentukan ukuran maṣlaḥah yang harus diutamakan, al-

Būṭi mengklasifikasikannya menjadi tiga macam: 

a. Tinjauan berdasarkan nilai dan urgensi dari bentuk kemaslahatan 

tersebut. 

Maṣlaḥah yang diakui oleh syara’ ialah bertingkat sesuai dengan 

kepentingannya dalam lima hal (Maqāṣid al-Sharī’ah), yaitu 

perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Pun 

demikian dengan al-Būṭi, bahwa maṣlaḥah ditinjau dari nilainya juga 

harus bertingkat. Artinya, maṣlaḥah yang di dalamnya terkandung nilai 

perlindungan terhadap agama harus diutamakan dari maṣlaḥah yang 

bernilai perlindungan jiwa, dan seterusnya. Kemudian alat untuk 

meraih maqāṣid al-sharī’ah adalah dengan melihat tingkat 

urgensitasnya, yang mana memiliki tiga tingkatan: ḍarūriyyah, 

ḥājiyyah dan taḥsīniyyah. Oleh sebab itu, kepentingan ḍarūriyyah 

harus diutamakan daripada kepentingan ḥājiyyah, dan seterusnya.
94

 

b. Tinjauan berdasarkan kadar maṣlaḥah yang terkandung di dalamnya. 

Apabila dua bentuk kemaslahatan tersebut bertentangan, yang 

mana berada dalam satu tingkatan (misalnya sama-sama ḍarūriyyah), 

maka menurut al-Būṭi harus ditinjau dari nilai yang terkandung dalam 

                                                           
93

 Al-Būṭi, Ḍawābiṭ…, 217. 
94

 Ibid., 218-219. 
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maqāṣid al-sharī’ah. Namun bila pertentangan tersebut juga 

mengandung nilai yang sama (misalnya sama-sama untuk melindungi 

agama), maka harus ditinjau berdasarkan kadar maṣlaḥah yang 

terkandung di dalamnya. Dalam hal ini menurut al-Būṭi adalah dengan 

melihat seberapa besar keuntungan yang diperoleh dalam kepentingan 

masyarakat umum dengan kepentingan pribadi.
 95

 

c. Tinjauan berdasarkan kemungkinan terjadi, artinya lebih kuat mana 

antara tidak atau memperoleh hasilnya. 

Tatkala dalam bagian kedua di atas masih tetap bertentangan, 

maka selanjutnya ialah dengan meninjau berdasarkan kemungkinan 

terjadi, lebih kuat mana antara tidak atau memperoleh hasilnya. 

Tinjauan berdasarkan kemungkinan terjadinya yaitu dengan 

mempertimbangkan akibat yang ditimbulkannya. Pertimbangan ini, 

berkaitan dengan apakah suatu perbuatan yang pada awalnya 

dipandang maṣlaḥah itu berakibat sama pada kemaslahatan pihak 

lain.
96

 Bila akibat yang dtimbulkan adalah maṣlaḥah, maka ia juga 

dinilai maṣlaḥah. Begitu pula sebaliknya, bila akibat yang ditimbulkan 

adalah mafsadah, maka ia juga dinilai mafsadah. 

Di sini, al-Būṭi membagi kembali dalam tiga macam. Pertama, 

maṣlaḥah atau mafsadah yang ditimbulkan tersebut berasal dari sebuah 

perbuatan yang memiliki potensi pasti, seperti membuat sumur di 

depan pintu rumah. Kedua, berasal dari perbuatan yang memiliki 

                                                           
95

 Mufid, Nalar, 123. 
96

 Ibid., 124. 
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dugaan kuat, seperti menjual anggur kepada pabrik bir. Ketiga, berasal 

dari keragu-raguan atau imajinasi, seperti menjual anggur kepada 

orang yang tidak diketahui untuk diolah atau hanya dimakan saja.
97

 

Dalam kaitannya maṣlaḥah mana yang harus diutamakan, al-Būṭi 

berpendapat bahwa tidak dibenarkan melakukan tarjīḥ (pengunggulan) 

yang hanya berdasarkan perbuatan yang berasal dari keragu-raguan 

atau imajinasi. Tarjīḥ hanya boleh dilakukan untuk perbuatan yang 

memiliki potensi pasti atau berasal dari dugaan yang kuat.
98

 

 

 

Peta Konsep Teori Maṣlaḥah Sa’īd Ramaḍān al-Būṭi: 

Gambar 2.1 

 

 

                                                           
97

 Al-Būṭi, Ḍawābiṭ…, 222. 
98

 Ibid. 

Bentuk Pemeliharaan Maṣlaḥah  

Mengarah kepada substansi 
agama yang dijelaskan 

dalam naṣ 

Sebagai bentuk 
penghambaan, maka 
tidak sah bila diukur 

dengan akal saja 

Adanya hukum-hukum syara' 
itu mengandung 

kemaslahatan dan menolak 
kerusakan 
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Gambar 2.2 

 

M
aṣ

la
ḥ

ah
 H

a
k

ik
i 

Harus 
berada 
dalam 
ruang 

lingkup 
tujuan 
syariat 

Maqāṣid al-
Sharī’ah berkisar 
pada lima perkara 
yaitu, ḥifẓ al-dīn, 
ḥifẓ al-nafs, ḥifẓ 

al-‘aql, ḥifẓ al-nasl 
dan ḥifẓ al-māl. 
Untuk mencapai 

Maqāṣid al-
Sharī’ah, maka 

terbagi menjadi 3 
tingkatan 

Ḍarūriyyah, 
contohnya: menjaga 
keturunan dengan 

cara menikah. 

Ḥājiyyah, contohnya: 
adanya talaq untuk 
menjaga keturunan. 

Taḥsīniyyah, 
contohnya: tata 

krama dalam 
pergaulan antara 
suami dan istri. 

Tidak 
bertentangan 
dengan Al-

Qur'an 

Memiliki sandaran hukum aṣl, contohnya: 
kebolehan mengumpulkan 4 istri oleh seorang 

suami. 

Tidak 
bertentangan 
dengan Al-

Sunnah 

Pertentangan terhadap ukuran multi tafsir yang 
ditunjukkan oleh Sunnah, contohnya: memegang 

alat kelamin adalah membatalkan wudlu. 

Tidak 
bertentangan 
dengan Qiyas 

Ketika terjadi pertentangan, maka harus melihat 
derajat kesesuaian sifat yang diakui oleh syara', 

contohnya: kesulitan untuk mengqodlo berulang-
ulang bagi wanita yang sedang haid. 

Tidak 
bertentangan 

dengan 
maṣlaḥah 
yang lebih 

urgen 

Berdasarkan nilai dan urgensi dalam satu objek 
kajian hukum. Kepentingan ḍarūriyyah harus 

didahulukan dari ḥājiyyah, serta menjaga agama 
harus didhahulukan dari menjaga harta. 

Contohnya: melaksanakan shalat jamaah 
didahulukan daripada mencari imam yang shalih 

Berdasarkan kadar maṣlaḥah yang terkandung, 
dengan cara melihat besar keuntungan yang 

diperoleh dalam kepentingan masyarakat dengan 
kepentingan pribadi. Contohnya: memanfaatkan 

sumur untuk umum daripada kepemilikan pribadi. 

Berdasarkan kemungkinan hasil yang tercapai, 
dengan cara mempertimbangkan akibat yang 

ditimbulkan.Contohnya: membuat sumur di depan 
pintu, maka dinilai mafsadah. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

65 
 

BAB III 

PERBEDAAN BATAS USIA MINIMAL PERKAWINAN BAGI 

LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN DALAM PASAL 15 

KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) 

 

A. Latar Belakang Penyusunan Kompilasi Hukum Islam 

Sebelum Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 lahir, istilah 

‘kompilasi’ belum dikenal luas dalam tata hukum Nasional, yang terdengar 

hanyalah istilah kodifikasi dan unifikasi. Secara etimologis, kompilasi berarti 

suatu kumpulan atau himpunan
1

, atau kumpulan yang tersusun secara 

teratur.
2

 Kompilasi diambil dari kata compilare (bahasa latin) yang 

mempunyai arti mengumpulkan bersama-sama.
3

 Dalam bahasa inggris 

menjadi compilation yang berarti karangan yang tersusun dari kutipan buku 

lain
4
, dan dalam bahasa Belanda menjadi compilatie yang mengandung arti 

kumpulan dari lain-lain karangan.
5
 

Bila melihat pengertian di atas, kompilasi tampaknya tidak mesti 

selalu berupa produk hukum yang mempunyai kepastian dan kesatuan hukum 

sebagaimana halnya dengan sebuah kodifikasi. Akan tetapi dalam konteks 

hukum, kompilasi merupakan sebuah buku hukum yang memuat uraian 

hukum tertentu, pendapat hukum atau aturan hukum. Dalam pengertian ini, 

                                                           
1
 John M. Echols dan Hassan Shadily, Kamus Inggris Indonesia, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka 

Umum, 1990), 132. 
2
 Departemen Pendidikan dan Budaya Republik Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

(Jakarta: Balai Pustaka, 1990), 453. 
3
 Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2010), 10. 

4
 S. Wojowasito dan W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Lengkap Inggris-Indonesia, Indonesia-

Inggris, (Jakarta: Hasta, 1982), 88. 
5
 S. Wojowasito, Kamus Umum Belanda-Indonesia, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru-Van Hoeve, 1981), 

123. 
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kompilasi memang berbeda dengan kodifikasi, namun secara substansial 

keduanya sama-sama sebagai sebuah buku hukum.
6
 

Bila memperhatikan konsideran Keputusan Bersama Ketua 

Mahkamah Agung dan Menteri Agama tanggal 21 Maret 1985 No. 

07/KMA/1985 dan No. 25 Tahun 1985 tentang Penunjukan Pelaksanaan 

Proyek Pembangunan Hukum Islam melalui yurisprudensi atau yang lebih 

dikenal sebagai Proyek Kompilasi Hukum Islam, dikemukakan ada dua 

pertimbangan mengapa proyek ini diadakan, yaitu: 

1. Bahwa sesuai dengan fungsi pengaturan Mahkamah Agung Republik 

Indonesia terhadap jalannya peradilan di semua lingkungan Peradilan 

Agama, perlu mengadakan Kompilasi Hukum Islam yang selama ini 

menjadikan hukum positif di Pengadilan Agama. 

2. Bahwa guna mencapai maksud tersebut, demi meningkatkan kelancaran 

pelaksanaan tugas, sinkronisasi dan tertib administrasi dalam proyek 

pembangunan Hukum Islam melalui yurisprudensi, dipandang perlu 

membentuk suatu tim proyek yang susunannya terdiri dari para Pejabat 

Mahkamah Agung dan Departemen Agama Republik Indonesia. 

Munculnya gagasan KHI dilatarbelakangi oleh: 

1. Melengkapi kebutuhan teknis yustisial peradilan agama. 

Kebutuhan ini dirasakan oleh Mahkamah Agung selaku Pembina 

teknis yustisial sejak tahun 1983, saat dimulainya pelaksanaan UU No. 14 

                                                           
6
 Abdurrahman, Kompilasi, 12. 
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Tahun 1970 dalam lingkungan Peradilan Agama.
7

 Kebutuhan yang 

dimaksud adalah adanya satu buku hukum yang menghimpun semua 

hukum terapan yang berlaku bagi lingkungan Peradilan Agama yang 

dapat dijadikan pedoman bagi para hakim dalam menjalankan tugasnya. 

Praktik penetapan hukum yang semata-mata mendasarkan penemuan 

dan pengambilan hukum dari sumber kitab-kitab, benar-benar tidak dapat 

dipertahankan. Karena praktik seperti ini dapat menjurus ke arah 

penegakan hukum sesuai selera dan persepsi hakim. Dikhawatirkan 

dengan adanya kebebasan hakim, putusan yang lahir akan menyimpang 

dan melenceng ke arah kebebasan yang tak terkendali. Padahal hakikat 

kebebasan hakim mengadili suatu perkara, tiada lain daripada kebebasan 

yang tunduk pada hukum.
8
 

2. Menyamakan Persepsi Penerapan Hukum 

Dengan adanya KHI, maka nilai-nilai tata hukum yang telah diatur 

dapat disamakan dalam penerapannya oleh hakim di seluruh Nusantara. 

Namun satu hal yang perlu diketahui bahwa dengan adanya KHI, bukan 

berarti mengurangi daya nalar mereka. Apalagi sampai menutup pintu 

bagi para hakim dalam melakukan penemuan dan pembaharuan hukum ke 

arah yang lebih aktual sesuai tuntutan perkembangan zaman. 

                                                           
7
 Salah satu alasan tidak dilaksanakannya teknis yustisial ini adalah karena peraturan pelaksanaan 

UU No. 14 Tahun 1970 bagi lingkungan Peradilan Agama belum ada. Sebagai jalan pintas, untuk 

memenuhi kebutuhan itu dibuatkan SKB Ketua MA dan Menag RI No. 01, 02, 03 dan 04/SK/1-

1983 dan No. 1, 2, 3 dan 4 Tahun 1983. Keempat SKB tersebut dijadikan dasar hukum bagi 

pelaksanaan pembinaan itu, sambil menunggu keluarnya UU tentang Peradilan Agama. 
8
 M. Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama Undang-Undang No. 

7 Tahun 1989, (Jakarta: Pustaka Kartini, 1990), 89. 
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Selain itu, dengan kehadiran KHI, tidak dibenarkan lagi adanya 

putusan hakim yang disparitas. Sehingga bagi para pencari keadilan 

diberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan dan segala upaya 

untuk mempertahankan hak dan kepentingannya yang dijamin oleh KHI. 

Dalam persidangan, para hakim tidak dapat mengadili perkara 

berdasarkan dengan madzhab tertentu. Pun demikian dengan para pihak 

atau penasehat hukum, mereka hanya diperkenankan mengajukan tafsir 

dengan bertitik tolak dari rumusan KHI.
9
 

3. Belum terpenuhinya kepastian hukum 

Putusan Pengadilan Agama (PA) yang tidak seragam, padahal 

kasusnya sama. Hal ini disebabkan tidak adanya standar baku yang 

berlaku di PA, putusan yang diambil oleh para hakim seringkali berbeda 

untuk kasus yang sama, sehingga dapat dikatakan subyektifitas hakim 

sangat tinggi. Bahkan hakim dapat mempergunakan keputusan hukum 

yang diambil sebagai alat politik untuk menyerang pihak lain. 

Ditinjau dari sudut pandang teori hukum, hal ini berarti bahwa 

produk-produk Peradilan Agama bertentangan dengan prinsip kepastian 

hukum. Di sisi lain, kitab-kitab fiqih yang dijadikan rujukan oleh hakim 

itu adalah produk pemikiran ulama pada abad pertengahan (sejak abad 2 

H), dimana konteks sosio-politik-kulturalnya berbeda dengan konteks 

Indonesia saat ini. Implikasinya, hukum-hukum fiqih seharusnya tidak 

mentah-mentah begitu saja digunakan hakim, namun harus disesuaikan 

                                                           
9
 M. Karsayuda, Perkawinan Beda Agama: Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum 

Islam, (Yogyakarta: Total Media, 2006), 103.  



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

69 
 

 

dengan konteks Indonesia, sehingga perlu dirumuskan adanya fiqih 

Indonesia.
10

 

Suatu hal yang tidak dapat dibantah ialah bahwa hukum Islam, baik di 

Indonesia maupun di dunia Islam lain, sampai hari ini adalah hukum fiqih 

hasil penafsiran pada abad kedua dan beberapa abad berikutnya. Mengenai 

kitab-kitab rujukan bagi PA pada dasarnya adalah sangat beragam, hakim PA 

dianjurkan agar mempergunakan kitab-kitab sebagai berikut
11

: 

1. Al-Bājūrī 

2. Fatḥul Mu’īn dengan Syarahnya 

3. Al-Sharqāwī ‘alā al-Taḥrīr 

4. Qulyūbī/Muḥallī 

5. Fatḥul Wahhāb dengan Syarahnya 

6. Tuḥfah 

7. Targhīb al-Mushtāq 

8. Qawā’īn al-Shar’iyyah li al-Sayyid Uthmān bin Yaḥyā 

9. Qawā’īn al-Shar’iyyah li al-Sayyid Ṣadaqah Daḥlān 

10. Shamsūrī li al-Farā’iḍ 

11. Bughyah al-Murtashidīn 

12. Al-Fiqh ‘alā al-Madhāhib al-Arba’ah 

13. Mughnī al-Muḥtāj 

                                                           
10

 Ratna Batara Munti dan Hindun Anisah, Posisi Perempuan dalam Hukum Islam di Indonesia, 

(Jakarta: LNH-APIK, 2005), 16-17. 
11

 Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1997), 44. 
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Dari kitab-kitab di atas, maka dapat dilihat bahwa pola pemikiran 

hukum yang ada di Indonesia saat itu umumnya bersumber pada kitab-kitab 

kuno madzhab Shāfi’i dan ditulis dalam bahasa arab. Materi tersebut 

kelihatannya memang masih belum memadai, sehingga sering kali 

dikeluarkan instruksi maupun surat edaran untuk menyeragamkan 

penyelesaian perkara. Dengan ditetapkannya 13 kitab hukum tersebut, 

setidaknya sudah membatasi penggunaan kitab rujukan. Sehingga 

mengurangi variasi putusan terhadap masalah yang sama. Hal itu dilakukan 

sebagai langkah awal menuju tercapainya suatu kepastian hukum.
12

 

Hal yang tidak kalah ruwetnya menurut Busthanul Arifin ialah bahwa 

dasar keputusan Peradilan Agama adalah dengan memakai kitab-kitab fiqih 

di atas. Ini membuka peluang terjadinya keluhan ketika pihak yang kalah 

mempertanyakan pemakaian kitab atau pendapat yang tidak 

menguntungkannya itu, seraya menunjuk kepada kitab atau pendapat yang 

menawarkan penyelesaian yang berbeda. Bahkan sering pula terjadi 

perselisihan antar hakim dalam memilih kitab rujukan.
13

 

Bahwa sebenarnya Pengadilan Agama cukup berperan dalam proses 

penerapan hukum Islam di Indonesia, sehingga diperlukan KHI guna 

dijadikan pegangan dalam penerapan hukumnya. KHI ini sebagai 

keberhasilan besar umat Islam Indonesia pada Pemerintahan Orde Baru ini. 

Sebab dengan demikian, nantinya umat Islam di Indonesia akan mempunyai 

                                                           
12

 Warkum Sumitro, Perkembangan Hukum Islam di Tengah Dinamika Sosial Politik di 
Indonesia, (Malang: Setara Press, 2016), 144. 
13

 Abdurrahman, Kompilasi…, 23. 
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pedoman fiqih yang seragam dan telah menjadi hukum positif yang wajib 

dipatuhi oleh seluruh bangsa Indonesia yang beragama Islam. Dengan ini 

diharapkan tidak akan terjadi kesimpangsiuran keputusan dalam putusan 

Pengadilan Agama dan tajamnya perbedaan pendapat tentang masalah hukum 

Islam.
14

 

Sebagai ijma’ ulama Indonesia, KHI tersebut diharapkan dapat 

dipedomani para hakim dan masyarakat seluruhnya. Karena pada hakikatnya, 

secara substansial, kompilasi tersebut dalam sepanjang sejarahnya, telah 

menjadi hukum postitif yang berlaku dan diakui keberadaannya. Karena 

semula, hukum Islam yang dimaksud di atas, merupakan hukum dalam kitab-

kitab fiqih yang banyak di dalamnya terdapat perbedaan pendapat, dicoba 

diunifikasikan ke dalam bentuk kompilasi.
15

 

 

B. Proses Penyusunan Kompilasi Hukum Islam 

Gagasan untuk mengadakan KHI di Indonesia untuk pertama kali 

diumumkan oleh Menteri Agama RI, Munawir Sadzali, MA., pada bulan 

Februari 1985 dalam ceramahnya di depan para mahasiswa IAIN Sunan 

Ampel Surabaya. Semenjak itu, ide ini menggelinding dan mendapat 

sambutan hangat dari berbagai pihak. Berdasarkan keterangan tersebut bisa 

dilihat bahwa untuk mengadakan KHI ini memang baru muncul sekitar tahun 

1985 dan kemunculannya ini adalah merupakan hasil kompromi antara pihak 

                                                           
14

 Warkum, Perkembangan…, 182. 
15

 Ahmad, Hukum…, 25. 
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Menteri Agama dan Departemen Agama (Depag). Langkah untuk 

mewujudkan kegiatan ini mendapat dukungan banyak pihak.
16

 

Untuk menindaklanjuti pikiran-pikiran yang berkembang dalam 

pertemuan-pertemuan tersebut, Presiden Soeharto pada tanggal 15 Maret 

1985, membentuk proyek pembangunan hukum Islam melalui yurisprudensi 

kerjasama Mahkamah Agung dan Depag
17

 dengan Surat Keputusan Bersama 

(SKB) Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama tentang penunjukan 

pelaksana proyek pembangunan hukum Islam melalui yurisprudensi No. 

07/KMA/1985 dan No. 25 tahun 1985.
18

 

Setelah adanya kerjasama tersebut, secara aktif Depag melakukan 

berbagai kegiatan ilmiah di bidang-bidang hukum tertentu dalam rangka 

mempersiapkan materi KHI. Kegiatan-kegiatan ilmiah tersebut tidak hanya 

diikuti oleh ahli hukum yang ada di Depag dan MA. Tetapi juga melibatkan 

para ahli hukum dari kalangan akademisi maupun kalangan profesi lainnya 

seperti para hakim, pengacara, notaris dan sebagainya. Selain itu, berbagai 

forum pertemuan antara MA dan Depag telah dilakukan. Forum yang paling 

intensif yakni yang dilakukan bersamaan rapat kerja tahunan Depag.
19

 

Dalam pertemuan-pertemuan gabungan antara MA dan Depag pada 

dasarnya berkesimpulan bahwa kesempurnaan pembinaan badan-badan 

                                                           
16

 Abdurrahman, Kompilasi…, 31-33. 
17

 Mahkamah Agung adalah lembaga yudikatif yang bertanggung jawab terhadap teknis yustisial 

peradilan. Sedangkan Depag adalah lembaga eksekutif yang bertanggung jawab terhadap 

organisasi, administrasi dan keuangan Pengadilan Agama. Lihat Pasal 11 ayat (1) UU No. 14 

Tahun 1970. 
18

 Marzuki Wahid dan Rumadi, Fiqh Madzhab Negara; Kritik atas Politik Hukum Islam di 
Indonesia, (Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2001), 149. 
19

 Warkum, Perkembangan…, 179. 
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peradilan agama beserta aparatnya hanya dapat dicapai antara lain dengan 

cara berikut
20

: 

1. Memberikan dasar formal, kepastian hukum di bidang hukum acara dan 

dalam susunan kekuasaan peradilan Agama dan kepastian hukum (legal 

security) di bidang hukum materiil. 

2. Demi tercapainya legal security bagi para justia belen (orang awam, 

pencari keadilan) maupun bagi masyarakat Islam sendiri perlu aturan 

hukum Islam yang tersebar itu dihimpun atau dikompilasi dalam buku-

buku hukum tentang perkawinan (munākaḥāt), kewarisan (farā’iḍ), dan 

wakaf. 

Pada tanggal 21 Maret 1985 di Yogyakarta, dalam satu rapat kerja 

gabungan yang dihadiri oleh Ketua-Ketua Pengadilan Tinggi dan Peradilan 

Umum, Ketua-Ketua Pengadilan Tinggi Agama dan Ketua-Ketua Mahkamah 

Militer se-Indonesia. Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama 

menandatangai SKB tentang proyek pembangunan Hukum Islam melalui 

Yurisprudensi atau disebut juga proyek KHI.
21

 

Melalui SKB tersebut, dimulailah kegiatan proyek KHI yang 

berlangsung dengan jangka waktu dua tahun. Pelaksanaan proyek ini 

kemudian didukung oleh Keputusan Presiden No. 191/1985 tanggal 10 

Desember 1985 dengan biaya sebesar Rp. 230.000.000,00. Biaya sebesar ini 

tidak berasal dari APBN tetapi langsung dari Presiden Soeharto sendiri. 

                                                           
20

 Ibid., 179-180. 
21

 Abdurrahman, Kompilasi…, 33. 
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Berdasarkan SKB tersebut ditetapkan bahwa
22

: 

1. Pimpinan Umum   : Prof. H. Busthanul Arifin, SH. 

2. Wakil Pimpinan Umum I  : HR. Djoko Soegianto, SH. 

3. Wakil Pimpinan Umum II  : H. Zaini Dahlan, MA. 

4. Pimpinan Pelaksana Proyek  : H. Masrani Basran, SH. 

5. Wakil Pimpinan Pelaksana Proyek : H. Muchtar Zarkasih, SH. 

6. Sekretaris    : Ny. Lies Sugondo, SH. 

7. Wakil Sekretaris   : Drs. Marfuddin Kosasih, SH. 

8. Bendahara    : Alex Marbun 

9. Wakil Bendahara   : Drs. Kadi 

10. Pelaksana Bidang   : 

a. Kitab/Yurisprudensi   : 

1. Prof. H. Ibrahim Husein LML 

2. Prof. H. MD. Kholid, SH. 

3. Wasit Aulawi, MA. 

b. Wawancara     : 

1. M. Yahya Harahap, SH. 

2. Abdul Gani Abdullah, SH. 

c. Pengumpulan dan Pengolahan Data : 

1. H. Amiroeddin Noer, SH. 

2. Drs. Muhaimin Nur, SH. 

                                                           
22

 Ibid., 34-35. 
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Selanjutnya dengan Surat Keputusan Pimpinan Pelaksana Proyek 

tanggal 24 April 1985 No. 01/MA/PPHI/85 telah disusun Tim Pelaksana yang 

bersifat lebih administratif lagi dalam menunjang pelaksanaan proyek yang 

bersangkutan.
23

 

Proyek pembangunan Hukum Islam melalui yuriprudensi ini dilakukan 

melalui beberapa tahapan, yaitu
24

: 

a. Tahap I  : Persiapan 

b. Tahap II  : Pengumpulan data, melalui: 

1) Jalur Ulama 

Dengan mewawancarai para ulama yang telah ditetapkan pada 10 

lokasi di Indonesia: Banda Aceh, Medan, Palembang, Padang, Jawa 

Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Ujung Pandang, Mataram dan 

Banjarmasin. Adapun pemilihan tokoh ulama dilakukan oleh Panitia 

Pusat bekerjasama dengan Ketua Pengadilan Tinggi Agama setempat.
25

 

Beberapa ulama tersebut merupakan perseorangan maupun golongan 

yang mewakili ormas-ormas Islam di Indonesia. Mereka telah 

memberikan dukungan dan partisipasi aktif dalam menjawab pertanyaan 

yang diajukan panitia. Jawaban-jawaban tersebut dihimpun secara 

deskriptif. Jalur wawancara ini diselesaikan dalam bulan Oktober dan 

November 1985.
26

 

                                                           
23

 Ibid., 35. 
24

 Ibid., 36-37. 
25

 Ahmad, Hukum…, 48. 
26

 Abdurrahman, Kompilasi…, 38. 
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Wawancara terhadap para ulama dilakukan dengan melibatkan 185 

ulama dengan rincian sebagai berikut
27

: 

a. Wilayah Banda Aceh, 20 ulama (semuanya laki-laki). 

b. Wilayah Medan, 19 ulama (semuanya laki-laki). 

c. Wilayah Padang, 20 ulama (hanya 1 orang perempuan). 

d. Wilayah Palembang, 20 ulama (semuanya laki-laki). 

e. Wilayah Bandung, 16 ulama (semuanya laki-laki). 

f. Wilayah Surakarta, 18 ulama (hanya 1 orang perempuan). 

g. Wilayah Surabaya, 18 ulama (hanya 2 orang perempuan). 

h. Wilayah Banjarmasin, 15 ulama (semuanya laki-laki). 

i. Wilayah Ujung Pandang, 19 ulama (semuanya laki-laki). 

j. Wilayah Mataram, 20 ulama (semuanya laki-laki). 

Sepuluh lokasi tersebut dipandang sebagai representasi atau 

mewakili Indonesia, baik dari segi responden maupun letak 

geografisnya. Untuk pemilihan 185 ulama tersebut merupakan ulama-

ulama pilihan yang dipandang mempunyai kapabilitas yang memadai 

dan kharismanya yang mampu mempengaruhi masyarakat sekitarnya. 

Wawancara ini dilakukan dengan dua cara, yakni dengan mengajukan 

pokok-pokok masalah kepada responden secara bersama-sama dalam 

satu tempat, yakni dengan metode Focused Group Discussion (FGD). 

                                                           
27

 Marzuki, Fiqh…, 152. 
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Jika cara yang pertama tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, maka 

dengan wawancara secara terpisah.
28

 

2) Jalur Kitab-Kitab Fiqih 

Dengan mengumpulkan dan mengkaji kitab-kitab hukum/kitab-

kitab fiqih yang selama ini dijadikan pedoman hakim PA ditambah 

dengan 25 kitab lagi dari berbagai madzhab yang dianggap mempunyai 

otoritas (mu’tabarah), terutama di Indonesia.
29

 Dari kitab-kitab tersebut, 

kemudian diteliti terbatas pada hukum keluarga dengan rincian 

sebanyak 160 masalah yang menjadi kewenangan Peradilan Agama. 

Selanjutnya dirumuskan kesimpulan singkat pendapat hukum sesuai 

rincian masalah yang disusun panitia. Pada jalur ini, pelaksanaannya 

dipercayakan kepada tujuh IAIN yang penandatanganan kerjasamanya 

dilakukan pada tanggal 19 Maret 1986 antara Menteri Agama dengan 

Rektor IAIN yang ditunjuk.
30

 

Selain dari pengkajian kitab-kitab tersebut, juga diambil hasil-hasil 

fatwa yang berkembang di Indonesia, seperti fatwa Majelis Ulama 

Indonesia (MUI), Nahdlatul Ulama (NU), Majelis Tarjih 

Muhammadiyah dan lain-lain.
31

 

3) Jalur Yurisprudensi Peradilan Agama 

Dengan menghimpun putusan-putusan Peradilan Agama yang masih 

bisa ditemukan dalam arsip-arsipnya, kemudian dikaji dan dipilih mana 

                                                           
28

 Ibid., 157. 
29

 Ibid., 156. 
30

 Ratna, Posisi…, 21. 
31

 Ahmad, Hukum…, 47. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

78 
 

 

yang diperlukan dan diterapkan, yakni yang telah dihimpun dalam 16 

buku sebagai berikut
32

: 

a. Himpunan putusan PA/PTA 4 buku, yaitu terbitan Tahun 1976/1977, 

1977/1978, 1978/1979 dan 1980/1981. 

b. Himpunan fatwa 3 buku, yaitu terbitan Tahun 1978/1979, 1979/1980 

dan 1980/1981. 

c. Yurisprudensi PA 5 buku, yaitu terbitan Tahun 1977/1978, 

1978/1979, 1981/1982, 1982/1983 dan 1983/1984. 

d. Law Report 4 buku, yaitu terbitan 1977/1978, 1978/1979, 1981/1982 

dan 1983/1984. 

4) Jalur Studi Perbandingan di Negara-Negara lain khususnya di Negara-

Negara Timur Tengah 

Dengan mempelajari bagaimana Negara-Negara lain yang 

memperlakukan hukum Islam pada bidang-bidang yang akan 

dikompilasi di Indonesia. Studi perbandingan ini dilaksanakan oleh dua 

orang, yaitu H. Masrani Basran, Hakim Agung MA RI, dan H. Muchtar 

Zarkasih, Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Depag RI. 

Jalur ini dilaksankan ke beberapa Negara di Timur Tengah
33

: 

a) Maroko pada tanggal 28 dan 29 Oktober 1986 

b) Turki pada tanggal 1 dan 2 November 1986 

c) Mesir pada tanggal 3 dan 4 November 1986 

                                                           
32

 Abdurrahman, Kompilasi…, 43-44. 
33

 Ibid., 44-45. 
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Pada jalur ini diperoleh informasi sebagai bahan masukan, yakni
34

: 

a) Sistem Peradilan 

b) Masuknya Shariah Law dalam tata hukum Nasional 

c) Sumber hukum dan hukum materiil yang menjadi pegangan atau 

terapan hukum di bidang aḥwāl al-Shakhṣiyyah (hukum keluarga) 

yang menyangkut kepentingan muslim. 

c. Tahap III : Penyusunan Rancangan KHI dan Data-data tersebut 

d. Tahap IV : Penyempurnaan, dengan mengumpulkan masukan-

masukan akhir dari para ulama/cendikiawan Muslim seluruh Indonesia yang 

ditunjuk melalui Lokakarya. 

Lokakarya berlangsung selama 5 hari (2-6 Februari 1988) bertempat 

di Hotel Kartika Chandra Jakarta, dihadiri oleh 123 peserta yang terdiri 

dari Para Ketua MUI Provinsi, Ketua PTA se-Indonesia, beberapa Rektor 

IAIN, ormas-ormas Islam dan organisasi perempuan.
35

 Para peserta dibagi 

ke dalam 3 komisi, yaitu
36

: 

1. Komisi I Bidang Hukum Perkawinan diketuai oleh H. Yahya Harahap, 

SH., dengan anggota sebanyak 42 orang. 

2. Komisi II Bidang Hukum Kewarisan diketuai oleh H. A. Wasit Aulawi, 

MA., dengan anggota sebanyak 42 orang. 

                                                           
34

 Ahmad, Hukum…, 49. 
35

 Lokakarya ini dimaksudkan untuk mendengarkan komentar akhir para ulama dan cendikiawan 

muslim. Jadi, bukan mengkaji ulang secara kritis terhadap naskah rancangan KHI tersebut. Lihat 

Ditbinbapera Depag RI, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Ditbinbapera, 

1991/1992), 157. 
36

 Munawir Sadzali, Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam, (Yogyakarta: UII Press, 

1999), 2-3. 
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3. Komisi III Bidang Hukum Perwakafan diketuai oleh H. Masrani Basran, 

SH., dengan anggota sebanyak 29 orang. 

Selain jalur-jalur di atas, beberapa organisasi Islam mengadakan 

Seminar tentang KHI, di antaranya yang diselenggarakan oleh Majelis Tarjih 

Muhammadiyah pada tanggal 8-9 April 1986 di Kampus Universitas 

Muhammadiyah Yogyakarta, dihadiri Menteri Agama dan Ketua MUI, Hasan 

Basri. Pun demikian dengan Syuriah NU Jawa Timur, mereka mengadakan 

baḥth al-masā’il tiga kali di tiga pondok pesantren, yaitu Tambakberas, 

Lumajang dan Sidoarjo.
37

 

Pada tanggal 29 Desember 1989, Pemerintah mengundangkan 

berlakunya UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama setelah sekian 

lama UU ini menempuh proses yang cukup alot karena banyaknya reaksi 

yang bermunculan untuk menghalangi lahirnya UU ini.
38

 Berlakunya UU ini 

mempunyai pengaruh besar terhadap proses penyelesaian penyusunan KHI. 

UU ini mengatur tentang hukum formil yang akan dipakai di PA. Hukum 

                                                           
37

 Ahmad, Hukum…, 49. 
38

 Sebelum UU Perkawinan lahir, Pemerintah sebenarnya telah mencoba menindaklanjuti pesan 

UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Usaha ini 

kemudian membutuhkan waktu yang cukup lama, 17 tahun, hingga akhirnya RUU Peradilan 

Agama dapat diajukan ke DPR untuk dimintakan persetujuan. Dengan amanat Presiden RI No. R-

06/PU/XII/1988 tanggal 3 Desember 1988, Pemerintah menyampaikan RUU tersebut ke DPR. 

Dan pada tanggal 28 Januari 1989, Menteri Agama atas nama Pemerintah RI telah 

menyampaikan keterangannya atas RUU tersebut dalam sidang paripurna DPR-RI. Setelah 

melalui perdebatan panjang, akhirnya melalui Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 

Nomor 49, disahkan UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Upaya mewujudkan UU 

Peradilan Agama ini tentu bukan saja  dimaksudkan semata-mata untuk memenuhi ketentuan UU 

No. 14 Tahun 1970, tetapi juga untuk memenuhi dan menghadirkan suatu Peradilan Agama 

seperti yang dikehendaki oleh Pasal 63 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 

Kelahiran UU Peradilan Agama patut disyukuri. Dengan UU tersebut, Peradilan Agama telah 

sejajar dengan Peradilan yang lain, tidak lagi ada pengawasan atau campur tangan Peradilan lain. 

Keputusan hukum yang dikeluarkan tidak lagi membutuhkan pengukuhan dari Peradilan Umum. 

Lihat Ahmad, Hukum…, 40-42. 
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formil secara teori adalah untuk mempertahankan hukum materiil. Akan 

tetapi, sampai saat itu hukum materiil mana yang dipergunakan di PA masih 

belum jelas. Dengan demikian, maka dengan berlakunya UU ini menjadi 

dorongan yang lebih kuat untuk memacu lahirnya hukum materiil yaitu 

KHI.
39

 

Pada tanggal itu pula, secara resmi naskah rancangan KHI oleh 

pimpinan proyek diserahkan kepada Ketua Mahkamah Agung RI dan Menteri 

Agama RI. Pada upacara penyerahan naskah rancangan KHI tersebut 

disepakati bahwa untuk penyempurnaan isi KHI diperlukan masukan-

masukan dari para ulama dan cendikiawan muslim. Untuk itu, telah dilakukan 

lokakarya akhir dengan beberapa penghalusan redaksional, naskah tersebut 

diserahkan kepada Presiden melalui Menteri Agama.
40

 

Dorongan kepada Pemerintah untuk segera mengesahkan KHI itu 

muncul dari berbagai pihak. Hanya saja pada waktu itu masih terdapat 

perbedaan pandangan tentang produk hukum yang akan mewadahi kompilasi 

tersebut. Idealnya ia harus dituangkan dalam satu Undang-undang. Akan 

tetapi dikhawatirkan kalau harus merancang kembali satu UU, prosesnya 

akan berlarut-larut dan memakan waktu yang lama. Ada pula keinginan untuk 

menuangkannya dalam bentuk Peraturan Pemerintah atau Keputusan 

Presiden.
41

 

                                                           
39

 Abdurrahman, Kompilasi…, 49-50. 
40

 Warkum, Perkembangan…, 181. 
41

 Abdurrahman, Kompilasi…, 50. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

82 
 

 

Pada tanggal 10 Juni 1991, Presiden menandatangani Instruksi 

Presiden RI No. 1 Tahun 1991. Sejak saat itu secara formal berlakulah KHI di 

seluruh Indonesia sebagai hukum materiil yang dipergunakan di lingkungan 

Pengadilan Agama (PA). Sebagai tindak lanjut, pada tanggal 22 Juni 1991, 

Menteri Agama telah mengeluarkan Keputusan No. 154 Tahun 1991 tentang 

Pelaksanaan Inpres RI No. 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991. Selanjutnya 

kompilasi ini disebarluaskan kepada semua Ketua Pengadilan Tinggi Agama 

dan Ketua PA melalui Surat Edaran Direktur Pembinaan Badan Peradilan 

Agama Islam tanggal 25 Juli 1991 No. 3694/EV/HK.003/AZ/91.
42

 

 

C. Landasan dan Kedudukan Kompilasi Hukum Islam 

Landasan dalam artian sebagai dasar hukum keberadaan KHI di 

Indonesia. Produk hukum KHI dituangkan dalam Instruksi Presiden No. 1 

Tahun 1991. Menurut Ismail Suny, bahwa KHI yang memuat hukum materiil 

ini dapat ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden/Instruksi Presiden. 

Dasar hukum Inpres ialah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Nasional 

Republik Indonesia (UUD NRI) 1945, yaitu ‚Presiden RI memegang 

kekuasaan pemerintahan menurut UUD‛. Sebagai pemegang kekuasaan 

eksekutif, Presiden berkewajiban untuk menjalankan UU, untuk itu ia 

mempunyai kekuasaan untuk menetapkan peraturan pemerintahan (pouvoir 

reglementair).43
 

                                                           
42

 Ibid., 50-51. 
43

 Marzuki, Fiqh…, 166. 
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Inpres ini ditujukan kepada Menteri Agama untuk menyebarluaskan 

KHI yang sudah disepakati tersebut. Diktum Keputusan ini hanya 

menyatakan
44

: 

PERTAMA : Menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam yang terdiri 

dari: 

a. Buku I tentang Hukum Perkawinan 

b. Buku II tentang Hukum Kewarisan 

c. Buku III tentang Hukum Perwakafan 

Sebagaimana telah diterima baik oleh para alim ulama 

Indonesia dalam lokakarya di Jakarta pada tanggal 2-5 

Februari 1988 untuk digunakan oleh Instansi Pemerintah 

dan masyarakat yang memerlukannya. 

KEDUA : Melaksanakan Instruksi ini dengan sebaik-baiknya dan 

dengan penuh tanggung jawab. 

Sedangkan konsideran Inpres tersebut menyatakan
45

: 

a. Bahwa ulama Indonesia dalam lokakarya yang diadakan di Jakarta pada 

tanggal 2-5 Februari 1988 telah menerima baik rancangan buku Kompilasi 

Hukum Islam, yaitu Buku I tentang Hukum Perkawinan, Buku II tentang 

Hukum Kewarisan, dan Buku III tentang Hukum Perwakafan. 

b. Bahwa Kompilasi Hukum Islam tersebut dalam huruf (a) oleh Instansi 

Pemerintah dan masyarakat yang memerlukannya dapat digunakan sebagai 

pedoman dalam menyelesaikan masalah-masalah di bidang tersebut. 

                                                           
44

 Abdurrahman, Kompilasi…, 53-54. 
45

 Ibid., 54. 
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c. Bahwa oleh karena itu Kompilasi Hukum Islam tersebut dalam huruf (a) 

perlu disebarluaskan. 

Bila melihat dari konsideran di atas, adanya KHI ini dapat digunakan 

sebagai pedoman dalam menyelesaikan masalah-masalah di bidang 

perkawinan, kewarisan dan perwakafan, sehingga dapat menumbuhkan kesan 

bahwa KHI ini bersifat tidak mengikat, artinya dapat memakainya dan dapat 

pula tidak memakainya. Hal ini tentu saja tidak sesuai dengan apa yang 

dijelaskan dalam latar belakang penyusunannya. Oleh sebab itu, pengertian 

sebagai pedoman harus dimaknai sebagai tuntutan atau petunjuk yang harus 

dipakai oleh Pengadilan Agama maupun masyarakat dalam menyelesaikan 

sengketa dalam bidang perkawinan, kewarisan dan perwakafan.
46

 

Selanjutnya yang menjadi dasar dan landasan dari Kompilasi ini 

adalah Keputusan Menteri Agama RI tanggal 22 Juli 1991 No. 154 Tahun 

1991 tentang Pelaksana Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 1 Tahun 

1991. Konsideran Keputusan ini menyebutkan
47

: 

a. Bahwa Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 1 Tahun 1991 tanggal 10 

Juni 1991 memerintahkan kepada Menteri Agama untuk menyebarluaskan 

Kompilasi Hukum Islam untuk digunakan oleh Instansi Pemerintah dan 

oleh masyarakat yang memerlukannya. 

b. Bahwa penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam tersebut perlu 

dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh tanggung jawab. 

                                                           
46

 A. Rahmat Rosyadi dan M. Rais Ahmad, Formalisasi Syariat Islam dalam Perspektif Tata 
Hukum Indonesia, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2006), 102. 
47

 Abdurrahman, Kompilasi…, 55-56. 
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c. Bahwa oleh karena itu perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Agama RI 

tentang Pelaksana Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 1 Tahun 

1991. 

Dalam Diktum Keputusan Menteri tersebut disebutkan sebagai 

berikut
48

: 

PERTAMA : Seluruh Instansi Departemen Agama dan Instansi 

Pemerintah lainnya yang terkait agar menyebarluaskan 

Kompilasi Hukum Islam di bidang Hukum Perkawinan, 

Hukum Kewarisan dan Hukum Perwakafan sebagaimana 

dimaksud dalam diktum pertama Instruksi Presiden 

Republik Indonesia No. 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 

untuk digunakan oleh Instansi Pemerintah dan masyarakat 

yang memerlukannya dalam menyelesaikan masalah-

masalah di bidang tersebut. 

KEDUA  : Seluruh lingkungan Instansi tersebut dalam diktum 

pertama, dalam menyelesaikan masalah-masalah di bidang 

Hukum Perkawinan, Kewarisan dan Perwakafan sedapat 

mungkin menerapkan Kompilasi Hukum Islam tersebut di 

samping peraturan perundang-undangan lainnya. 

KETIGA  : Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam 

dan Direktur Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji 

mengkoordinasikan pelaksanaan Keputusan Menteri 

                                                           
48

 Marzuki, Fiqh…, 165. 
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Agama Republik Indonesia ini dalam bidang tugasnya 

masing-masing. 

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan. 

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam Keputusan Menteri Agama 

tersebut ialah pada diktum bagian kedua yang berkaitan dengan kedudukan 

KHI, yakni kata ‘sedapat mungkin’ kiranya mempunyai kaitan cukup erat 

dengan kata ‘dapat digunakan’ dalam Inpres No. 1 Tahun 1991. Selain itu, 

dalam Keputusan ini juga disebutkan bahwa penggunaan KHI adalah ‘di 

samping’ peraturan perundang-undangan lainnya. Hal ini menunjukkan 

adanya kesederajatan KHI ini dengan ketentuan perundang-undangan 

lainnya.
49

 

Pengaturan lebih lanjut adalah termuat dalam Surat Edaran Direktur 

Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam atas nama Direktur Jenderal 

Pembinaan Kelembagaan Agama Islam tanggal 25 Juli 1991 No. 

3694/EV/HK.003/AZ/91 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi 

Agama dan Ketua Pengadilan Agama di seluruh Indonesia tentang 

Penyebarluasan Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 

1991.
50

 

Berdasarkan apa yang telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan 

ada tiga fungsi dari Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yaitu
51

: 

                                                           
49

 Abdurrahman, Kompilasi…, 57. 
50

 Ibid., 57-58. 
51

 Ibid., 59-60. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

87 
 

 

1. Sebagai suatu langkah awal/sasaran untuk mewujudkan kodifikasi dan 

juga unifikasi hukum Nasional yang berlaku untuk warga masyarakat. Hal 

ini penting mengingat mayoritas penduduk Indonesia adalah beragama 

Islam, dimana ketentuan-ketentuan hukum yang sudah dirumuskan dalam 

kompilasi ini akan diangkat sebagai bahan materi hukum nasional. 

2. Sebagai pegangan dari para hakim Pengadilan Agama dalam memeriksa 

dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangannya. 

3. Sebagai pegangan bagi warga masyarakat mengenai hukum Islam yang 

berlaku baginya yang sudah merupakan hasil rumusan yang diambil dari 

berbagai kitab kuning yang semula tidak dapat mereka baca secara 

langsung. 

Dalam konteks sekarang ini, meski telah ada KHI, tidak tertutup 

kemungkinan lembaga fatwa tetap dibutuhkan. Pasal 52 ayat (1) UU No. 7 

Tahun 1989 secara implisit membuka peluang hakim untuk memberikan 

fatwa, ‚Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat 

tentang hukum Islam kepada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya, 

apabila diminta.‛52
 

Munculnya KHI yang menjadi pedoman bagi para hakim di Peradilan 

Agama merupakan pancaran norma hukum yang tertuang dalam Pasal 29 

UUD NRI 1945
53

. Oleh karena itu, keberlakuan dan kekuatan hukum Islam 

                                                           
52

 Ahmad, Hukum…, 33. 
53

 Pasal 29 UUD NRI 1945 menyebutkan: 

1. Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa 
2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-

masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. 
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secara ketatanegaraan di Indonesia adalah Pancasila dan Pasal 29 UUD NRI 

1945.
54

 

Dalam tata urutan perundang-undangan Republik Indonesia 

berdasarkan TAP. No. XX/MPRS/1966 juncto TAP MPR No. V/MPR/1973 

memang di dalamnya tidak disebutkan Inpres, sehingga terkesan seolah-olah 

Inpres tidak termasuk dalam bentuk peraturan perundangan di Indonesia. 

Menurut Ismail Suny, ahli hukum tata Negara, meskipun Inpres tidak 

disebutkan, namun berdasarkan kenyataan bahwa dalam praktik 

penyelenggaraan pemerintahan, Presiden sering mengeluarkan Inpres yang 

dianggapnya lebih efektif, maka Inpres memiliki kedudukan hukum yang 

sama dengan Kepres, sehingga daya mengikatnya pun sama.
55

 

Dilihat dari tata urutan hukum yang berlaku di Indonesia, kedudukan 

Instruksi Presiden ini berada di bawah Undang-undang.
56

 Menurut A. Hamid 

S. Attamimi, sifat mengikat KHI bagi para hakim Peradilan Agama dan 

masyarakat muslim pada umunya ialah bersifat formal yuridis dengan tidak 

menutup kemungkinan bagi hakim untuk melakukan ijtihad dalam upaya 

penemuan hukum.
57

 

Landasan fungsional KHI adalah sebagai fikih Indonesia, karena ia 

disusun dengan memperhatikan kondisi kebutuhan hukum umat Islam. KHI 

bukan berupa madzhab baru, melainkan ia mempersatukan berbagai fikih 

                                                           
54

 Zainuddin Ali, Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 

2008), 87. 
55

 Warkum, Perkembangan…, 190. 
56

 Ratna, Posisi…, 23. 
57

 Warkum, Perkembangan…, 191. 
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dalam menjawab satu persoalan. Ia mengarah kepada unifikasi madzhab 

dalam hukum Islam. Oleh karena itu, di dalam sistem hukum di Indonesia ini 

merupakan bentuk terdekat dengan kodifikasi hukum yang menjadi arah 

pembangunan hukum nasional di Indonesia.
58

 

Dengan dikukuhkannya KHI menunjukkan adanya dukungan dari 

struktur politik dan pemuka agama, mengingat dari substansi hukum Islam 

yang semula abstrak dan terkesan kaku menjadi lebih kongkrit, lebih 

sistematis dan lebih adaptif. 

Pada tahun 2003, setelah kejatuhan rezim Orde Baru, Depag RI 

menyerahkan Rancangan Undang-undang Hukum Terapan Peradilan Agama 

(RUU HTPA) kepada Presiden untuk diserahkan kepada DPR. RUU HTPA 

ini menyempurnakan materi KHI dan meningkatkan statusnya dari Inpres 

menjadi Undang-undang. Peningkatan status ini merupakan amanat dari UU 

Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) 

Tahun 2000-2004.
59

 Namun sampai sekarang belum disahkan, meski telah 

bergulir beberapa tahun lalu dan telah masuk dalam program legislasi 

Nasional. 

 

D. Isi Kompilasi Hukum Islam 

Sebagaimana telah dikemukakan di awal, bahwa KHI ini memuat tiga 

ketentuan hukum, yakni hukum perkawinan (munākaḥāt), hukum kewarisan 

(farā’iḍ) dan hukum perwakafan. Ketiganya dikelompokkan secara terpisah, 

                                                           
58

 Zainuddin, Hukum…, 100. 
59

 Marzuki Wahid, Fiqh Indonesia, (Bandung: Marja, 2014), 200. 
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masing-masing dalam buku sendiri. Dalam setiap buku, ketentuan spesifikasi 

bidang hukum terbagi ke dalam bab-bab, dan masing-masing bab dirinci lagi 

ke dalam bagian-bagian dan pasal-pasal. Teknik penomoran bab diurutkan 

sesuai dengan pengelompokkan buku. Sedangkan penomoran pasal diurutkan 

secara keseluruhan dari buku kesatu sampai buku ketiga. Adapun mengenai 

isi dari KHI tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Hukum Perkawinan 

Sistematika KHI mengenai hukum perkawinan adalah sebagai 

berikut
60

: 

I. Ketentuan Umum (Pasal 1) 

II. Dasar-Dasar Perkawinan (Pasal 2-10) 

III. Peminangan (Pasal 11-13) 

IV. Rukun dan Syarat Perkawinan (Pasal 14-29) 

V. Mahar (Pasal 30-38) 

VI. Larangan Kawin (Pasal 39-44) 

VII. Perjanjian Perkawinan (Pasal 45-52) 

VIII. Kawin Hamil (Pasal 53-54) 

IX. Beristri Lebih dari Satu Orang (Pasal 55-59) 

X. Pencegahan Perkawinan (Pasal 60-69) 

XI. Batalnya Perkawinan (Pasal 70-76) 

XII. Hak dan Kewajiban Suami Istri (Pasal 77-84) 

XIII. Harta Kekayaan dalam Perkawinan (Pasal 85-97) 

                                                           
60

 Abdurrahman, Kompilasi…, 65-66. 
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XIV. Pemeliharaan Anak (Pasal 98-106) 

XV. Perwalian (Pasal 107-112) 

XVI. Putusnya Perkawinan (Pasal 113-148) 

XVII. Akibat Putusnya Perkawinan (Pasal 149-162) 

XVIII. Rujuk (Pasal 163-169) 

XIX. Masa Berkabung (Pasal 170) 

2. Hukum Kewarisan 

Sistematika KHI mengenai hukum kewarisan adalah lebih sempit 

bilamana dibandingkan dengan hukum perkawinan, yaitu
61

: 

I. Ketentuan Umum (Pasal 171) 

II. Ahli Waris (Pasal 172-175) 

III. Besarnya Bahagian (Pasal 176-191) 

IV. Aul dan Rad (Pasal 192-193) 

V. Wasiat (Pasal 194-209) 

VI. Hibah (Pasal 210-214) 

3. Hukum Perwakafan 

Bagian terakhir atau buku ketiga KHI adalah tentang hukum 

perwakafan, adapun sistematikanya adalah sebagai berikut
62

: 

I. Ketentuan Umum (Pasal 215) 

II. Fungsi, Unsur-Unsur dan Syarat-Syarat Wakaf (Pasal 216-222) 

III. Tata Cara Perwakafan dan Pendaftaran Benda Wakaf (Pasal 223-

224) 

                                                           
61

 Ibid., 77-78. 
62

 Ibid., 81. 
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IV. Perubahan, Penyelesaian dan Pengawasan Benda Wakaf (Pasal 225-

227) 

V. Ketentuan Peralihan (Pasal 228) 

 

E. Perbedaan Batas Usia Minimal Perkawinan bagi Laki-Laki dan Perempuan 

dalam Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam (KHI) 

Di dalam hukum, usia memegang peranan yang penting. Banyak 

peraturan perundang-undangan di Indonesia yang tersebar dalam berbagai 

bidang, mengandung unsur usia atau unsur kedewasaan sebagai syarat untuk 

berlakunya.
63

 Hal itu didasarkan pada unsur melindungi, kecakapan bertindak 

dalam hukum (kematangan berfikir), serta adanya kepastian hukum. 

Mengenai batas usia dewasa, dalam Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum 

Perdata (KUHPerdata) disebutkan bahwa ‚Belum dewasa adalah mereka 

                                                           
63

 Kedewasaan dapat menentukan keabsahan dari suatu perbuatan hukum. Seseorang yang belum 

dewasa, dipandang sebagai subjek yang belum mampu bertindak sendiri di hadapan hukum, 

sehingga tindakan hukumnya harus diwakili oleh orang tua atau walinya. Beberapa ketentuan 

undang-undang tentang batas usia kedewasaan, yaitu: 

1. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 171 menyebutkan ‚Yang 
boleh diperiksa untuk memberi keterangan tanpa sumpah ialah: a. anak yang umurnya 
belum cukup 15 tahun dan belum pernah kawin, b. orang sakit ingatan atau sakit jiwa 
meskipun kadang-kadang ingatannya baik kembali‛. 

2. Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Angka 1 

menyebutkan bahwa ‚Anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak 
yang masih dalam kandungan‛. 

3. Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Kependudukan Pasal 63 ayat (1) 

menyebutkan ‚Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin 
Tinggal Tetap yang telah berumur 17 tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib 
memiliki KTP‛. 

4. Undang-undang No. 12 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Pasal 13 menyebutkan 

‚Warga Negara Republik Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah berumur 17 
tahun atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih‛. 
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yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih 

dahulu telah menikah.‛
64

 

Bila merujuk pada KUHPerdata, syarat perkawinan ialah bagi laki-

laki harus berumur sekurang-kurangnya 18 tahun, sedangkan bagi perempuan 

15 tahun. Berakal dan baligh (‘āqil bāligh) merupakan syarat khusus bagi 

kedua calon mempelai. Baligh dan berakal maksudnya ialah dewasa dan dapat 

mempertanggungjawabkan terhadap suatu perbuatan serta akibat-akibat 

perkawinan, bukan orang yang di bawah pengampuan (curatele).
65

 

Usia dalam perkawinan memang bisa menjadi salah satu penentu 

kedewasaan seseorang, namun tidak selalu menjadi ukuran yang tepat, karena 

kedewasaan sendiri merupakan suatu keadaan dimana seseorang telah 

mencapai tingkat kematangan dalam berfikir dan bertindak. Sedangkan 

tingkat kematangan itu hadir pada masing-masing orang secara berbeda-beda, 

bahkan ada pendapat yang mengatakan bahwa mungkin saja sampai dengan 

akhir hayatnya manusia tidak pernah mengalami kedewasaan, karena 

kedewasaan tidak selalu berbanding lurus dengan usia.
66

 

Berkaitan dengan hal di atas, usia kawin tidak serta-merta 

dihubungkan dengan soal usia kedewasaan
67

. Bila melihat pada sejarah 

                                                           
64

 J. Satrio, Hukum Pribadi, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), 51. 
65

 Mohd. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 51-60. 
66

 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana Prenada Media 

Group, 2009), 59. 
67

 Di dalam Islam, memang tidak ada ketentuan mengenai batasan usia dewasa untuk kawin. 

Batasan kedewasaan itu hanya upaya ulama, itu pun terbatas hanya Imam Abu Hanifah yang 

menetapkan usia dewasa, yakni 15 tahun. Abu Hanifah berpendapat bahwa orang tua 

diperbolehkan untuk menikahkan putrinya yang belum baligh, baik ia masih gadis maupun janda. 

Karena bila ia sudah baligh, maka ia boleh menikah dengan siapa saja tanpa izin dari kedua orang 

tuanya. Disini peneliti melihat bahwa dengan tidak adanya batas usia minimal perkawinan dari 
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pembentukan UU Perkawinan, yang menjadi pertimbangan batasan usia 

kawin tersebut adalah kematangan biologis seseorang (bukan kedewasaan). 

Pembatasan usia perkawinan pada saat itu dimaksudkan untuk 

mengantisipasi maraknya perkawinan anak-anak, yang mana isunya bergulir 

sejak tahun 1920-an.
68

 

Dalam hal perkawinan, perbedaan batas usia minimal perkawinan bagi 

laki-laki dan perempuan termasuk permasalahan yang sering dibahas dalam 

beberapa tahun terakhir di Indonesia, dibuktikan dengan adanya Putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor. 30-74/PUU-XIII/2014 dan pada tahun 2017 

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PP-PA) 

yang bersiap untuk mengajukan revisi terhadap batas usia nikah bagi 

perempuan. 

Pasal 15 ayat (1) KHI menyebutkan: 

(1) Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya 

boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang 

ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yakni calon 

suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-

kurangnya berumur 16 tahun. 

 

Ketentuan perbedaan batas umur ini didasarkan kepada pertimbangan 

kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan. Hal ini sejalan dengan 

Pasal 7 ayat (1) Undang-undang No. 1 tahun 1974 yang mempunyai prinsip 

bahwa calon suami istri harus telah masak jiwa raganya agar dapat 

mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir dengan perceraian 

                                                                                                                                                               
ulama adalah karena untuk memberi kebebasan kepada kita untuk memilih mana yang terbaik. 

Lihat Syaikh Kāmil Muḥammad ‘Uwaidah, al-Jāmi’ fī Fiqh al-Nisā’, (Beirut: Dār Kutub al-

‘Ilmiyyah), 402. 
68

 Ratna, Posisi…,  53. 
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dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah 

adanya perkawinan antara calon suami istri yang masih di bawah umur. 

Apabila terdapat alasan lain dalam suatu perkawinan dari mereka 

yang usianya di bawah ketentuan umur yang ditetapkan, KHI tetap 

memberikan jalan keluar. Dalam hal ini, KHI terlihat tidak konsisten. Di satu 

sisi, Pasal 15 ayat (1) menegaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika 

pihak laki-laki sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak perempuan sudah 

mencapai umur 16 tahun. Namun di sisi lain, dalam ayat selanjutnya 

disebutkan bahwa bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun 

harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4) 

dan (5) UU No. 1 tahun 1974. 

Hal ini pula kiranya yang termaktub dalam Penjelasan UU No. 1 

tahun 1974 ketika menguraikan maksud dari Pasal 7, bahwa untuk menjaga 

kesehatan suami istri dan keturunan, perlu ditetapkan batas-batas usia untuk 

perkawinan. Ketentuan mengenai pembatasan usia kawin ini menjadi penting 

karena beberapa hal yang mendasarinya, terutama terkait dengan hak-hak 

perempuan dan anak itu sendiri. Dalam suatu penelitian yang dilakukan Pusat 

Studi Wanita (PSW) UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, disebutkan bahwa 

rata-rata usia ideal perempuan untuk menikah berkisar usia 19,9 tahun dan 
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laki-laki adalah 23,4 tahun.
69

 Kematangan usia ini merupakan akumulasi dari 

kesiapan agama, fisik, sosial, ekonomi, mental atau kejiwaan dan budaya.
70

 

Al-Ghifari mendefinisikan remaja sebagai individu yang tengah 

mengalami perkembangan fisik dan mental. Ia membatasi usia remaja ini 

antara 11-24 tahun dengan pertimbangan
71

: 

a) Usia 11 tahun adalah usia dimana umumnya tanda-tanda seksual sekunder 

mulai nampak (kriteria fisik). 

b) Pada sebagian besar masyarakat Indonesia, usia 11 tahun sudah dianggap 

baligh baik menurut adat maupun agama, sehingga masyarakat tidak lagi 

memperlakukan mereka sebagai anak-anak (kriteria sosial). 

c) Pada usia tersebut mulai ada tanda-tanda penyempurnaan perkembangan 

jiwa, dan batas usia 24 tahun merupakan batas maksimum untuk memberi 

kesempatan kepada mereka untuk mengembangkan dirinya setelah 

sebelumnya masih bergantung kepada orang tua. 

Beberapa Negara, termasuk Indonesia, belakangan ini melihat bahwa 

penetapan usia minimal perkawinan harus dilakukan. Negara mengambil 

kebijakan ini dengan pertimbangan bahwa perkawinan tidak akan 

memberikan kemaslahatan jika dilakukan pada saat para mempelai belum 

matang, serta mengurangi perkawinan atas dasar perjodohan orang tuanya di 

                                                           
69

 Untuk ukuran ini, yang menjadi pertimbangan tidak semata-mata bersifat biologis, tetapi juga 

pada aspek psikologis dan sosial. Lihat Siti Musdah Mulia, Menuju Hukum Perkawinan yang 
Adil, dalam Sulistyowati Irianto, Hukum dan Perempuan, (Jakarta: YOI, 2006), 158. 
70

 Perempuan yang secara fisik belum matang akan menghadapi bahaya yang lebih besar ketika 

melahirkan anak yang lemah dibandingkan perempuan yang berumur dua puluhan atau relatif 

dewasa. Lihat Ahmad Tholabie Kharlie, Hukum Keluarga Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 

2013), 204. 
71

 Abu Al-Ghifari, Pernikahan Dini: Dilema Generasi Ekstravaganza, (Bandung: Mujahid Press, 

2004), 32-33. 
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usia dini.
72

 Untuk itu, Negara mulai mengatur dan memberlakukan ketentuan 

ini. 

Apabila coba dibandingkan dengan batas usia minimal calon 

mempelai di beberapa Negara muslim, Indonesia secara definitif belum yang 

tertinggi atau terendah, yakni
73

: 

Tabel 3.1 

No. Negara Laki-laki Perempuan 

1. Aljazair 21 18 

2. Bangladesh 21 18 

3. Mesir 18 16 

4. Indonesia 19 16 

5. Irak 18 18 

6. Jordania 16 15 

7. Lebanon 18 17 

8. Libya 18 16 

9. Malaysia 18 16 

10. Maroko 18 15 

11. Yaman Utara 15 15 

12. Pakistan 18 16 

13. Somalia 18 18 

14. Yaman Selatan 18 16 

15. Suriah 18 17 

16. Tunisia 19 17 

17. Turki 17 15 

 

Penentuan batas usia minimal kawin tersebut, masing-masing Negara 

tentu memiliki pertimbangan tersendiri. Sehubungan dengan hal tersebut, 

bahwa penerapan konsepsi hukum Islam di Indonesia dilakukan dengan 

penyesuaian pada budaya masyarakat Indonesia, yang hasilnya kadang-

                                                           
72

 Indah Purbasari, Hukum Islam Sebagai Hukum Positif di Indonesia; Suatu Kajian di Bidang 
Hukum Keluarga, (Malang: Setara Press, 2017),72. 
73

 Amir Nurudin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia; Studi Kritis 
Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI, (Jakarta: Kencana 

Prenamedia Group, 2014), 69-70. 
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kadang berbeda dengan hasil ijtihad penerapan hukum Islam di Negara-

negara Islam lainnya.
74

 

Dalam beberapa kasus, perkawinan di bawah umur disebabkan 

terjadinya hubungan badan di luar nikah, atau yang sering disebut sebagai 

married by accident. Perkawinan dini juga berkorelasi positif dengan 

meningkatnya angka kehamilan yang tidak diinginkan, aborsi, perdagangan 

manusia, jumlah anak terlantar, meningkatnya angka perceraian dan 

pengangguran. Selain keyakinan seperti itu, sesuatu yang paling substansial 

adalah paradigma keagamaan yang patriarki dalam konsep perkawinan. 

Dalam pandangan fiqih ataupun hukum positif Indonesia, perkawinan tidak 

dilihat dari pihak suami dan istri, tetapi didominasi oleh keberpihakan kepada 

kepentingan laki-laki.
75

 

Masalah perbedaan batas usia minimal perkawinan antara laki-laki 

dan perempuan, yakni 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki, 

berangkat dari asumsi bahwa laki-laki harus selalu lebih dewasa dan lebih 

cakap dari istrinya. Hal ini karena laki-laki diposisikan sebagai kepala 

keluarga dan pencari nafkah, sedangkan perempuan ditempatkan sebagai 

pihak yang subordinatif. Adanya pembedaan usia kawin pada akhirnya 

terlihat mendiskriminasi perempuan.
76

 

Secara medis, anak perempuan yang  berusia di bawah 16 tahun masih 

dianggap belum matang secara seksual, karena organ reproduksinya belum 

                                                           
74

 A. Rahmat, Formalisasi…, 101. 
75

 Ibid., 210-214. 
76

 Ratna, Posisi…, 55-56. 
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mengalami menstruasi sehingga tidak dianjurkan untuk menikah. Sedang 

pada usia di atas 20 tahun, sel-sel sudah matang, sehingga resiko makin kecil. 

Pada usia sebelum 20 tahun, sel-sel ini masih dalam tahap penyempurnaan 

dan kemungkinan terserang kanker pun semakin besar pula.
77

 Selain itu, 

menurut dr. Abu Bakr al-Razi, wanita lebih tenang jiwanya dari makhluk 

manapun, tetapi kekuatannya lemah.
78

 

Di samping itu, perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah 

kependudukan. Bahwa batas usia minimal yang rendah bagi seorang 

perempuan untuk kawin ternyata mengakibatkan laju kelahiran yang tinggi. 

Masalah penentuan umur dalam UU Perkawinan maupun dalam KHI, 

memang bersifat ijtihādiyah, yakni sebagai usaha pembaharuan pemikiran 

fiqih yang lalu. Untuk konteks Indonesia, KHI dapat dinilai sebagai hukum 

Islam yang bersifat khas Indonesia. Hal ini menjadi indikasi adanya 

pemahaman yang antisipatif terhadap perkembangan kebutuhan hukum yang 

akan diterapkan dalam konteks masyarakat Indonesia, yang mana memiliki 

karakteristik dan kondisi sosial yang berbeda dengan masyarakat Timur 

Tengah, tempat fiqih global dirumuskan.
 79

 

                                                           
77

 Ahmad Tholabi, Hukum…, 205-214. 
78

 Wahbi Sulaiman Ghawaji al-Albani, Sosok Wanita Muslim, diterjemahkan oleh Akmaliyah 

Yusuf, (Bandung: Trigenda Karya, 1995), 48. 
79

 Perkawinan dalam Islam dimaksudkan agar terciptanya ketenangan jiwa dan kebahagiaan. 

Pertimbangan orang tualah yang nantinya akan menentukan arah masa depan sang anak. Oleh 

sebab itu, pemahaman terhadap fikih munākaḥāt, maka perlu dipahami seiring dengan tuntutan 

situasi dan kondisi pada waktu itu. Lihat Musthafa al-Siba’i, al-Mar’ah bayna al-Fiqh wa al-
Qur’an, (Beirut: al-Maktab al-Islami, 1984), 89. 
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Berdasarkan pengamatan berbagai pihak, rendahnya usia kawin
80

 

lebih banyak menimbulkan hal-hal yang tidak sejalan dengan misi dan tujuan 

perkawinan, yaitu terwujudnya kemaslahatan dalam rumah tangga 

berdasarkan kasih dan sayang. Tujuan ini tentu akan sulit terwujud, apabila 

masing-masing mempelai belum masak jiwa dan raganya. Kematangan dan 

integritas pribadi yang stabil akan berpengaruh di dalam menyelesaikan 

setiap persoalan yang muncul dalam menghadapi lika-liku dan badai rumah 

tangga. 

Adapun yang perlu dicermati disini ialah bahwa pasal dan ayat yang 

tercantum dalam KHI bukanlah sekedar aturan yang dibuat dengan tanpa 

pertimbangan dan hanya menjadi aturan legal formal saja tanpa ada perhatian 

yang serius dari kalangan umat Islam pada pengaplikasiannya. KHI 

merupakan hukum positif Indonesia yang senafas dengan hukum Islam, serta 

dihasilkan melalui proses ijtihad kolektif yang panjang oleh umat Islam 

Indonesia dari berbagai kalangan, Mahkamah Agung, Departemen Agama, 

Ulama, Kiai, Cendikiawan Muslim dan juga perorangan. 

                                                           
80

 Dalam hal redahnya usia kawin, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional 

(BKKBN) menetapkan batas usia ideal untuk melaksanakan perkawinan. BKKBN adalah 

Lembaga Pemerintah Non Departemen Indonesia yang bertugas melaksanakan tugas 

pemerintahan di bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera. Salah satu program BKKBN 

yang berkaitan dengan usia perkawinan adalah Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP). Walaupun 

UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan mengizinkan seorang perempuan menikah pada usia 16 

tahun dan laki-laki pada usia 19 tahun, program Keluarga Berencana (KB) mengembangkan 

program PUP yang menganjurkan usia kawin yang ideal untuk menikah dan memiliki anak 

pertama. PUP adalah upaya untuk meningkatkan usia kawin pertama, sehingga pada saat 

perkawinan mencapai usia minimal 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki. Batas 

usia ini dianggap sudah baik, dipandang dari sisi kesehatan maupun perkembangan emosional 

untuk menghadapi kehidupan berkeluarga. Lihat BKKBN; Direktorat Remaja dan Perlindungan 

Hak-Hak Reproduksi, Pendewasaan Usia Perkawinan dan Hak-Hak Reproduksi bagi Remaja 
Indonesia Perempuan, (Jakarta: Cerita Remaja Indonesia, 2010), 19. 
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BAB IV 

PERBEDAAN BATAS USIA MINIMAL PERKAWINAN DALAM 

PASAL 15 KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) PERSPEKTIF 

TEORI MAṢLAḤAH SA’ĪD RAMAḌĀN AL-BŪṬI 

 

A. Substansi Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang Perbedaan Batas 

Usia Minimal Perkawinan bagi Laki-Laki dan Perempuan 

Perkawinan merupakan suatu tindakan yang besar, karena membawa 

konsekuensi dan tanggung jawab yang sangat luas dan berat. Oleh sebab itu, 

perlu adanya peraturan perundangan-undangan yang mengatur hal-hal terkait 

dengannya. Salah satu peraturan perundangan di Indonesia yang mengatur 

tentang perkawinan ialah KHI. KHI merupakan respons pemerintah terhadap 

keresahan masyarakat akibat beragamnya tafsir dan keputusan PA untuk 

suatu kasus yang sama. Tujuannya adalah untuk unifikasi hukum. Adanya 

KHI dapat memudahkan kerja para hakim PA dan pihak-pihak lain yang 

mencari rujukan hukum. 

Untuk konteks Indonesia, KHI dapat dinilai sebagai akumulasi dari 

persilangan intensif dan dialog interaktif antara pemahaman kontekstual 

hukum Islam dengan kearifan lokal masyarakat Indonesia beserta seluruh 

darah daging kebudayaannya, dalam lanskap kenegaraan Indonesia yang 

berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945. 
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Dalam hal perkawinan, perbedaan batas usia minimal perkawinan bagi 

laki-laki dan perempuan termasuk permasalahan yang sering dibahas dalam 

beberapa tahun terakhir di Indonesia
1
. Pasal 15 ayat (1) KHI menjelaskan: 

(1) Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya 

boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang 

ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yakni calon 

suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-

kurangnya berumur 16 tahun. 

 

Pasal tersebut mengisyaratkan bahwa terdapat beberapa hal yang 

menjadi dasar pertimbangan ketentuan ini yaitu kemaslahatan parenting 

(mental, spiritual, finansial dan fisikal), keseimbangan sosial, serta tanggung 

jawab perkawinan. Adapun penjelasan secara rinci adalah sebagai berikut: 

1. Kemaslahatan Parenting (mental, spiritual, finansial dan fisikal) 

Pertimbangan kemaslahatan dalam Pasal 15 ayat (1) ini sejalan 

dengan Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang 

mempunyai prinsip bahwa calon suami istri harus telah masak jiwa 

raganya agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa 

berakhir dengan perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. 

Adanya perbedaan batas usia minimal perkawinan, yakni 19 tahun bagi 

laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan bila dilihat dari aspek spiritual, 

psikis dan mental telah mengandung nilai maslahat bagi keduanya. 

Bagi laki-laki, dengan adanya batas minimal 19 tahun yang mana 

lebih tinggi daripada batas minimal bagi perempuan yakni 16 tahun, 

diharapkan fisik suami lebih tangguh dan kuat karena ia adalah kepala 

                                                           
1
 Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Bab III halaman 94. 
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keluarga yang nantinya akan menjadi tulang punggung dan orang yang 

harus melindungi keluarganya. Tidak hanya itu, psikis dan mental suami 

dan juga istri pada batas usia minimal masing-masing diharapkan sudah 

dewasa dan matang, karena dalam mengarungi bahtera rumah tangga, 

keduanya harus saling bahu-membahu untuk bisa mengendalikan segala 

lika-liku dan badai dalam perjalanan rumah tangganya. 

2. Keseimbangan Sosial 

Dalam hal ini, dengan dibedakannya batas usia minimal perkawinan 

bagi laki-laki dan perempuan, diharapkan dapat terbangun hubungan 

keharmonisan dalam keluarganya. Pasalnya tidak sedikit yang terjadi di 

masyarakat bahwa perkawinan antar mempelai yang usianya sama, maka 

ketika terjadi permasalahan, keduanya akan meninggikan egonya masing-

masing dan cenderung ingin menang sendiri. Bahkan bila perkawinan 

tersebut dilakukan oleh mempelai yang belum dewasa, maka 

keharmonisan keluarga akan sulit terbangun, mengingat emosi keduanya 

yang masih labil, gejolak darah muda yang tinggi, serta pola pikir yang 

belum matang. 

3. Tanggung Jawab Perkawinan
2
 

Adanya perbedaan batas usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan 

perempuan juga didasarkan atas perhatian terhadap beratnya tanggung 

jawab dalam perkawinan. Meski antara suami istri memiliki tanggung 

jawabnya masing-masing, namun tanggung jawab suami terhadap 

                                                           
2
 Tanggung jawab yang dimaksud disini ialah tanggung jawab suami istri  yang dijelaskan dalam 

Pasal 77-84 KHI. 
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keluarganya bisa dibilang lebih besar daripada tanggung jawab istri. Hal 

itu karena suami ditempatkan sebagai kepala keluarga, sehingga ia 

dituntut lebih cakap dari istrinya. Misalnya dalam hal kemampuan 

mencari nafkah, bila usia suami lebih rendah dari istrinya, maka 

dikhawatirkan tanggung jawabnya akan terbengkalai, mengingat belum 

banyaknya pengalaman yang telah dialaminya. Adapun kewajiban 

memberi nafkah keluarga diserahkan kepada suami, karena dialah orang 

yang pertama kali bersentuhan dengan usaha dan pencarian rizki. 

Masalah perbedaan batas usia minimal perkawinan antara laki-laki 

dan perempuan ini, tidak serta-merta menjadikan laki-laki lebih berkuasa 

atau bahkan mendiskriminasi perempuan. Karena sejatinya dengan adanya 

perbedaan inilah menjadikan suami dan istri harus saling tolong-

menolong dalam melaksanakan tanggung jawabnya masing-masing demi 

mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Bukan hanya 

itu, dengan diaturnya perbedaan batas usia minimal perkawinan justru 

untuk melindungi hak-hak perempuan, karena tak sedikit dari hukum adat 

yang membolehkan perempuan untuk menikah di usia yang masih muda. 

 

B. Analisis terhadap Perbedaan Batas Usia Minimal Perkawinan dalam Pasal 15 

Kompilasi Hukum Islam (KHI) Perspektif Teori Maṣlaḥah Sa’īd Ramaḍān al-

Būṭi 

Dalam pembentukan hukum Islam (fiqih) tidak hanya melihat teks al-

Qur’an dan al-Sunnah semata, namun juga mempertimbangkan tempat dan 
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kondisi sosial yang ada. Oleh sebab itu, untuk menjembatani idealisme teks 

yang sifatnya statis dengan realitas empiris yang sifatnya dinamis, diperlukan 

sebuah eksploitasi kemampuan dalam menggali sebuah hukum yang dalam 

Islam disebut ijtihad.
3
 

Bila melihat dalam al-Qur’an dan al-Sunnah, maka tidak ditemukan 

aturan tegas terkait batas usia minimal seseorang diperbolehkan untuk 

melaksanakan perkawinan, apalagi perbedaan batas usia minimal bagi laki-

laki dan perempuan. Naṣ hanya menjelaskan secara global bahwa kedua 

mempelai harus sudah dewasa (al-rushd). Maka dari itu, diperlukan sebuah 

ijtihad dengan menggunakan metodologi uṣūl al-fiqh, salah satunya ialah 

maṣlaḥah mursalah. Maṣlaḥah mursalah walaupun tidak pernah disinggung 

secara terang-terangan dalam naṣ, namun sesuatu yang dianggap sebagai 

kemaslahatan bagi manusia, maka sesuatu itu disahkan dan dianggap menjadi 

produk hukum Islam. 

Di zaman yang modern ini, banyak orang yang kemudian dianggap 

memanfaatkan maṣlaḥah untuk berpaling dari syariat. Ditambah lagi kaum 

modernis yang mulai memanaskan bahwa sistem peradaban modern (barat) 

lebih mampu merespons kebutuhan-kebutuhan zaman sekarang daripada 

sistem peradaban yang dimiliki oleh Islam.
4
 Oleh karenanya, di tengah-

tengah suasana yang demikian itu, Sa’īd Ramaḍān al-Būṭi pada tahun 1965 

                                                           
3
 Ijtihad ialah mengerahkan seluruh kemampuan dan pikiran dengan sungguh-sungguh dalam 

menetapkan syariat dengan menggunakan metode tertentu. Dengan adanya ijtihad yang 

dilakukan oleh mujtahid, menjadi sebuah jawaban bahwa hukum Islam akan tetap relevan untuk 

digunakan dalam menyelesaikan problematika umat Islam. 
4

 Muḥammad Sa’īd Ramaḍān al-Būṭi, Ḍawābiṭ al-Maṣlaḥah fi al-Shāri’ah al-Islamiyyah 

(Damaskus: Muassasah al-Risalah, 2000), 6. 
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berusaha membatasi kembali cara penggunaan konsep maṣlaḥah. Beliau 

mengeluarkan teori maṣlaḥah dalam kitabnya yang berjudul Ḍawābiṭ al-

Maṣlaḥah fi al-Shāri’ah al-Islamiyyah. 

Dalam hal perbedaan antara laki-laki dan perempuan, al-Būṭi 

berpendapat bahwa Allah Swt menciptakan hamba-Nya, baik laki-laki atau 

perempuan itu sesuai dengan kehendak-Nya, yang mana memberikan kepada 

mereka sifat-sifat dan tabiat-tabiat tersendiri. Allah Swt mengetahui 

kesenangan kaum perempuan itu berbeda dengan kesenangan laki-laki. Pun 

demikian dengan kelebihan dan sifat laki-laki, yang mana berbeda dengan 

kelebihan dan sifat perempuan. Oleh karena itu, dibedakan aturan-aturan 

sesuai dengan perbedaan tabiat dan kecintaan mereka.
5
 

Dengan diberlakukannya KHI, dapat dinilai sebagai jawaban atas 

berbagai problematika hukum Islam dengan melihat keadaan dan budaya 

masyarakat Indonesia. Dengan begitu, batasan usia minimal perkawinan 19 

tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan merupakan bagian dari 

hukum Islam yang dihasilkan melalui ijtihad oleh para ulama Indonesia sesuai 

dengan kondisi dan budaya masyarakat Indonesia, karena tidak pernah 

dijelaskan secara tegas dalam naṣ al-Qur’an dan al-Sunnah. 

Begitupun dengan al-Būṭi, beliau berpendapat bahwa tidak ada 

pembahasan secara khusus terkait menikah pada usia muda dalam naṣ dan 

ijma’, yang ada adalah penggabungan antara menikahnya anak yang belum 

baligh dan perawan, atau perawan saja. Dalam hal perbedaan batas usia 

                                                           
5
 Said Ramadhan al-Buthi, Perempuan dalam Pandangan Hukum Barat dan Islam, (Yogyakarta: 

Suluh Press, 2005), 15. 
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minimal perkawinan, beliau berpendapat bahwa usia bukanlah menjadi 

kriteria khusus (‘illah) bagi penetapan hukum perkawinan. Beliau 

mencontohkan dengan tidak adanya ketentuan usia bagi seorang istri yang 

hendak menikah, yang menjadi pengaruh pada aspek hukumnya ialah perawan 

(al-bakārah).
6
 

Secara eksplisit, adanya pembedaan dalam Pasal 15 KHI tersebut 

adalah demi terwujudnya kepastian hukum serta tercapainya kemaslahatan 

keluarga dan rumah tangga suami-istri. Oleh sebab itulah, menarik untuk 

dikaji lebih dalam terkait dengan sisi kemaslahatannya, yang mana dalam 

skripsi ini difokuskan kepada teori maṣlaḥah Sa’īd Ramaḍān al-Būṭi. Beliau 

merupakan ulama kontemporer dan menjadi salah satu ulama rujukan tingkat 

dunia. Untuk bisa dinilai sebagai maṣlaḥah hakiki, maka al-Būṭi 

membatasinya dengan lima syarat.  

Berdasarkan hasil analisis peneliti terkait lima syarat sesuatu dapat 

dianggap maṣlaḥah perspektif Sa’īd Ramaḍān al-Būṭi, maka dapat dipahami 

bahwa adanya perbedaan batas usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan 

perempuan dalam Pasal 15 KHI merupakan sebuah kemaslahatan. Mengingat 

telah terpenuhinya kelima syarat, yakni maṣlaḥah harus berada dalam ruang 

lingkup tujuan syariat, tidak bertentangan dengan Al-Qur’an, tidak 

bertentangan dengan Sunnah, tidak bertentangan dengan Qiyas, serta tidak 

bertentangan dengan maṣlaḥah yang lebih urgen. 

                                                           
6
 Al-Būṭi, Ḍawābiṭ…, 201. 
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Bila melihat pada landasan teori di bab II, maka adanya perbedaan 

batas usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan perempuan dalam Pasal 15 

KHI tergolong maṣlaḥah al-mursalah, maṣlaḥah ḥājiyyah dan maṣlaḥah al-

‘ammah. Disebut maṣlaḥah al-mursalah karena tidak diakui secara eksplisit 

oleh syara’ dan tidak pula ditolak dan dianggap batil oleh syara’, akan tetapi 

masih sejalan secara substantif dengan kaidah-kaidah yang universal. Disebut 

maṣlaḥah ḥājiyyah karena ketiadaan aspek ini tidak sampai mengancam 

eksistensi kehidupan manusia menjadi rusak, dan disebut maṣlaḥah al-

‘ammah karena berkaitan dengan kepentingan orang banyak. 

Dengan adanya aturan tersebut, peneliti melihat bahwa maṣlaḥah 

yang terkandung di dalamnya adalah dapat menghindarkan kekaburan 

terhadap penafsiran batas usia minimal perkawinan, baik yang terdapat dalam 

hukum Islam atau hukum adat, yakni jalan tengah dari batas usia yang terlalu 

rendah dan batas usia yang terlalu tinggi. Selain itu, aturan tersebut juga 

sangat mempertimbangkan kondisi psikologis, biologis, serta interaksi sosial 

antara laki-laki dan perempuan yang memang berbeda. Perbedaan batas usia 

minimal perkawinan ini menunjukkan bahwa ada komitmen begitu tinggi dari 

pemerintah terhadap nasib dan masa depan kaum perempuan, kaum laki-laki 

beserta keturunannya nanti. 

Adapun penjelasan secara rinci terkait perbedaan batas usia minimal 

perkawinan bagi laki-laki dan perempuan dalam Pasal 15 KHI perspektif lima 

syarat hasil ijtihad al-Būṭi agar dapat dinilai sebagai maṣlaḥah hakiki adalah 

sebagai berikut: 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

109 
 

 

1. Maṣlaḥah harus berada dalam ruang lingkup tujuan syariat 

Maqāṣid al-Sharī’ah berkisar pada lima perkara yaitu, menjaga agama 

(ḥifẓ al-dīn), menjaga jiwa (ḥifẓ al-nafs), menjaga akal (ḥifẓ al-‘aql), 

menjaga keturunan (ḥifẓ al-nasl) dan menjaga harta (ḥifẓ al-māl). 

Pertama, bila melihat dari sisi ḥifẓ al-dīn, maka adanya peraturan tentang 

perbedaan batas usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan perempuan 

dalam Pasal 15 KHI dapat dipahami bahwa pemerintah sejatinya sudah 

memikirkan nasib keluarga ke depannya, yang mana juga senafas dengan 

syari’at Islam. 

Adanya Pasal 15 KHI dapat dinilai sebagai salah satu upaya untuk 

menjaga agama (ḥifẓ al-dīn), sebagaimana sabda Nabi Saw: 

 

Dari Anas Ra bahwasannya Rasulullah Saw bersabda: ‚Barang 

siapa yang diberi karunia oleh Allah seorang istri yang shalihah, 

berarti Allah telah menolongnya untuk menyempurnakan setengah 

agamanya. Karena itu, bertaqwalah kepada Allah dalam setengah 

sisanya.‛ Dan dalam riwayat al-Baihaqi berkata: Rasulullah Saw 

bersabda: ‚Ketika seorang hamba menikah, berarti dia telah 

menyempurnakan setengah agamanya. Maka bertaqwalah kepada 

Allah dalam setengah sisanya.‛
7
 

 

Al-Ghazāli mengatakan bahwa hadīth di atas memberikan isyarat 

akan keutamaan menikah dikarenakan dapat melindungi seseorang dari 

penyimpangan dan membentengi diri dari kerusakan. Bahwa yang 

                                                           
7
 Muḥammad ‘Abdul Qādir ‘Aṭā, Sunan al-Kubrā: Li al-Imām Abī Bakr Aḥmad bin al-Ḥusain bin 

‘Alī al-Baihaqī Juz IV, (Lebanon: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.t.), 192. 
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membuat rusak agama seseorang pada umumnya adalah kemaluan dan 

perutnya, maka salah satunya dicukupkan dengan cara menikah.
8
 Oleh 

karena menikah merupakan upaya ḥifẓ al-dīn, maka mempertahankannya 

juga merupakan bagian dari upaya ḥifẓ al-dīn. Cara untuk 

mempertahankannya ialah dengan memenuhi faktor-faktor yang dapat 

mendukungnya, yang mana salah satunya adalah faktor usia bagi calon 

mempelai yang hendak menikah. 

Kedua, dari sisi ḥifẓ al-nafs, dengan dibedakannya 19 tahun bagi laki-

laki dan 16 tahun bagi perempuan, maka diharapkan suami yang notabane 

lebih tinggi usianya daripada istri dapat memberikan perlindungan dan 

keselamatan jiwa istri serta keturunannya nanti. Hal ini sebagaimana 

Firman Allah Swt: 

… 

‚Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan 

keluargamu dari api neraka…‛ (QS. At-Taḥrīm; 6)
9
 

 

Imam al-Ṭabāri dalam menafsirkan ayat di atas, bahwa yang 

dimaksud dengan menjaga dari api neraka ialah menjaga segala perbuatan 

yang dapat mengantarkan untuk senantiasa taat kepada Allah Swt.
10

 Oleh 

sebab itu, dengan adanya selisih 3 tahun, maka suami diharapkan dapat 

menjamin hak hidup untuk keluarganya. Mengingat peran dari suami ialah 

sebagai pemimpin rumah tangga, maka sudah seharusnya ia dapat menjadi 

                                                           
8
 Abū Ḥamid al-Ghazālī, Iḥyā’ ‘Ulūm al-Dīn Juz II, (Beirut: Dār al-Ma’rifah, 2010), 22. 

9
 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Bandung: Diponegoro, 2006), 560. 

10
 Abū Ja’far Muḥammad bin Jarīr Al-Ṭabāri, Tafsīr Al-Ṭabāri Juz 23, (Jakarta: Pustaka Azzam, 

2009), 491. 
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pelindung bagi keluarganya dari api neraka. Yang dimaksud dengan hak 

hidup di sini ialah seperti perlindungan hukum, hak dan kewajiban, dan 

lain sebagainya. 

Adanya peraturan tentang perbedaan batas usia minimal perkawinan 

bagi laki-laki dan perempuan dalam Pasal 15 KHI dapat dinilai sebagai 

bentuk untuk menjaga jiwa (ḥifẓ al-nafs), karena baik suami maupun istri, 

keduanya harus bisa saling membantu dalam membina rumah tangganya. 

Ketiga, adanya peraturan tentang perbedaan batas usia minimal 

perkawinan bagi laki-laki dan perempuan dalam Pasal 15 KHI juga dapat 

dinilai sebagai upaya untuk menjaga akal (ḥifẓ al-‘aql). Hal ini bisa dinilai 

berdasarkan: 

a) Dengan dibedakannya batasan minimal tersebut, maka suami akan 

memiliki kesempatan lebih untuk menumbuhkembangkan akalnya. 

Karena suami memiliki tanggung jawab lebih yakni ia harus menjaga 

keluarganya dari kerusakan dan penyimpangan.
11

 

b) Proses pendidikan bagi perempuan ketika sebelum menikah adalah 

tanggung jawab kedua orang tuanya. Namun berbeda saat ia sudah 

menikah, hal itu menjadi tanggung jawab suaminya.  

c) Adanya perkawinan bukan berarti untuk menghentikan 

perkembangan akal, karena akal manusia terus mengalami 

perkembangan, yang mana akan melalui fase-fase yang berbeda. 

Adanya Pasal 15 KHI dapat dipandang sebagai upaya untuk 

                                                           
11

 Ali Yusuf As-Subki, Fiqh Keluarga, (Jakarta: Amzah, 2010), 190. 
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menyelamatkan fase-fase yang harus dilalui oleh kedua mempelai, 

sebab pada usia tersebut dikatakan telah dewasa secara akal sehingga 

mampu untuk membedakan hak dan kewajibannya. 

Keempat, dari sisi ḥifẓ al-nasl, dengan dibedakannya 19 tahun bagi 

laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan, maka diharapkan kualitas generasi 

(keturunan) dapat terjamin. Sehingga tidak meninggalkan generasi masa 

depan dalam keadaan lemah dan mengkhawatirkan. Hal itu bisa terwujud 

dengan adanya peraturan yang mengatur demikian, karena suami dan istri 

mempunyai waktu untuk mengembangkan keilmuan dan kepribadiannya, 

sehingga nanti ia dapat mengarungi bahtera rumah tangganya dengan 

baik. Allah Swt menjelaskan hal demikian dalam Firman-Nya: 

  

‚Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya 

mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, 

yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab 

itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah 

mereka berbicara dengan tutur kata yang benar.‛ (QS. An-nisa’; 

9)
12

 

 

Pada usia 40 tahun merupakan masa transisi dalam kehidupan 

seseorang, maksudnya ialah masa meninggalkan kesibukan pekerjaan, 

melakukan evaluasi terhadap hal yang telah diperoleh, dan disertai 

berkurangnya kemampuan reproduktif.
13

 Usia reproduksi optimal bagi 

perempuan adalah sampai usia 35 tahun, di atas usia tersebut akan 

                                                           
12

 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an…, 78. 
13

 F. Patty, Kasmiran Woeryo, et al, Pengantar Psikologi Umum, (Surabaya: Usaha Nasional, 

1990), 31-32. 
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meningkatkan resiko terhadap kehamilan maupun persalinan.
14

Dengan 

begitu, Pasal 15 KHI juga merupakan jawaban solutif atas problematika 

seputar batas usia, karena dapat memberikan waktu yang lebih panjang 

untuk mengembangkan organ-organ reproduksi demi terwujudnya 

generasi yang kuat. 

Seorang suami dituntut untuk mengajarkan kepada dirinya dan 

keluarganya, segala bentuk kebaikan dan tata krama yang baik. Salah satu 

hak anak atas ayahnya ialah mendapatkan didikan tata krama yang baik.
15

 

Adanya kewajiban mendidik, mencari nafkah, dan kewajiban suami 

lainnya, tentunya juga dibutuhkan kesempatan yang lebih panjang untuk 

suami agar dapat menjalankan kewajibannya. Dengan alasan-alasan 

tersebut di atas, adanya peraturan tentang perbedaan batas usia minimal 

perkawinan bagi laki-laki dan perempuan dalam Pasal 15 KHI dapat 

dinilai sebagai bentuk untuk menjaga keturunan (ḥifẓ al-nasl). 

Kedewasaan secara sosiologis, ukurannya tergantung kepada masing-

masing individu, walaupun sebenarnya tetap memiliki pertautan dengan 

pengertian dewasa menurut ilmu psikologi. Ilmu psikologi memandang 

kedewasaan sebagai suatu fase pada kehidupan manusia yang 

                                                           
14

 Faradilla Monita, Donel Suhaimi, et al, ‚Hubungan Usia, Jarak Kelahiran dan Kadar 

Hemoglobin Ibu Hamil dengan Kejadian Berat Bayi Lahir Rendah di RSUD Arifin Achmad 

Provinsi Riau‛, Jurnal Jom FK, Volume 3, No. 1, (Februari, 2016), 2. 
15

 Aḥmad bin ‘Alī al-Rāzī al-Jiṣṣāṣ, Aḥkām al-Qur’an Juz 9, (Beirut: Dār Iḥyā’ al-Kutub al-

‘arabiyyah, 2014), 136. 
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menggambarkan telah tercapainya keseimbangan mental dan pola pikir 

dalam setiap perkataan dan perbuatan.
16

 

Lebih tingginya batas usia minimal perkawinan bagi laki-laki 

daripada perempuan dapat diasumsikan sebagai bentuk spirit pemerintah 

untuk berlaku adil dalam kesiapan membentuk pribadi masing-masing 

yang dewasa dan matang. Secara sosiologis, usia perempuan yang lebih 

rendah daripada usia laki-laki pada saat keduanya menikah, ia mampu 

mengimbangi suaminya dalam membina rumah tangganya. Artinya, 

proses kedewasaan istri saat setelah menikah cenderung lebih cepat, 

sehingga mampu mengimbangi suaminya. 

Kelima, dari sisi menjaga harta (ḥifẓ al-māl), adanya peraturan 

tentang perbedaan batas usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan 

perempuan dalam Pasal 15 KHI dapat dipandang bahwa pemerintah juga 

mempertimbangkan bahwa calon suami harus dapat memberikan 

perlindungan terhadap hal-hal seputar harta bagi keluarganya. Hal ini 

sebagaimana dijelaskan dalam Firman Allah Swt: 

  

‚…dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka 

(ibu dan anak-anaknya) dengan cara yang patut. Seseorang tidak 

dibebani lebih dari kesanggupannya…‛ (QS. Al-Baqarah; 233)
17

 

 

Dalam diri manusia diperlukan adanya kecerdasan intelektual 

(Intellegence Quotient), kecerdasan spiritual (Spiritual Quotient) dan 

                                                           
16

 M. Ghufron, ‚Makna Kedewasaan dalam Perkawinan‛, Jurnal Al-Hukama, Volume 06, Nomor 

02, (Desember, 2016), 332. 
17

 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an…, 37. 
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kecerdasan emosional (Emotional Quotient). Selain itu, bagi seorang 

suami dan istri diperlukan adanya kecerdasan finansial (Financial 

Quotient), yakni kemampuan untuk mendapatkan dan mengelola 

kekayaan. Oleh sebab itu, dengan diaturnya perbedaan batas usia minimal 

perkawinan bagi laki-laki dan perempuan dalam Pasal 15 KHI dapat 

mengakomodir bahwa seorang suami dan seorang istri harus mempunyai 

kecerdasan finansial, sehingga aspek ḥifẓ al-māl dapat tercapai. 

2. Maṣlaḥah tidak bertentangan dengan Al-Qur’an 

Maṣlaḥah hakiki haruslah didukung dengan dalil-dalil syara’. Oleh 

sebab itu, perbedaan batas usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan 

perempuan dalam Pasal 15 KHI menarik untuk dikaji dengan melihat 

penjelasan dari Allah Swt yang  terdapat dalam al-Qur’an, yakni: 

a) Surat Al-Tahrim ayat 6 

 

‚Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan 

keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah 

manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, 

keras dan tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia 

perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang 

diperintahkan.‛
18

 

 

Imām al-Baghāwī dalam menafsirkan ayat ini, berpendapat 

bahwa suami dalam melindungi keluarganya harus memenuhi aspek 

kemampuan agar senantiasa taat kepada Allah Swt dan menjauhi 

                                                           
18

 Ibid., 560. 
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maksiat.
19

  Adanya aspek kemampuan yang harus terpenuhi tentunya 

dibutuhkan persiapan yang matang. Dengan begitu, perbedaan batas 

usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan perempuan dalam Pasal 

15 KHI dapat dinilai sebagai wujud upaya pemerintah untuk 

mempersiapkan calon suami yang mampu melindungi keluarganya 

dari bahaya api neraka. 

Adanya hubungan melindungi dan terlindungi tentunya 

berhubungan pula dengan aspek fisik, mental dan usia. Oleh sebab 

itulah, peneliti melihat bahwa adanya Pasal 15 KHI dapat 

mengakomodir ketiga aspek tersebut melalui aturan perbedaan batas 

usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan perempuan. Dengan batas 

usia minimal masing-masing, diharapkan keduanya mampu untuk 

melindungi keluarganya. 

b) Surat Al-Nisa’ ayat 34 

........ 

‚Laki-laki (suami) itu adalah pemimpin bagi perempuan 

(istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-

laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka 

(laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka 

perempuan-perempuan yang shalih adalah yang taat (kepada 

Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena 

Allah telah menjaga mereka…‛
20

 

 

                                                           
19

 Abū Muḥammad al-Ḥusain bin Mas’ud bin Muḥammad bin al-Farrā’ al-Baghāwī al-Shāfi’I, 

Tafsīr al-Baghāwī al-Musammā Ma’ālim al-Tanzīl Juz 8, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 

1993), 169. 
20

 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an…, 84. 
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Berdasarkan ayat di atas, dapat dipahami bahwa terdapat 

perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Allah Swt melebihkan 

laki-laki atas perempuan, maksudnya ia (laki-laki) nanti akan menjadi 

pemimpinnya dan menjadi hakim yang mampu menuntun kembali 

istrinya saat ia (istri) tak berada di jalan Allah Swt.
21

 Bila 

dihubungkan dengan Pasal 15 KHI, peneliti menilai dengan adanya 

perbedaan batas usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan 

perempuan merupakan bentuk hukum yang sesuai untuk diterapkan di 

Indonesia. Mengingat begitu sakralnya ikatan perkawinan, maka 

diperlukan suatu aturan yang dapat menyiapkan suami-istri untuk 

dapat menjalani ikatan tersebut, salah satunya adalah dengan 

memberikan kesempatan yang berbeda antara laki-laki dan 

perempuan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan. 

Asbāb al-Nuzūl ayat di atas ialah Allah Swt memerintahkan 

seorang laki-laki untuk menyerahkan mahar kepada istrinya, serta 

memenuhi kebutuhan nafkahnya.
22

 Selain itu, dalam ayat ini 

dijelaskan bahwa seorang suami haruslah mampu dalam menolong 

istrinya dengan cara memberikan perintah dan larangan sesuai dengan 

apa yang diperintahkan dan dilarang oleh Allah Swt.
23

 Hal ini bisa 

dinilai sejalan dengan batas usia minimal perkawinan bagi laki-laki 

                                                           
21

 Abū al-Thanā’ Shihāb al-Dīn al-Sayyid Maḥmūd al-alūsī, Rūḥ al-Ma’ani fi Tafsīr al-Qur’an al-
‘Aẓīm wa al-Sab’a al-Mathāni Juz 2, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1994), 41. 
22

 Abū ‘Abdillah Muḥammad  Fakhr al-Dīn al-Rāzī, Tafsīr Fakhr al-Rāzī al-Mushtahar bi al-
Tafsīr al-Kabīr wa Mafātīḥ al-Ghaīb Juz 5, (Beirut: Dār al-Fikr, 1993), 192. 
23

 Abū al-Fidā’ al-Ḥāfiẓ Ibnu Kathīr al-Dimashqī, Tafsīr al-Qur’an al-‘Aẓīm Juz 2, (Beirut: Dār 

al-Fikr, 2006), 292. 
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yakni 19 tahun, karena pada usia tersebut diharapkan ia telah 

memperoleh pekerjaan sebelum ia menikah untuk memenuhi 

kewajiban nafkah serta mendidik keluarganya. 

3. Maṣlaḥah tidak bertentangan dengan Sunnah 

Setelah melihat pada naṣ al-Qur’an, maka selanjutnya adalah melihat 

pada hadīth-hadīth Nabi Saw terkait dengan perbedaan batas usia 

minimal perkawinan bagi laki-laki dan perempuan dalam Pasal 15 KHI, 

yaitu: 

a) Hadīth tentang menikahi seorang gadis 

 

 

Dari Jabir bin Abdullah dia berkata: Saya pernah keluar 

bersama Rasulullah Saw dalam suatu peperangan, saya 

menaiki untaku yang jalannya sangat lamban. Lalu Rasulullah 

Saw mendatangiku dan memanggilku: ‚Wahai Jabir?‛ Saya 

menjawab: ‚Ya.‛ Beliau melanjutkan: ‚Kenapa denganmu?‛ 

Saya menjawab: ‚Untaku sangat lamban jalannya hingga saya 

ketinggalan.‛ Kemudian Beliau turun dan memukul unta 

tersebut dengan tongkatnya, kemudian Beliau bersabda: 

‚Naiklah.‛ Lalu  saya menaikinya –sungguh saya ingat, ketika 

itu saya menahan unta tersebut jangan sampai ia mendahului 

Rasulullah Saw. Lalu Beliau bertanya: ‚Apakah kamu sudah 

menikah?‛ Jawabku: ‚Ya, sudah.‛ Beliau bersabda: ‚Apakah 

seorang gadis ataukah janda yang kamu nikahi?‛ Saya 

                                                           
24

 Abū Ḥusain Muslim bin al-Ḥajjāj, Ṣaḥīh Muslim Juz 7, (Beirut: Dār al-Fikr, 2008), 394. 
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menjawab: ‚Seorang janda.‛ Beliau bersabda: ‚Kenapa tidak 

yang masih gadis saja yang kamu nikahi, sehingga kamu bisa 

bercumbu rayu dengannya dan dia bisa mencumbumu?‛ Saya 

menjawab: ‚Sesungguhnya saya memiliki beberapa saudara 

perempuan, dan saya ingin menikahi seorang wanita yang 

dapat memelihara mereka, menyisiri rambut mereka  dan 

mengurus perkara mereka.‛
25

 

 

Dari hadīth di atas, dapat dipahami bahwa secara tersirat 

terdapat anjuran kepada suami untuk mencari istri yang muda (gadis) 

agar dapat menjaga keharmonisan keluarga. Bahwasannya seorang 

istri yang muda (gadis) dapat memberi tambahnya cinta
26

 dan 

hubungan keakraban
27

. Dengan begitu, batas usia minimal 

perkawinan bagi laki-laki 19 tahun sedang bagi perempuan 16 tahun 

adalah sebuah aturan yang tepat untuk mewujudkan nilai-nilai pada 

hadīth tersebut, mengingat usia istri yang lebih muda dari suaminya. 

Sehingga dapat menciptakan kondisi psikologis yang tenang, damai 

dan tentram dengan balutan cinta dan kasih sayang antara suami 

dengan istri. 

Menikah dengan yang lebih muda dapat lebih memberikan 

banyak anak.
28

 Hal ini sesuai dengan anjuran Nabi Saw untuk 

memilih calon pasangan yang subur, sehingga generasi umat Islam 

dapat bertambah pula. 

 

                                                           
25

 Muhammad Nashirudin Al-Albani, Terjemah Shahih Muslim Jilid VII, (Jakarta: Pustaka 

Azzam, 2003), 159. 
26

 ‘Alī al-Qārī, Sharaḥ Musnad Abū Ḥanīfah Juz 1, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1995), 

254. 
27

 Al-Ghazālī, Iḥyā’ ‘Ulūm al-Dīn Juz 1, 394. 
28

 ‘Uthmān bin Shaṭā al-Bakri, I’anah al-Ṭālibīn Juz III, (Kuwait: Dār al-Fikr, 1993), 314. 
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b) Hadīth tentang perempuan berhak memberi perlindungan 

 

 

Telah menceritakan kepada kami ‘Abdullah bin Maslamah, 

dari Mālik dari Abu al-Naḍri bekas budak ‘Umar bin 

‘Ubaidillah, bahwa Abu Murrah bekas budak Ummu Hani’ 

binti Abu Ṭālib telah mengabarkan kepadanya bahwa dia 

mendengar Ummu Hani’ binti Abu Ṭālib berkata: Aku pernah 

pergi menemui Rasulullah Saw pada waktu fatḥ Makkah, saya 

mendapati Beliau sedang mandi, sedangkan Fāṭimah putri 

perempuannya menutupinya dengan selembar kain. Lalu saya 

mengucapkan salam kepadanya. Beliau bertanya: siapa itu? 

Saya menjawab: Saya Ummu Hani’ binti Abu Ṭālib. Beliau 

bersabda: Selamat datang, Ummu Hani’. Seusai mandi Beliau 

berdiri dan shalat delapan rakaat dengan memakai sehelai 

baju. Saat Beliau selesai, saya menuturkan: Wahai Rasulullah! 

Saudaraku ‘Ali hendak membunuh seorang laki-laki yang 

telah saya beri perlindungan, dia adalah Fulān bin Huraibah. 

Rasulullah bersabda: Kami telah memberi perlindungan 

terhadap orang yang telah kamu lindungi, wahai Ummu 

Hani’.
29

 

 

Dari hadīth di atas, dapat dipahami bahwa perempuan berhak 

untuk memberikan perlindungan seperti halnya laki-laki. Sehingga 

dengan adanya batas usia yang berbeda dalam Pasal 15 KHI, baik 

suami maupun istri, mereka berdua harus dapat saling memberi 

                                                           
29

 Abū ‘Abdillah Muḥammad ibn Ismā’īl ibn Ibrāhīm bin Mughīrah bin Bardizbah al-Bukhāri, 

Ṣahīh al-Bukhāri Juz 19, (Riyadh: Dār al-Salam, 2008), 133. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

121 
 

 

perlindungan kepada keluarganya sesuai dengan tanggung jawabnya 

masing-masing. Adanya perbedaan bukan berarti harus membeda-

bedakan, karena prinsip keadilan ialah tidak harus disama-ratakan. 

4. Maṣlaḥah tidak bertentangan dengan Qiyas 

Al-Būṭi berpendapat bahwa setiap qiyas pasti akan 

mempertimbangkan maṣlaḥah, namun tidak setiap pemeliharaan maṣlaḥah 

itu disebut qiyas. Setelah melakukan penelusuran terhadap permasalahan 

hukum dalam hal perkawinan yang diselesaikan dengan menggunakan 

qiyas, peneliti tidak menemukan hukum-hukum qiyas yang bertentangan 

dengan adanya perbedaan batas usia minimal perkawinan bagi laki-laki 

dan perempuan. Untuk konteks Indonesia, peneliti menilai adanya 

perbedaan batas usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan perempuan 

dalam Pasal 15 KHI merupakan ijtihad para ulama Indonesia yang sesuai 

dengan zaman dan budaya masyarakat Indonesia saat ini, serta senafas 

dengan nilai-nilai agama Islam. 

Meski terkait hal ini tidak dijelaskan secara rinci dalam al-Qur’an, al-

Sunnah dan juga qiyas, serta ulama fiqih yang masih berbeda pendapat 

terkait dengan batas umur baligh seseorang. Menurut madzhab Shāfi’i 

dan Ḥambali serta beberapa ulama madzhab Ḥanafi yang lain (Abū Yūsuf 

dan Muḥammad al-Shaibāni) bahwa fase kedewasaan itu tiba pada kisaran 
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usia 15 tahun. Dasarnya adalah hadīth yang diriwayatkan oleh Ibnu ’Umar 

berikut ini
30

: 

 31 

‚Ibnu ‘Umar menceritakan bahwa menjelang Perang Uhud (Tahun 

3 Hijriyyah), ia masih berusia 14 tahun menawarkan diri kepada 

Rasulullah Saw untuk ikut berpartisipasi. Tetapi Beliau 

menolaknya. Hal serupa kembali dilakukan Ibnu ‘Umar menjelang 

Perang Khandaq (Tahun 5 Hijriyyah) ketika dirinya telah berusia 

15 tahun. Dan kala itu Nabi Saw memberinya izin.‛
32

 

 

Akselerasi pubertas itu dipengaruhi oleh beragam faktor, antara lain: 

genetika (genetics), ras (race) dan lingkungan (environment). Juga 

terdapat perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam pencapaian fase 

pubertas, yaitu 12-13 tahun untuk anak perempuan dan 14-15 tahun untuk 

anak laki-laki.
33

 Secara normal, masa pertumbuhan manusia memiliki 

batas yakni pada laki-laki terhenti pada usia sekitar 22 tahun, sedang 

perempuan pada usia sekitar 18 tahun. Sehingga secara neurologis, anak 

perempuan lebih matang dibandingkan anak laki-laki dalam 

pertumbuhannya.
34

 

                                                           
30

 Yusuf Hanafi, Kontroversi Perkawinan Anak di Bawah Umur (Child Marriage) Perspektif Fikih 
Islam, HAM Internasional dan UU Nasional, (Bandung: Mandar Maju, 2011), 21. 
31

 Abū ‘Abdillah Muḥammad ibn Ismā’īl ibn Ibrāhīm bin Mughīrah bin Bardizbah al-Bukhāri, 

Ṣahīh al-Bukhāri Juz 9, (Riyadh: Dār al-Salam, 2008), 
32

 Hamidy, Zainuddin, et al, Terjemah Hadis Shahih Bukhari, (Jakarta: PT. Bumirestu, 2005), 

113. 
33

 Yusuf, Kontroversi…, 55. 
34

 Udi Wahyudi, Tingkat Kedewasaan antara Laki-Laki dan Perempuan Relevansinya dengan 
Batas Usia Perkawinan (Studi Komparasi Hukum Islam dengan Pandangan Medis), (Skripsi--UIN 

Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2015), 36-37. 
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Berdasarkan hal-hal di atas, maka peneliti menyimpulkan bahwa 

adanya perbedaaan batas usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan 

perempuan dalam Pasal 15 KHI adalah produk hukum dari qiyas yang 

dilakukan oleh para ulama Indonesia, yang mana secara etimologis qiyas 

berarti mengukur atau membandingkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. 

Belum disebutkannya hal tersebut sebagai contoh qiyas dalam hal batas 

usia perkawinan di berbagai kitab-kitab uṣūl al-fiqh yang peneliti telusuri, 

menurut peneliti disebabkan bahwasannya hukum itu berubah seiring 

dengan perubahan zaman. 

5. Tidak bertentangan dengan maṣlaḥah yang lebih urgen 

Adanya batas usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan perempuan 

menjadi sangat urgen bila melihat salah satu tujuan perkawinan ialah 

melahirkan keturunan yang berkualitas. Hal tersebut diamanatkan oleh 

pemerintah kepada institusi perkawinan melalui Pasal 15 KHI. Dengan 

adanya aturan tersebut, maka dapat menjamin untuk melahirkan seorang 

anak dari perkawinan yang sah menurut agama dan Negara. 

Penetapan batas usia perkawinan dalam Undang-Undang ialah telah 

sesuai dengan nilai-nilai agama Islam. Bisa dilihat pada penetapan usia 16 

tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki dimaksudkan agar tidak 

terjadi kesenjangan terlalu jauh dengan usia dewasa atau baligh menurut 

ajaran Islam. Adanya perbedaan batas usia minimal perkawinan bagi laki-

laki dan perempuan didasarkan pada usia baligh yang berbeda pula antara 

laki-laki dan perempuan. 
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Terkait perbedaan batas usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan 

perempuan, yang mana dalam hal ini diartikan bahwa pada usia tersebut 

laki-laki sudah lulus tingkat SMA sedang perempuan hanya lulus SMP, 

sehingga terkesan tidak memberikan kesempatan yang sama. Dalam hal 

ini menurut peneliti adalah tidak benar, karena meski telah menikah, anak 

perempuan pada usia tersebut masih diberikan kesempatan untuk bisa 

melanjutkan sekolah setinggi-tingginya. Dalam Islam pun diajarkan untuk 

menuntut ilmu sampai ke liang lahat. Jadi dalam hal ini tidak ada hak 

yang dilanggar terhadap kesempatan yang dapat mengancam pendidikan 

bagi perempuan. 

Arus modernisasi dan globalisasi yang melaju dengan kencang dapat 

mengubah cara pandang dan pola pikir masyarakat. Pemikiran tersebut di 

atas adalah keliru bilamana dinilai lebih urgen daripada aturan yang 

membedakan batas usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan 

perempuan, karena tidak ada jaminan yang dapat memastikan bahwa 

dengan disamakannya batas usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan 

perempuan akan semakin mengurangi angka perceraian, menanggulangi 

permasalahan kesehatan, maupun meminimalisir permasalahan sosial 

lainnya.
35

 Peneliti menilai bahwa semua permasalahan yang telah dibahas 

di atas terjadi tidak murni disebabkan dari aspek ketidaksamaan batas 

usia minimal perkawinan semata. 

                                                           
35
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Dalam hal menentukan ukuran maṣlaḥah yang harus diutamakan, al-

Būṭi mengharuskan untuk meninjau berdasarkan nilai dan urgensi dari 

bentuk kemaslahatan tersebut. Nilai maṣlaḥah yang diakui oleh syara’ 

ialah yang sesuai dengan maqāṣid al-sharī’ah, yaitu perlindungan terhadap 

agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Kemudian alat untuk meraih 

maqāṣid al-sharī’ah adalah dengan melihat tingkat urgensitasnya, yang 

mana memiliki tiga tingkatan: ḍarūriyyah, ḥājiyyah dan taḥsīniyyah. Oleh 

sebab itu, kepentingan ḍarūriyyah harus diutamakan daripada kepentingan 

ḥājiyyah, dan seterusnya.
36

 

Bila melihat syarat kelima di sini, peneliti menilai bahwa adanya 

perbedaan batas usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan perempuan 

dalam Pasal 15 KHI termasuk kategori maṣlaḥah ḥājiyyah, karena 

ketiadaan aspek ini tidak sampai mengancam eksistensi kehidupan 

manusia menjadi rusak. Oleh karena merupakan maṣlaḥah ḥājiyyah, maka 

tidak boleh bertentangan dengan maṣlaḥah yang lebih urgen yakni 

maṣlaḥah ḍarūriyyah. 

Hal yang tergolong maṣlaḥah ḍarūriyyah ialah kewajiban suami dan 

istri untuk menjaga keluarganya dari siksa api neraka, sehingga dapat 

mewujudkan maqāṣid al-nikāḥ. Dengan begitu, peneliti memandang 

bahwa adanya aturan tersebut tidak bertentangan dengan maṣlaḥah yang 

lebih urgen, karena sesuai dengan maqāṣid al-sharī’ah dan tidak 

bertentangan dengan maṣlaḥah ḍarūriyyah. 

                                                           
36

 Al-Būṭi, Ḍawābiṭ…, 218-219. 
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BAB V 

PENUTUP  

 

A. Kesimpulan 

Dari beberapa penjelasan yang peneliti paparkan pada bab-bab 

sebelumnya, ada dua kesimpulan penting yang menjadi poin inti dalam 

skripsi yang ditulis di sini, yaitu: 

1. Substansi yang terkandung dalam Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam 

(KHI) tentang perbedaan batas usia minimal perkawinan bagi laki-laki 

dan perempuan yakni kemaslahatan parenting (mental, spiritual, 

finansial dan fisikal), keseimbangan sosial, serta tanggung jawab 

perkawinan. 

2. Hasil analisis menggunakan perspektif teori maṣlaḥah Sa’īd Ramaḍān 

al-Būṭi menunjukkan bahwa perbedaan batas usia minimal perkawinan 

bagi laki-laki dan perempuan dalam Pasal 15 KHI merupakan suatu 

kemaslahatan. Mengingat telah terpenuhinya lima syarat sesuatu dapat 

dinilai sebagai maṣlaḥah hakiki, yakni maṣlaḥah harus berada dalam 

ruang lingkup tujuan syariat (ḥifẓ al-dīn, ḥifẓ al-nafs, ḥifẓ al-‘aql, ḥifẓ al-

nasl dan ḥifẓ al-māl), tidak bertentangan dengan Al-Qur’an, tidak 

bertentangan dengan Sunnah, tidak bertentangan dengan Qiyas, serta 

tidak bertentangan dengan maṣlaḥah yang lebih urgen. 
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B. Saran 

Dari seluruh pembahasan dalam penelitian ini, ada dua saran yang 

ingin peneliti sampaikan, yakni sebagai berikut: 

1. Pemerintah harus semakin giat untuk mensosialisasikan dan 

memberikan edukasi kepada masyarakat Indonesia terkait dengan aspek 

kemaslahatan yang terkandung dalam aturan tentang perbedaan batas 

usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan perempuan. 

2. Adanya penelitian lanjutan terkait dengan tema ini, mengingat 

perkembangan peradaban yang berbeda dari setiap masanya. Tidak 

tertutup kemungkinan bahwa pada saatnya nanti dengan mendasarkan 

pada perkembangan teknologi, kesehatan, sosial, budaya, ekonomi serta 

aspek lainnya, batas usia minimal perkawinan bisa saja turun atau naik 

dan/atau batas usia laki-laki justru lebih rendah daripada perempuan 

atau tidak ada perbedaan antara batas usia minimal keduanya. 
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